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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO: 

ٌْضَت ُ انْعِهْىُِ طَهبَُ  سْهىُِ  ك مُِّ عَهىَ فسَِ ت ي  ًَ سْهِ  وَي 

“Menuntut ilmu wajib bagi setiap umat Islam laki-laki maupun perempuan”. (HR. 

Al-Baihaqi, Ath-Thabrani, Abu Ya’la, AlQudhai, dan Abu Nu’Aim Al-Ashbahani). 

ٍُْ سُ  طَسٌِقاً سَهكََُ يَ ًِ ُِّ ٌهَْتَ ا فٍِ ًً  انْجََُّتُِ إنِىَ طَسٌِقاً نَّ ُ الل ُ سَهَّمَُ عِهْ

“Barangsiapa yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan 

memudahkan baginya suatu jalan menuju surga.” (HR. Muslim). 

ٍُْ ٍُِ عَ سُْ ابْ ًَ ا الل زضً ع  ًَ ُْه  ًَُّ وسهى عهٍّ الل صهى اللُِ زَس ىْلُ  أخََرَُ : قاَلَُ عَ ُْكِبَ ًَ ٍُْ : فقَاَلَُ بِ  فًِ ك 

ٍَْاَ  اندُّ

ٍُْ ٍُِ عَ سُْ ابْ ًَ ا الل زضً ع  ًَ ُْه  ًَُّ وسهى عهٍّ الل صهى اللُِ زَس ىْلُ  أخََرَُ : قاَلَُ عَ ُْكِبَ ًَ ٍُْ : فقَاَلَُ بِ  فًِ ك 

ٍَْاَ ٌْبُ  كَأَََّكَُ اندُّ ٍْمُ  عَابسُِ  أوَُْ غَسِ ٌَُ . سَبِ ٍُ  وَكاَ سَُ ابْ ًَ ًَُ ع  ا الل ُ زَضِ ًَ ُْه  ٍْتَُ إذَِا : ٌقَ ىْلُ  عَ ُْتظَِسُِ فلََُ أيَْسَ  تَ

باَحَ، ُْتظَِسُِ فلََُ أصَْبحَْتَُ وَإذَِا انصَّ سَاءَ، تَ ًَ رُْ انْ ٍُْ وَخ  تكَُِ يِ سَضِكَ، صِحَّ ًَ ٍُْ نِ ىْتكَُِنُِ حٍَاَتكَُِ وَيِ ًَ  

 [انبخازي زواِ]

Dari Ibnu Umar radhiallahuanhuma berkata : Rasulullah SAW memegang  kedua 

bahu saya seraya bersabda : Jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau 

pengembara ,”Ibnu Umar berkata : Jika kamu berada di sore hari jangan tunggu 

pagi hari, dan jika kamu berada di pagi hari jangan tunggu sore hari, gunakanlah 

kesehatanmu untuk (persiapan saat) sakitmu dan kehidupanmu untuk 

kematianmu” (Riwayat Bukhari ). 
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ABSTRAK 

 

Korupsi merupakan sebuah tindakan yang menyimpang dari nilai dan 

norma, serta bersifat merusak.  Korupsi sangat erat dengan kedudukan yang 

dimiliki oleh seseorang, semakin tinggi kedudukan seseorang maka ia semakin 

memiliki kekuasaan yang besar untuk melakukan sesuatu, termasuk korupsi. 

Salah satu tindak pidana korupsi di Indonesia yang berpengaruh terhadap 

kerusakan dan kerugian negara adalah korupsi Proyek E-Ktp, Korupsi E-Ktp ini 

memberikan pengaruh kerugian diberbagai bidang, serta kerugian masyarakat dan 

Negara. 

Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pengolahan 

data dilakukan dengan cara sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. 

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif yakni 

melalui data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu 

analisa yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan 

berkembang dalam masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu tindak pidana 

korupsi proyek E-KTP merupakan korupsi yang paling besar dan merugikan 

negara kita. Jika melihat kembali undang-undang mengenai tipikor pada UU 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada 

Pasal 12 disebutkan bahwa denda maksimal untuk pelaku korupsi sebesar Rp.1 

miliar, penulis tidak yakin bahwa kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun itu dapat 

ditutup dengan menetapkan denda tersebut. Pada akhirnya, kita (masyarakat) lagi 

yang berusaha bekerja dengan jujur untuk menutupi kerugian negara. Dalam 

penanganan kasus korupsi di Indonesia, implementasi Undang-Undang Dasar 

menjadi sangat penting sebagai pisau bedah yang efektif untuk memberantas 

korupsi, Hal ini dilakukan dengan menganalisis beberapa aspek penting UUD 

Negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan kasus korupsi, seperti hakim, 

kejaksaan, KPK, dan penegakan hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) telah menyelidiki kasus dugaan korupsi proyek e-KTP sejak pertengahan 

2014. Kasus ini menjerat sejumlah pejabat pemerintah dan DPR, dan 

mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun dan KPK telah memvonis 

delapan orang pelaku dalam kasus ini. Dalam perjalanannya, para pihak 

berwenang dibuat harus berusaha lebih giat dalam menciptakan keadilan. 

Berbagai lika-liku dihadapi, mulai dari ditetapkannya Setya Novanto sebagai 

tersangka dan para pihak lain yang terlibat adanya korupsi E-KTP, sidang 

praperadilan, obstruction of justice. Adanya saksi palsu yang dilakukan oleh 

seorang pelaku yang merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menghalang 

halangi suatu proses hukum sehingga mempersulit berbagai pihak berwenang 

dalam penegakan hukum untuk memutus suatu perkara tindak pidana korupsi E-

KTP. 

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Penegakan Hukum, Korupsi Proyek E-KTP 
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ABSTRACT 

Corruption is an act that deviates from values and norms, and is 

destructive.  Corruption is very closely related to a person's position, the higher a 

person's position, the more power they have to do something, including 

corruption. One of the criminal acts of corruption in Indonesia that has an impact 

on damage and loss to the state is E-Ktp corruption. This E-Ktp corruption has an 

impact on losses in various fields, as well as losses to society and the State. 

This research method is normative legal research, data processing is 

carried out in a systematic way on written legal materials. The activities carried 

out in normative legal research data analysis are through the data obtained which 

is then analyzed descriptively qualitatively, namely analysis that refers to legal 

norms contained in statutory regulations and court decisions as well as norms 

that live and develop in society. 

Based on the research results, it can be concluded that the criminal act of 

corruption in the E-KTP project is the biggest corruption and is detrimental to 

our country. If we look back at the law regarding corruption in Law Number 31 of 

1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, which in Article 12 states 

that the maximum fine for perpetrators of corruption is IDR 1 billion, the author 

is not sure that the state loss of IDR 2.3 trillion can be achieved. closed by 

determining the fine. In the end, it is we (the people) who are trying to work 

honestly to cover the country's losses. In handling corruption cases in Indonesia, 

the implementation of the Constitution is very important as an effective scalpel for 

eradicating corruption. This is done by analyzing several important aspects of the 

Constitution of the Republic of Indonesia which relate to corruption cases, such 

as judges, prosecutors, the Corruption Eradication Commission, and law 

enforcement. The Corruption Eradication Commission (KPK) has been 

investigating cases of alleged corruption in the e-KTP project since mid-2014. 

This case ensnared a number of government and DPR officials, and resulted in 

state losses of IDR 2.3 trillion and the KPK has sentenced eight perpetrators in 

this case. Along the way, the authorities have had to work harder to create justice. 

Various twists and turns were faced, starting from the naming of Setya Novanto as 

a suspect and other parties involved in E-KTP corruption, pre-trial hearings, 

obstruction of justice. The presence of false witnesses by a perpetrator is an effort 

made to obstruct a legal process, making it difficult for various authorities in law 

enforcement to decide on a criminal case of E-KTP corruption. 

Keywords: Juridical Analysis, Law Enforcement, E-KTP Project Corruption 

 

 

 

 



1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Korupsii merupakani sebuahi tindakani yangi menyimpangi darii nilaii dani 

norma,i sertai bersifati merusak.i Korupsii adalahi perbuatani yangi dilakukani untuki 

memberikani beberapai keuntungani yangi bertentangani dengani tugasi dani haki orangi 

lain.i Banyaki pendapati yangi menganalogikani korupsii ibarati layaknyai penyakit.i 

Korupsii seringi diibaratkani sebagaii penyakiti kanker.i Penyakiti yangi menggerogotii 

tubuhi penderitanyai darii dalam,i melumpuhkani dani menyebabkani penderitaan.
1

i 

Korupsii dapati terjadii karenai penyalahgunaani kekuasaani ataui kewenangani untuki 

kepentingani sendirii ataui kelompok.i Dalami hali inii penyalahgunaani kewenangani 

seringkalii terjadii bukani hanyai karenai sistemi pengawasani yangi tidaki berjalan,i 

melaikani jugai karenai masalahi birokrasii dani mentalitasi kebudyaani yangi berjalani 

dii pemerintahan.i Sehinggai korupsii menjadii hali yangi sangati kompleks,i tidaki 

hanyai berkaitani dengani hukum,i melainkani jugai persoalani sosiali politiki dani 

kebudayaan. 

Korupsii sangati erati dengani kedudukani yangi dimilikii olehi seseorang,i semakini 

tinggii kedudukani seseorangi makai iai semakini memilikii kekuasaani yangi besari 

untuki melakukani sesuatu,i termasuki korupsi.i Pelakui tindaki pidanai korupsii 

memilikii berbagaii motif,i diantaranyai greedsi (keserakahan),i opportunitiesi 

(kesempatan),i needsi (kebutuhan)i dani exposuresi (pengungkapan).
2

i Motifi 

                                                           
1

i Zenii Zaenali Mutaqin,i Pengetahuani Dasari Antikorupsii dani Interitas,i (Diterbitkani olehi CV.i 

MEDIAi SAINSi INDONESIAi Padai :i Meii 2022),i Hlm.i 1. 
2

i Agusi Kasiyanto,i 2018,i Tindaki Pidanai Korupsi:i Padai Prosesi Pengadaani Barangi dani Jasa,i 

Kencana,i Jakarta,i hlm.i 41.i  
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seseorangi dalami melakukani korupsii tidaki hanyai untuki memperolehi kekuasaani 

ataui keuntungani secarai material.i Namun,i korupsii jugai dilakukani agari dapati 

meningkatkani pencitraani sertai membuati orangi laini menjadii terkesan,i terpesonai 

dani mudahi terpengaruh.i Tindaki pidanai korupsii tidaki hanyai terjadii dii sektori 

publiki saja,i namuni terjadii pulai dii sektori swastai dani lembagai lainnya.i Sehinggai 

korupsii menjadii fenomenai yangi menjalari diberbagaii lapisani masyarakat.i Pasali 2i 

UUi No.i 31i Tahuni 1999i jo.i UUi No.i 20i Tahuni 2001
3
: 

(1)i Setiapi orangi yangi secarai melawani hukumi melakukani perbuatani memperkayai 

dirii sendirii ataui orangi laini ataui suatui korporasii yangi dapati merugikani keuangani 

negarai ataui perekonomiani negara,i dipidanai dengani pidanai penjarai seumuri hidupi 

ataui pidanai penjarai palingi singkati 4i (empat)i tahuni dani palingi lamai 20i (duai 

puluh)i tahuni dani dendai palingi sedikiti Rpi 200.000.000,00(duai ratusi jutai rupiah)i 

dani palingi banyaki Rpi 1.000.000.000,00i (satui miliari rupiah). 

(2)i Dalami hali tindaki pidanai korupsii sebagaimanai dimaksudi dalami ayati (1)i 

dilakukani dalami keadaani tertentu,i pidanai matii dapati dijatuhkan.
4
 

Masalahi korupsii sudahi merupakani ancamani yangi bersifati seriusi terhadapi 

stabilitasi dani keamanani masyarakati nasionali dani internasionali dani telahi 

melemahkani institusii dani nilai-nilaii demokrasii sertai nilai-nilaii keadilani sertai 

                                                           
3

i Undang-Undangi No.i 31i Tahuni 1999i jo.i Undang-Undangi No.i 20i Tahuni 2001. 
4Komisii Pemberantasani Korupsi,i Memahamii Untuki Membasmii Tindaki Pidanai Korupsi,i 

(Diterbitkani olehi Komisii Pemberantasani Korupsi,i Jakarta,i Agustusi 2006),i Hal.6. 
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membahayakani pembangunani berkelanjutani dani penegakani hukum.
5

i Maraknyai 

korupsii dii Indonesiai disinyaliri terjadii dii semuai bidangi dani sektori pembangunan.
6
 

Korupsii menjadii fenomenai yangi tidaki asingi lagii bagii masyarakati Indonesia,i 

Salahi satui tindaki pidanai korupsii dii Indonesiai yangi berpengaruhi terhadapi 

kerusakani dani kerugiani negarai adalahi korupsii Proyeki E-Ktpi yangi membawai 

namai ketuai DPRi RIi menjadii tersangkai dani kemudiani terdapati beberapai anggotai 

DPRi RIi dani darii Instansii Pemerintahani lainnya.i Pelakui tindaki pidanai korupsii 

yangi telahi ditangkapi olehi Komisii Pemberantasani Korupsii tersebuti jugai tidaki 

sedikiti yangi mengembalikani kerugiani keuangani negarai hasili tindaki pidanai 

korupsii yangi merekai lakukani sebelumi dijatuhkani putusani olehi majelisi hakim.i 

Hali tersebuti jugai dilakukani olehi mantani ketuai Dewani Perwakilani Rakyati 

Republiki Indonesiai (DPRi RI)i yaitui Setyai Novantoi yangi mengembalikani uangi 

hasili tindaki pidanai korupsii KTPi Elektroniki (E-KTP)i yangi diperolehnyai padai 

tahuni 2010i sebesari Rpi 5i Miliari kei rekeningi Komisii Pemberantasani Korupsii 

(KPK).i Pengembaliani tersebuti dilakukani olehi Setyai Novantoi dalami tahapi 

pemeriksaani dimukai pengadilani sebelumi perkaranyai diputusi pidanai olehi majelisi 

hakimi yangi memeriksa.i Walaupuni telahi mengembalikani kerugiani keuangani 

negarai yangi disebabkani olehi tindaki pidanai korupsii yangi diperbuatnya,i Setyai 

Novantoi tetapi menjalanii 4i prosesi hukumi dani divonisi olehi Majelisi Hakimi Tipikori 

Pengadilani Negerii Jakartai Selatani 15i tahuni penjara.i Putusani Majelisi Hakimi 

tersebuti lebihi ringani 1i tahuni daripadai tuntutani Jaksai Penuntuti Umumi yangi 

                                                           
5Obsatari Sinaga,i KONSPIRASIi TRANSNASIONALi DALAMi KAJIANi KORUPSIi DIi INDONESIA,i 

BATAMi 23i Oktoberi 2010,i Hal.i 3.i  
6Lilisi Mulyanii dani Caruniai Mulyai Firdausy,i KORUPSIi DANi KPKi DALAMi PERSPEKTIFi 

HUKUM,i EKONOMI,i DANi SOSIAL,i Pusati Pengkajian,i Pengolahani Datai dani Informasii (P3DI),i 

Jakarta,i Hal.i 5. 
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menanganii kasusi Setyai Novantoi yaitui selamai 16i tahun.i Hali tersebuti tidaki 

diketahuii apakahi Majelisi Hakimi memutusi lebihi ringani 1i tahuni diakibatkani 

penerapani Pasali 4i Undang-undangi Tipikori ataui tidak.i i Jikai dikaitkani dengani 

aturani dalami Pasali 26Ai Undang-undangi Nomori 20i Tahuni 2001,i tindakani pihaki 

yangi mengembalikani uangi hasili tindaki pidanai korupsii tersebuti dapati menjadii alati 

buktii untuki menjatuhkani pidanai terhadapi orangi tersebut,i karenai secarai tidaki 

langsungi terbuktii bersalahi dani secarai tidaki langsungi jugai mengakuii kesalahannyai 

telahi menerimai uangi hasili Tindaki Pidanai Korupsi.
7

i Seharusnyai dalami prosesi 

pemeriksaani perkarai kasusi Korupsii E-KTPi yangi menjerati Setyai Novanto,i tidaki 

diperlukani waktui yangi lama,i karenai pelakunyai sendirii sudahi mengakuii bahwai iai 

telahi mekalukani tindaki pidanai korupsi.i Tindakani pengembaliani uangi hasili tindaki 

pidanai korupsii bukani suatui alasani pembenari yangi dapati menghapuskani 

pidananya,i namuni berdasarkani penjelasani Pasali 4i Undang-undangi Nomori 31i 

Tahuni 1999i Jo.i Undang-i Undangi Nomori 20i Tahuni 2001i tentangi Tindaki Pidanai 

Korupsii dikatakani bahwai tindakani mengembalikani uangi hasili tindaki pidanai 

korupsii hanyai menjadii faktori yangi meringankani pidananya,i bukani menghapuskani 

pidana.i Tentui sajai pengembaliani uangi olehi pelakui tindaki pidanai korupsii tersebuti 

dapati dipertimbangkani olehi majelisi hakimi dalami menjatuhkani pidana.i Hali 

tersebuti mungkini dapati membuati majelisi hakimi bimbangi untuki menjatuhkani 

pidana,i karenai dii satui sisii pelakui tindaki pidanai korupsii tersebuti secarai tidaki 

langsungi mengakuii bahwai iai melakukani tindaki pidanai korupsi,i namuni disisii yangi 

                                                           
7

i Pasali 26Ai Undang-Undangi Nomori 20i tahuni 2001i berbunyii “Alati buktii yangi sahi dalami bentuki 

petunjuki sebagaimanai dimaksudi dalami Pasali 188i ayati (2)i Undang-undangi Nomori 8i Tahuni 1981i 

Tentangi Hukumi Acarai Pidanai Tentangi keterangani saksi,i surat,i dani keterangani terdakwa.i  
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laini iai mengembalikani hasili tindaki pidanai korupsii tersebuti samai sepertii yangi 

dului iai terima.i Fenomenai pengembaliani uangi hasili tindaki pidanai korupsii yangi 

dikembalikani sebelumi penjatuhani pidanai terhadapi terdakwai tindaki pidanai 

korupsii tersebuti berakibati padai bagaimanai Majelisi Hakimi dalami menjatuhkani 

sebuahi pidanai terhadapi terdakwai tersebut.i Hali tersebuti terlihati darii kasusi korupsii 

Setyai Novantoi dimanai Majelisi Hakimi Pengadilani Tipikori Jakartai Selatani 

memutusi Setyai Novantoi lebihi ringani daripadai yangi dituntuti olehi Jaksai Penuntuti 

Umum.i Padai satui sisii Majelisi Hakimi tidaki perlui lagii mengetahuii apai motifi 

terdakwai melakukani korupsii karenai telahi mengakuii secarai tidaki langsungi dengani 

mengembalikani uangi hasili korupsinya,i sehinggai Majelisi Hakimi dapati memutusi 

terdakwai bersalahi dani dapati menjatuhakani pidanai yangi maksimali atasi perbuatani 

terdakwai tersebut,i namuni padai satui sisii penjelasi pasali 4i Undang-undangi Nomori 

31i Tahuni 1999i Jo.i Undang-undangi Nomori 20i Tahuni 2001i mengatakani bahwai 

tindakani mengembalikani uangi hasili tindaki pidanai korupsii meringankani 

pidananyai terdakwa.i Hali tersebuti dapati membuati Majelisi Hakimi bingungi dalami 

menjatuhkani pidananya.i Tentui dalami membuati suatui putusani penjatuhani pidanai 

tersebuti Majelisi Hakimi memilikii pertimbangani masing-masingi yangi dituangkani 

dalami masai musyawarahi hakimi dani dimungkinkani terjadinyai suatui perbedaani 

pendapati diantarai Majelisi Hakim,i karnai terdakwai secarai jelasi mengakuii bahwai 

terdakwai telahi melakukani tindaki pidana.i Undang-undangi Nomori 31i Tahuni 1999i 

Jo.i Undang-undangi Nomori 20i Tahuni 2001i tentangi Tindaki Pidanai Korupsii jugai 

tidaki mengaturi secarai jelasi bagaimanai apabilai dalami prosesi pemeriksaani 

terdakwai dii pengadilani terdakwai mengembalikani uangi hasili korupsinya.i Undang-
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undangi tersebuti hanyai mengatakani bahwai tindakani tersebuti meringankani pidana,i 

namuni tidaki dijelaskani dikurangii ataui diringankani berapa,i sehinggai tentui Majelisi 

Hakimi punyai pertimbangani sendiri-sendirii terdakwai harusi dijatuhii pidanai berapai 

tahun.i  

Korupsii E-Ktpi inii memberikani pengaruhi kerugiani diberbagaii bidang,i diantaranyai 

adalah: 

a. Bidangi Ekonomi 

Komisii Pemberantasani Korupsii (KPK)i memastikani bahwai kerugiani negarai 

akibati kasusi megai korupsii e-KTPi adalahi sebesari Rpi 2,3i triliun.i Hali inii akani 

menambahi tingkati kemiskinan,i penganggurani dani jugai kesenjangani sosiali karenai 

danai pemerintahi yangi harusnyai untuki rakyati justrui masuki kei kantongi parai 

pejabati dani orangi -i orangi yangi tidaki bertanggungi jawabi lainnya.i Kebijakan-

kebijakani pemerintahi yangi tidaki optimali inii akani menurunkani kualitasi pelayanani 

pemerintahi dii berbagaii bidang. 

b. Bidangi Demokrasi 

Beberapai ahlii berpendapati bahwai korupsii e-KTPi Cederaii Demokrasi,i hali inii 

dikarenakani absennyai e-KTPi akani membuati wargai negarai kesulitani untuki 

menggunakani haki pilihnyai dalami pemilu,i karenai setidaknyai adai tigai aturani 

dalami Undang-undangi Nomori 10i Tahuni 2016i tentangi Pilkadai yangi menyebutkani 

e-KTPi sebagaii syarat. 

c. Bidangi Pelayanani Medis 

Tanpai e-KTPi wargai akani kesulitani dalami mendapati pelayanani medis,i 

khususnyai untuki menjadii pesertai BPJS,i dalami hali inii datai pesertai BPJSi harusi 
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sesuaii dengani e-KTP,i karenai tidaki hanyai nomori induki kependudukani (NIK),i datai 

BPJSi Kesehatani jugai harusi mengacui padai sidiki jarii dani irisi matai sebagaimanai 

yangi telahi terekami dalami e-KTP.
8
 

Dani masihi banyaki lagii kerugiani dani kerusakani yangi ditimbulkani akibati tindaki 

pidanai korupsii proyeki E-Ktp. 

Negarai Indonesiai adalahi negarai hukumi (rechti staats),i makai setiapi tindaki pidanai 

yangi terjadii seharusnyai diprosesi melaluii jaluri hukum,i jadii hukumi dipandangi 

sebagaii satu-satunyai saranai bagii penyelesaiani terhadapi suatui tindaki pidana.i 

Tindaki pidanai adalahi suatui perbuatani yangi pelakunyai dapati dikenakani pidana.i 

Salahi satui fungsii hukumi pidanai adalahi sebagaii alati ataui saranai terhadapi 

penyelesaini problematika.i Kebijakani hukumi pidanai sebagaii suatui upayai untuki 

menangulangii kejahatani dani mensejahterahkani masyarakat,i makai berbagaii 

bentuki kebijakani dilakukani untuki mengaturi masyarakati dalami suatui prosesi 

kebijakani sosiali yangi mengacui padai tujuani yangi lebihi luas.i Memperhatikani 

dampaki negatifi korupsii tersebut,i makai upayai mengatasii korupsii merupakani hali 

yangi sangati penting.i Secarai umumi upayai mengatasii korupsii adai dua,i yaitui 

dengani pencegahani (pendidikani antikorupsi)i dani pemberantasani korupsii (dengani 

penindakani terhadapi pelakui tindaki pidanai korupsi).
9
 

Didalami Al-Qur’ani surati Al-Baqarah:i 188i telahi diterangkani larangani mengenaii 

korupsii yaitu: 

                                                           
8

i Yenii Novi,i “Dampaki Korupsii e-KTPi dii Berbagaii Bidang”,i 

https://www.kompasiana.com/yeninov/5a9f9952cf01b470b33ca7c2/dampak-korupsi-e-ktp-di-

berbagai-bidang,(diaksesi padai 7i Mareti 2018,i pukuli 14.58). 
9

i Sumaryati.i Eti al.,i 2019,i Pendidikani Antii Korupsii Dalami Keluarga,i Sekolah,i dani Masyarakat,i 

UADi PRESS,i Hal.i 52. 

https://www.kompasiana.com/yeninov/5a9f9952cf01b470b33ca7c2/dampak-korupsi-e-ktp-di-berbagai-bidang
https://www.kompasiana.com/yeninov/5a9f9952cf01b470b33ca7c2/dampak-korupsi-e-ktp-di-berbagai-bidang
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ا iوَلَُ ه ىْْٓ ىُْ iتأَكْ  ىُْ iايَْىَانكَ  ٍُْكَ  اوُِ iانِىَ iبهِآَُْ iوَت دْن ىْا iباِنْباَطِمُِ iبَ كَّ ه ىْا iانْح  ٌْقاً iنتِأَكْ  ٍُْ iفسَِ ثْىُِ iانَُّاسُِ iايَْىَالُِ iيِّ  iباِلِْ

َْت ىُْ ٌَُ iوَاَ ىْ  ً تعَْهَ  ࣖ

Artinya:i “Janganlahi kamui makani hartai dii antarai kamui dengani jalani yangi batili 

dani (janganlah)i kamui membawai (urusan)i hartai itui kepadai parai hakimi dengani 

maksudi agari kamui dapati memakani sebagiani hartai orangi laini itui dengani jalani 

dosa,i padahali kamui mengetahui”.
10

 

Tidaki hanyai larangani korupsi,i tetapii Upayai pemberantasani tindaki pidanai korupsii 

jugai diaturi didalami beberapai Undang-Undangi diantaranya:i Undang-Undangi 

Nomori 20i Tahuni 2001i joi UUi No.i 31/1999.i Undang-undangi inii telahi menjadii 

landasani hukumi pemberantasani tindaki pidanai korupsii dii tanahi air.i UUi inii 

menjelaskani bahwai korupsii adalahi tindakani melawani hukumi dengani maksudi 

memperkayai dirii sendiri,i orangi lain,i ataui yangi berakibati merugikani negarai ataui 

perekonomiani negara.
11

 

UUi Noi 30i tahuni 2002i tentangi Komisii Pemberantasani Tindaki Pidanai Korupsi.i 

Undang-Undangi Noi 30i Tahuni 2002i tentangi Komisii Pemberantasani Tindaki 

Pidanai Korupsii menjadii pencetusi lahirnyai KPKi dii masai Kepresidenani Megawatii 

Soekarnoi Putri.i Ketikai itu,i Kejaksaani dani Kepolisiani dianggapi tidaki efektifi 

memberantasi tindaki pidanai korupsii sehinggai dianggapi pelui adanyai lembagai 

khususi untuki melakukannya.
12

 

UUi No.i 3i tahuni 1971i Tentangi Pemberantasani Tindaki Pidanai Korupsii Undang-

undangi inii dikeluarkani dii masai Ordei Barui padai kepemimpinani Presideni 

                                                           
10

i Q.Si Al-Baqarah:i 188. 
11

i Undang-Undangi Nomori 20i Tahuni 2001i joi UUi No.i 31/1999i Tentangi Pemberantasani Tindaki 

Pidanai Korupsi. 
12

i UUi Noi 30i tahuni 2002i Tentangi Komisii Pemberantasani Tindaki Pidanai Korupsi. 
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Soeharto.i UUi No.i 3i tahuni 1971i mengaturi pidanai penjarai maksimumi seumuri 

hidupi sertai dendai maksimali Rpi 30i jutai bagii semuai deliki yangi dikategorikani 

korupsi. 

Walaui UUi telahi menjabarkani dengani jelasi tentangi definisii korupsi,i yaitui 

perbuatani merugikani keuangani negarai dengani tujuani menguntungkani dirii sendirii 

ataui orangi lain,i namuni kenyataannyai korupsi,i kolusi,i dani nepotismei masihi maraki 

terjadii dii masai itu.i Sehinggai padai pemerintahan-pemerintahani berikutnya,i 

undang-undangi antikorupsii bermunculani dengani berbagaii macami perbaikani dii 

sana-sini.
13

 

UUi No.i 3i tahuni 1971i inii dinyatakani tidaki berlakui lagii setelahi digantikani olehi 

Undang-undangi Nomori 31i Tahuni 1999i tentangi Pemberantasani Tindaki Pidanai 

Korupsi. 

UUi noi 28i tahuni 1999i tentangi Penyelenggaraani Negarai yangi Bersihi dani Bebasi 

KKN. 

Undang-undangi inii dibentuki dii erai Presideni BJi Habibiei padai tahuni 1999i sebagaii 

komitmeni pemberantasani korupsii pascai tergulingnyai rezimi Ordei Baru.i Dalami 

UUi noi 28i tahuni 1999i tentangi Penyelenggaraani Negarai yangi Bersihi dani Bebasi 

KKNi inii dijelaskani definisii soali korupsi,i kolusii dani nepotisme,i yangi kesemuanyai 

adalahi tindakani tercelai bagii penyelenggarai negara.
14

 

                                                           
13

i UUi No.i 3i tahuni 1971i Tentangi Pemberantasani Tindaki Pidanai Korupsi. 
14

i UUi noi 28i tahuni 1999i tentangi Penyelenggaraani Negarai yangi Bersihi dani Bebasi KKN 
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Berdasarkani latari belakangi tersebut,i makai penulisi tertariki untuki mengkajii dani 

menelitii lebihi dalami proposali skripsii mengenaii “Analisisi Yuridisi Terhadapi 

Penegakani Hukumi Korupsii Proyeki E-KTP”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkani latari belakangi yangi telahi diuraikani dii atasi mengenaii tindaki 

pidanai korupsii proyeki E-KTP,i makai beberapai rumusani masalahi yangi perlui 

dibahasi antarai lain: 

1. Bagaimana kebijakan hakim terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan 

secara bersama-sama (Tinjauan Putusan Nomer: 

130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst)? 

2. Bagaimanai prosesi penegakani hukumi terhadapi pelakui korupsii dalami 

proyeki E-KTP? 

3. Apai sajai faktori penghambati dalami penegakani hukumi korupsii proyeki E-

KTP? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuani darii penulisani proposali penelitiani inii adalahi untuki memenuhii 

tahapi kewajibani sebagaii syarati untuki memperolehi gelari Sarjanai Hukumi (SI). 

Tujuani penelitiani dibuat:i  

1. Untuk mengetahui kebijakan hakim terhadap pelaku tindak pidana yang 

dilakukan secara bersama-sama (Tinjauan Putusan Nomer: 

130/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Jkt. Pst). 



11 
 

2. Untuki mengetahuii prosesi penegakani hukumi terhadapi pelakui tindaki 

pidanai korupsii proyeki E-KTP. 

3. Untuki mengetahuii beberapai faktori penghambati dalami penegakani hukumi 

korupsii proyeki E-KTP. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitiani inii diharapkani memilikii kegunaan,i baiki secarai teoritisi 

maupuni secarai praktis,i yaitui sebagaii berikut: 

1. Kegunaani Teoritis 

a. Hasili penelitiani inii diharapkani dapati memberikani sumbangani pemikirani dani 

landasani teoritisi bagii perkembangani ilmui hukumi pidana,i khususnyai yangi 

berkaitani dengani penegakani hukumi pidanai terhadapi tindaki pidanai korupsii 

proyeki E-KTP. 

b. Mempraktekani dani mendalamii ilmui pengetahuani yangi sudahi didapatkani darii 

perkuliahani dani jugai untuki mengembangkani pemikirani teradapi wawasani 

pengetahuani yangi telahi didapatkan. 

c. Dapati memberikani sebuahi pemikirani bagii ilmui dibidangi hukumi kedepannyai 

dani khususnyai padai hukumi pidana. 

2. Kegunaani Praktisi  

a. Hasili penulisani proposali skripsii inii diharapkani dapati bergunai menjadii rujukani 

sertai tambahani kepustakaani khususnyai akademisii dani mahasiswai sebagaii 

pengembangani darii hukumi pidanai dani nasional. 
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b. Hasili darii penelitiani yangi telahi dilakukani inii semogai dapati memberikani 

sebuahi gambarani mengenaii tentangi bentuki penyelesaiani suatui kasusi tindaki 

pidanai korupsii proyeki E-KTP. 

 

 

E. Terminologi 

1. Tinjauani Yuridis 

Tinjauani yuridisi berasali darii katai “tinjauan”i dani “yuridis”.i Tinjauani 

berasali darii katai “tinjau”i yangi artinyai mempelajarii dengani cermat.i Katai tinjaui 

mendapati akhirani “-an”i menjadii tinjauani yangli artinyali perbuatanli 

lmbeninjau.i Pengertianli tinjauani adalahi mempelajarii dengani cermat,i 

memeriksai (untuki memahami),i pandangan,i pendapati (sesudahi menyelidiki,i 

mempelajari,i dani sebagainya).
15

i Tinjauani dapati diartikani sebagaii kegiatani 

pengumpulani data,i pengolahan,i dani analisai sebagaii sistematis.i Tinjauani 

adalahi kegiatani merangkumi sejumlahi datai besari yangi masihi mentahi kemudiani 

mengelompokani ataui memisahkani komponen-komponeni sertai bagian-bagiani 

yangi relevani untuki kemudiani mengkaitkani datai yangi dihimpuni untuki 

menjawabi permasalahan.i Tinjauani merupakani usahai untuki menggambarkani 

pola-polai secarai konsisteni dalami datai sehinggai hasili analisisi dapati dipelajarii 

dani diterjemahkani dani memilikii arti.
16

i Menuruti kamusi hukum,i katai “yuridis”i 

berasali darii katai “yuridisch”i yangi berartii menuruti hukumi ataui darii segii 

                                                           
15

i Departemeni Pendidikani Nasional,i Kamusi Besari Bahasai Indonesia,i Jakarta:i Pusati Bahasai 

(Edisii Keempat),i Gramediai Pustakai Utama,i 2012,i hlm.i 1470. 
16

i Surayin,i Analisisi Kamusi Umumi Bahasai Indonesia,i Bandung,i Yramai Widya,i 2005,i Hal.i 10 
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hukum.
17

i Yuridisi diartikani sebagaii menuruti hukumi ataui yangi ditetapkani olehi 

undang-undangi Yuridisi adalahi semuai hali yangi mempunyaii artii hukumi yangi 

diakuii sahi olehi pemerintah.i Aturani inii bersifati bakui dani mengikati semuai 

orangi dii wilayahi dimanai hukumi tersebuti berlaku,i sehinggai jikai adai orangi 

yangi melanggari hukumi tersebuti bisai dikenaii hukuman.i Yuridisi merupakani 

suatui kaidahi yangi dianggapi hukumi ataui dimatai hukumi dibenarkani 

keberlakuannya,i baiki yangi berupai peraturan-peraturan,i kebiasaan,i etikai 

bahkani morali yangi menjadii dasari penilaiannya.i Berdasarkani pengertiani 

tinjauani dani yuridisi dapati penulisi simpulkani bahwai tinjauani yuridisi berartii 

mempelajarii dengani cermat,i memeriksai (untuki memahami),i suatui pandangani 

ataui pendapati darii segii hukum.i Pengertiani tinjauani yuridisi menuruti hukumi 

pidanai adalahi dapati disamakani dengani mengkajii hukumi pidanai materili yangi 

artinyai kegiatani pemeriksaani yangi telitii terhadapi semuai ketentuani dani 

peraturani i yangi menunjukkani tentangi tindakantindakani manai yangi dapati 

dihukum,i Tinjauani yuridisi dapati diartikani sebagaii kegiatani pemeriksaani yangi 

teliti,i pengumpulani datai ataui penyelidikani yangi dilakukani secarai sistematisi 

dani objektifi terhadapi sesuatui menuruti ataui berdasarkani hukumi dani undang-

undang. 

2. Penegakani Hukumi  

Penegakani hukumi ditujukani gunai meningkatkani ketertibani dani kepastiani 

hukumi dalami masyarakat.i Hali inii dilakukani antarai laini dengani menertibkani 

fungsi,i tugasi dani wewenangi lembaga-lembagai yangi bertugasi menegakkani 

                                                           
17

i Marwani &i lJimmy,i Kamusi Hukum,i Surabaya:i Realityi Publisher,i 2009,i hlm.i 651. 
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hukumi menuruti proporsii ruangi lingkupi masing-masing,i sertai didasarkani atasi 

sistemi kerjasamai yangi baiki dani mendukungi tujuani yangi hendaki dicapai.i 

Tingkati perkembangani masyarakati tempati hukumi diberlakukani 

mempengaruhii polai penegakani hukum,i karenai dalami masyarakati moderni 

yangi bersifati rasionali dani memilikii tingkati spesialisasii dani differensiasii yangi 

tinggii penggorganisasiani penegaki hukumnyai jugai semakini kompleksi dani 

sangati birokratis.
18

 

Penegakani hukumi merupakani suatui usahai untuki mewujudkani ide-idei 

keadilan,i kepastiani hukumi dani kemanfaatani sosiali menjadii kenyataan.i Jadii 

penegakani hukumi padai hakikatnyai adalahi prosesi perwujudani ide-ide.i Penegakani 

hukumi adalahi prosesi dilakukannyai upayai tegaknyai ataui berfungsinyai norma-

normai hukumi secarai nyatai sebagaii pedomani pelakui dalami lalui lintasi ataui 

hubungan-hubungani hukumi dalami kehidupani bermasyarakati dani bernegara.i 

Penegakani hukumi merupakani usahai untuki mewujudkani ide-idei dani 

konsepkonsepi hukumi yangi diharapakani rakyati menjadii kenyataan.i Penegakani 

hukumi merupakani suatui prosesi yangi melibatkani banyaki hal.
19

i Menuruti Soerjonoi 

Soekanto,i penegakani hukumi adalahi kegiatani menyerasikani hubungani nilai-nilaii 

yangi terjabarkani didalami kaidah-kaidah/pandangani nilaii yangi mantapi dani 

mengejewantahi dani sikapi tindaki sebagaii rangkaiani penjabarani nilaii tahapi akhiri 

untuki menciptakan,i memeliharai dani mempertahankani kedamaiani pergaulani 

hidup.i Penegakani hukumi secarai konkreti adalahi berlakunyai hukumi positifi dalami 

praktiki sebagaimanai seharusnyai patuti dipatuhi.i Olehi karenai itu,i memberikani 

                                                           
18

i Sanyoto,“Penegakani Hukumi dii Indonesia”,i (Fakultasi Hukumi Universitasi Jenderali Soedirmani 

Purwokertoi Vol.i 8i No.i 3i Septemberi 2008),i Hal.1. 
19

i Dellyana,i Shant.i 1988,i Konsepi Penegakani Hukum.i Yogyakarta:i Libertyi hali 32 
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keadilani dalami suatui perkarai berartii memutuskani hukumi ini concretoi dalami 

mempertahankani dani menjamini dii taatinyai hukumi materiili dengani menggunakani 

carai procedurali yangi ditetapkani olehi hukumi formal.
20

i Menuruti Satjiptoi Raharjoi 

penegakani hukumi padai hakikatnyai merupakani penegakani ide-idei ataui konsep-

konsepi tentangi keadilani ,i kebenaran,i kemamfaatani sosial,i dani sebagainya.i Jadii 

Penegakani hukumi merupakani usahai untuki mewujudkani idei dani konsep-konsepi 

tadii menjadii kenyataan.i Hakikatnyai penegakani hukumi mewujudkani nilai-nilaii 

ataui kaedah-kaedahi yangi memuati keadilani dani kebenaran,i penegakani hukumi 

bukani hanyai menjadii tugasi darii parai penegaki hukumi yangi sudahi dii kenali secarai 

konvensionali ,i tetapii menjadii tugasi darii setiapi orang.i Meskipuni demikian,i dalami 

kaitannyai dengani hukumi publiki pemerintahlahi yangi bertanggungi jawab. 

3. Korupsii Proyeki E-KTP 

Kasusi korupsii e-KTPi adalahi kasusi korupsii dii Indonesiai terkaiti pengadaani 

Kartui Tandai Penduduki elektroniki i (e-KTP)i untuki tahuni 2011i dani 2012i yangi 

terjadii sejaki 2010-an.i Kasusi inii diawalii dengani berbagaii kejanggalani yangi terjadii 

sejaki prosesi lelangi tenderi proyeki e-KTPi sehinggai membuati berbagaii pihaki 

sepertii Komisii Pengawasi Persaingani Usahai i (KPPU),i Governmenti Watch,i pihaki 

kepolisian,i Konsorsiumi Lintasi Perurii dani Komisii Pemberantasani Korupsii (KPK)i 

menaruhi kecurigaani akani terjadinyai korupsi.i Sejaki itui KPKi melakukani berbagaii 

penyelidikani dani investigasi.i  

Melaluii bukti-buktii yangi ditemukani dani keterangani parai saksi,i KPKi menemukani 

faktai bahwai negarai harusi menanggungi kerugiani sebesari Rpi 2,314i triliun.i Setelahi 

                                                           
20

i Ibidi hlm.i 33. 
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melakukani berbagaii penyelidikani sejaki 2012,i KPKi akhirnyai menetapkani 

sejumlahi orangi sebagaii tersangkai korupsi,i beberapai dii antaranyai pejabati 

Kementeriani Dalami Negerii dani petinggii Dewani Perwakilani DPR.i Merekai adalahi 

Sugiharto,i Irman,i Andii Narogong,i Markusi Nari,i Anangi Sugianai dani Setyai 

Novanto.i Selaini itu,i KPKi jugai menetapkani Miryami S.i Haryanii sebagaii pembuati 

keterangani palsui saati sidangi keempati atasi namai Sugihartoi dani Irmani 

dilaksanakan.i Penetapani tersangkai olehi KPKi dalami kasusi inii pertamai kalii 

dilakukani padai 22i Aprili 2014i atasi namai Sugihartoi sementarai sidangi perdanai atasi 

tersangkai padai kasusi inii digelari padai 9i Mareti 2017.i  

Kendatii perkarai proyeki e-KTPi telahi berjalani selamai beberapai tahun,i kasusi inii 

belumi mencapaii penyelesaian.i Barui duai orang,i yaknii Irmani dani Sugihartoi yangi 

telahi divonisi hukumani penjarai sementarai yangi laini masihi harusi menghadapii 

prosesi hukumi yangi berlaku.i Olehi karenai itu,i parai pihaki berwenangi masihi harusi 

ekstrai kerjai kerasi lagii untuki menutupi bukui atasi perkarai ini.i  

Kasusi korupsii e-KTPi bermulai darii rencanai Kementeriani Dalami Negerii RIi dalami 

pembuatani e-KTP.i Sejaki 2006i Kemendagrii telahi menyiapkani danai sekitari Rpi 6i 

triliuni yangi digunakani untuki proyeki e-KTPi dani programi Nomeri Induki 

Kependudukani (NIK)i nasionali dani danai senilaii Rpi 258i miliari untuki biayai 

pemutakhirani datai kependudukani untuki pembuatani e-KTPi berbasisi NIKi padai 

2010i untuki seluruhi kabupaten/kotai se-Indonesia.i Padai 2011i pengadaani e-KTPi 

ditargetkani untuki 6,7i jutai penduduki sedangkani padai 2012i ditargetkani untuki 

sekitari 200i jutai penduduki Indonesia.i  
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Sebelumi prosesi perekamani e-KTPi dilaksanakan,i Gamawani Fauzii yangi saati itui 

menjabati sebagaii Menterii Dalami Negerii sempati menemuii pimpinani KPKi dii 

Gedungi KPKi padai 24i Januarii 2011.i Dii sanai iai memintai KPKi untuki mengawasii 

proyeki e-KTPi sembarii menjelaskani tentangi langkah-langkahi pelaksanaani proyeki 

e-KTP.i Namuni KPKi bukani satu-satunyai institusii yangi iai datangi.i Sebelumnyai iai 

jugai telahi memintai Badani Pemeriksai Keuangani (BPK)i dani Badani Pengawasi 

Keuangani dani Pembangunani (BPKP)i untuki terlibati dalami pengawasani proyeki 

ini.i Dengani adanyai keterlibatani institusi-institusii tersebuti iai berharapi megaproyeki 

e-KTPi dapati bersihi dani terhindari darii prakteki korupsi.Mi Jasini yangi saati itui 

menjabati sebagaii wakili ketuai KPKi jugai menegaskani bahwai KPKi memantaui 

prosesi proyeki e-KTP.i  

Padai pelaksanaannya,i proyeki e-KTPi dilakukani olehi konsorsiumi yangi terdirii darii 

beberapai perusahaani ataui pihaki terkait.i Untuki memutuskani konsorsiumi manai 

yangi berhaki melakukani proyek,i makai pemerintahi kemudiani melaksanakani lelangi 

tenderi padai 21i Februarii hinggai 15i Meii 2011.i Dii sela-selai prosesi lelang,i Lembagai 

Sosiali Masyarakati (LSM)i bernamai Governmenti Watchi (Gowa)i menilaii bahwai 

terjadii kejanggalani padai prosesi lelang.i Merekai beranggapani bahwai perusahaani 

yangi mengikutii tenderi tidaki sesuaii dengani persyaratani sepertii yangi terangkumi 

dalami PPi 54/2010.i  

Setelahi melaluii serangkaiani proses,i akhirnyai padai 21i Junii 2011i pemerintahi 

mengumumkani konsorsiumi yangi menjadii pemenangi lelang.i Merekai adalahi 

konsorsiumi PNRIi yangi terdirii darii beberapai perusahaan,i yaknii Perumi PNRI,i PTi 

LENi Industri,i PTi Quadai Solution,i PTi Sucofindoi dani PTi Sandipalai Arthai Putra.i 
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Hasili itui diambili berdasarkani surati keputusani Mendagrii Nomor:i 471.13-476i 

tahuni 2011.i Sebagaii tindaki lanjut,i konsorsiumi PNRIi kemudiani melakukani 

penandatanganani kontraki bersamai untuki pengadaani e-KTPi tahuni anggarani 2011-

2012i dengani nilaii pekerjaani sebesari Rpi 5.841.896.144.993.i Kontraki tersebuti 

disepakatii padai 1i Julii 2011.i  

Mulanyai prosesi perekamani e-KTPi ditargetkani akani dilaksanakani secarai serentaki 

padai 1i Agustusi 2011.i Namuni karenai terlambatnyai pengirimani perangkati 

peralatani e-KTP,i makai jadwali perekamani berubahi menjadii 18i Agustusi 2011i 

untuki 197i kabupaten/kotai dii seluruhi Indonesia.
21

 

Belumi sampaii perekamani dilakukani dii berbagaii kabupateni dani kota,i pihaki 

kepolisiani mengabarkani bahwai merekai mencurigaii terjadinyai korupsii padai 

proyeki e-KTP.i Kecurigaani itui berangkati darii laporani konsorsiumi yangi kalahi 

tenderi yangi menyatakani bahwai terjadinyai ketidaksesuaiani proseduri yangi 

dilakukani olehi panitiai saati lelangi tenderi berlangsung.
[3]

i Kecurigaani bahwai 

adanyai prakteki korupsii padai proyeki e-KTPi jugai dirasakani olehi Governmenti 

Watchi (GOWA)i yangi berbuntuti padai laporani kepadai KPKi padai 23i Agustusi 

2011.i Merekai berspekulasii bahwai telahi terjadii upayai pemenangani terhadapi satui 

konsorsiumi perusahaani dalami prosesi lelangi tenderi berdasarkani investigasii yangi 

telahi dilakukani sejaki Mareti hinggai Agustusi 2011.i Darii hasili investigasii tersebuti 

merekai mendapatkani petunjuki berupai dugaani terjadinyai kolusii padai prosesi lelangi 

olehi i Direktorati Jenderali Kependudukani dani Pencatatani Sipili dani menemukani 

                                                           
21Komisii Pemberantasani Korupsi,i “Kasusi Korupsii E-i KTP”,i i 

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kasus_korupsi_e-KTP,i diaksesi padai 3i Mareti 2021.i  

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kasus_korupsi_e-KTP#cite_note-:23-3
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kasus_korupsi_e-KTP
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faktai bahwai telahi terjadii 11i penyimpangan,i pelanggarani dani kejanggalani 

kasatmatai dalami pengadaani lelang.i  

F. Metode Penelitian 

Untuki memperolehi datai yangi relevani penulisi memperlukani suatui metodei 

yangi digunakani dalami penelitiani yaitui sebagaii berikut: 

 

1. Metodei Pendekatani  

“Penelitiani hukumi dengani pendekatani doktrinali yangi bersifati normatif,i ataui 

penelitiani hukumi yuridisi normatifi ataui penelitiani hukumi normatifi padai dasarnyai 

merupakani suatui kegiatani yangi akani mengkajii aspek-aspeki (untuki menyelesaikani 

masalah-masalahi yangi adai dii dalami )i internali darii hukumi positif”.i “Hali inii 

dilakukani sebagaii konsekuensii darii adanyai pandangani bahwai hukumi merupakani 

sebuahi lembagai yangi otonomi yangi tidaki mempunyaii hubungani apapuni dengani 

lembaga-lembagai sosiali lainnya.i Olehi karenai itui hukumi sebagaii suatui sistem,i 

mempunyaii kemampuani untuki hidup,i tumbuhi dani berkembangi dii dalami 

sistemnyai sendiri.i Sehingga,i apabilai memangi suatui penelitian,i diakuii sebagaii 

salahi satui carai (yangi secarai ilmiah)i untuki menyelesaikani masalah-masalahi yangi 

ada,i makai yangi dipandangi sebagaii masalahi dalami penelitiani dengani pendekatani 

ini,i hanyai terbatasi padai masalah-masalahi yangi adai dii dalami sistemi hukumi itui 

sendiri”.i Olehi karenai itui masalahnyai haruslahi dicarii dii dalami (aspeki internal)i 

hukumi positifi itui sendiri.i Hukumi adalahi suatui lembagai yangi otonomi dani sterili 

darii hubungani pengaruhi mempengaruhii dengani lembaga-lembagai sosiali lainnya.i 
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Metodei penelitiani hukumi normatifi diartikani sebagaii “sebuahi metodei penelitiani 

atasi aturan-aturani perundangani baiki ditinjaui darii suduti hirarkii peraturani 

perundang-undangani (vertikal),i maupuni hubungani harmonii perundang-undangani 

(horizontal)”.
22

 Metodei penelitiani hukumi normatifi menggunakani metodei 

pendekatani yuridisi normatif.i Pendekatani yuridisi normatifi adalahi “suatui 

pendekatani yangi mengacui padai hukumi dani peraturani perundang-undangani yangi 

berlaku”.
23

Berdasarkani doktrini yangi ada,i makai dapati disimpulkani bahwai yangi 

dimaksudi dengani penelitiani hukumi normatifi adalahi salahi satui jenisi metodologii 

penelitiani hukumi yangi mendasarkani analisisnyai padai peraturani perundang-

undangani yangi berlakui dani relevani dengani permasalahani hukumi yangi menjadii 

fokusi penelitian. 

2. Spesifikasii Penelitiani  

Spesifikasii penelitiani yangi digunakani adalahi deskriptif-analitis,i yaitui 

dengani menggambarkani peraturani perundang-undangani yangi berlakui dikaitkani 

dengani teori-teorii hukumi dani prakteki pelaksanaani hukumi positifi yangi berkaitani 

dengani permasalahan.
24

 

Penelitiani deskriptifi analitisi sesuaii dengani penelitiani yangi dilakukani olehi 

penulis,i karenai dalami penelitiani inii penulisi berusahai menguraikani kenyataan-

kenyataani yangi adai ataui faktai yangi adai dani mendeskripsikani sebuahi masalahi 

yangi terdapati padai penegakani hukumi korupsii proyeki E-KTP. 

                                                           
22

i Peteri Mahmudi Marzuki,i (2008),i Pengantari Ilmui Hukum,i Jakarta:i Kencana,i Hlm.i 23. 
23

i Bambangi Sunggono,i (2003),i Metodologii Penelitiani Hukum,i Jakarta,i PTi Raja,i hlm.i 32 
24

i Ronnyi Haniatjoi Soemitro,i Metodei Penelitiani Hukumi dani Jurumetri,i (Jakarta:i PTi Ghaliai 

Indonesia,i 1990),i hlm.i 97-98 
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3. Jenisi dani Sumberi Data 

Datai yangi digunakani dalami penelitiani inii terdirii darii datai primeri dani datai 

sekunder,i yaitui sebagaii berikut: 

 

1. Bahani Hukumi Primer 

Bahani Hukumi Primeri adalahi bahan-bahani hukumi yangi mengikati sepertii 

Undang-Undangi Dasari 1945,i Undang-Undang,i Lirteratur-literatur,i jurnali hukum,i 

dokumen-dokumeni resmii dani laini sebagainya.i Proposali skripsii inii nantinyai 

penulisi akani memakaii beberapai bahani hukumi primer,i yakni: 

a) Undangi Undangi Dasari 1945; 

b) Undangi Undangi Republiki Indonesiai Nomeri 20i Tahuni 2001i Tentangi 

Perubahani Atasi Undangi Undangi Nomeri 31i Tahuni 1991i Tentangi 

Pemberantasani Tindaki Pidanai Korupsi; 

c) UUi Nomeri 28i tahuni 1999i tentangi Penyelenggaraani Negarai yangi Bersihi dani 

Bebasi KKN; 

d) UUi Noi 30i tahuni 2002i tentangi Komisii Pemberantasani Tindaki Pidanai Korupsi; 

e) UUi No.i 3i tahuni 1971i Tentangi Pemberantasani Tindaki Pidanai Korupsi; 

2. Bahani Hukumi Sekunder 
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Bahani hukumi sekunderi merupakani bahan-bahani yangi erati kaitannyai 

dengani bahani hukumi primeri dani dapati membantui prosesi penelitian.
25

i Bahani 

hukumi sekunderi yaitui bahan-bahani yangi memberikani penjelasani mengenaii 

hukumi primer,i sepertii rancangani undang-undang,i hasil-hasili penelitian,i hasili 

karyai darii kalangani hukum,i dani pendapati parai sarjanai hukum. 

Dalami penelitiani ini,i bahan-bahani hukumi sekunderi diperolehi darii buku-buku,i 

jurnal,i artikel,i beberapai referensii dani pendapati parai sarjanai hukumi yangi 

berkaitani dengani obyeki penelitian. 

3. Bahani Hukumi Tersieri  

Bahani hukumi tersieri yaitui i bahani hukumi yangi merupakani pelengkapi yangi 

sifatnyai memberikani petunjuki ataui penjelasani tambahani terhadapi bahani hukumi 

primeri dani sekunder.i Bahani hukumi tersieri yangi terdapati dalami penelitiani inii 

misalnyai kamusi hukum,i kamusi besari bahasai Indonesiai sertai saranai saranai 

pendukungi lainnya. 

4. Metodei Pengumpulani Data 

Metodei pengumpulani datai adalahi tekniki ataui carai yangi dilakukani olehi 

penelitii untuki mengumpulkani data.i Pengumpulani datai dilakukani untuki 

memperolehi informasii yangi dibutuhkani dalami rangkai mencapaii tujuani penelitian 

Berikuti metodei pengumpulani datai yangi digunakani sebagaii berikut; 

a) Studii Pustakai  

                                                           
25

i Muktii Fajari NDi dani Yuliantoi Achmad,i 2015,i Dualismei Penelitiani Hukumi Normatifi &i 

Empiris,i Pustakai Pelajar,i Yogyakarta,i hlm.i 318. 
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Studii pustakai adalahi serangkaiani kegiatani yangi berkaitani dengani metodei 

pengumpulani datai pustaka,i membaca,i mencatat,i sertai mengolahi bahani 

penelitian. Studii pustakai mengandalkani bahani penelitiani darii perpustakaan,i 

sepertii buku,i jurnal,i ensiklopedi,i ataupuni majalahi sebagaii sumberi data. 

b) Dokumentasii  

Dokumentasii adalahi suatui carai yangi digunakani untuki memperolehi 

datai dani informasii dalami bentuki buku,i arsip,i dokumen,i tulisani angka,i dani 

gambari yangi berupai laporani sertai keterangani i yangi dapati mendukungi 

penelitian.i i Dengani dokumentasi,i penelitii dapati menggunakani sumber-sumberi 

yangi telahi adai untuki mendukungi hipotesisi mereka,i dani jugai untuki 

mendapatkani pemahamani yangi lebihi mendalami tentangi subjeki penelitiani 

tanpai perlui melakukani pengumpulani datai secarai langsungi melaluii metodei 

observasii ataui wawancara. 

5. Metodei Analisisi Data 

Padai penelitiani hukumi normatif,i pengolahani datai dilakukani dengani carai 

sistematikai terhadapi bahan-bahani hukumi tertulis.i Sistematisasii berartii membuati 

klasifikasii terhadapi bahan-bahani hukumi tertulisi tersebuti untuki memudahkani 

pekerjaani analisisi dani konstruksi.i Kegiatani yangi dilakukani dalami analisisi datai 

penelitiani hukumi normatifi yaknii melaluii datai yangi diperolehi kemudiani dianalisisi 

secarai deskriptifi kualitatifi yaitui analisai yangi mengacui padai normai hukumi yangi 

terdapati dalami peraturani perundang-undangani dani putusani pengadilani sertai 

norma-normai yangi hidupi dani berkembangi dalami masyarakat. 
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G. Sistematika Penulisan  

Sistematikai padai penulisani hukumi terbagii menjadii 4i (empat)i yaitu: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Padai Babi Ii (satu)i inii merupakani awalani pengantari untuki memasukii babi 

selanjutnya.i Padai Babi Ii (satu)i inii berisii tentangi latari belakangi kenapai 

penulisi mengangkati juduli sebagaii penulisani karyai ilmiah,i selaini itui padai 

Babi Ii (satu)i terdapati rumusani masalahi yangi akani dibahasi padai babi 

berikutnya,i tujuani dani manfaati penulisani penulisi membuati penulisani 

karyai ilmiah,i kegunaani penelitian,i metodei penelitian,i dani sistematikai 

penulisan.i  

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Babi inii membahasi tentangi tinjauani yuridisi terhadapi penegakani hukumi 

korupsii proyeki E-KTPi yangi membahasi mengenai:i pengertiani tinjauani 

yuridis,i penegakani hukumi terhadapi tindaki pidanai korupsi,i korupsii proyeki 

E-KTP,i penegakani hukumi terhadapi pelakui korupsii proyeki E-KTP,i faktori 

penghambati dalami penegakani hukumi korupsii proyeki E-KTP,i dampaki 

kerugiani dani kerusakani negarai darii berbagaii bidangi yangi ditimbulkani 

akibati darii korupsii sertai kerugiani masyarakat,i tinjauani yuridisi terhadapi 

penegakani hukumi tindaki pidanai korupsii dalami peraturani peundangi 

undangani dii Indonesia. 

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 



25 
 

Babi inii menjawabi dani menjelaskani rumusani masalahi yangi diangkati olehi 

penulisi mengenaii Tinjauani Yuridisi Terhadapi Penegakani Hukumi Korupsii 

Proyeki E-KTP.i Memberikani solusii yangi terbaiki dani memberikani sarani 

sarani dani pemikirani penulisi yangi berkaitani darii ini. 

BAB IV: PENUTUP 

Dalami babi terakhiri ini,i penulisi akani mnguraikani mengenaii kesimpulani 

darii hasili yangi sudahi dilakukani penulisi dani memberikani saran-sarani dani 

pemikirani penulisi yangi berkaitani dengani ini. 

 

 

  



26 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tentang Korupsi 

1. Pengertian Korupsi  

Korupsii sesungguhnyai sudahi lamai adai terutamai sejaki manusiai 

pertamai kalii menganuti tatai kelolai Administrasi.i Padai kebanyakani kasusi 

korupsii yangi tidaki lepasi darii kekuasaan,i berokrasi,i ataupuni pemerintahan.i 

Korupsii jugai seringi dikaitkani pemaknaannyai dengani Politik.i Sekalipuni 

sudahi dikategorikani sebagaii tindakani yangi melanggari Hukum,i pengertiani 

korupsii dipisahkani darii bentuki pelanggarani hukumi lainnya.i Selaini 

mengkaitkani korupsii dengani politik,i korupsii jugai dikaitkani dengani sociali 

perekonomian,i kebijakani publik,i kebijakani Internasional,i kesejahteraani 

sociali dani Pembangunani Nasional.i Dasari ataui keadaani untuki 

memberantasi dani menanggulangii korupsii adalahi memahamii pengertiani 

korupsii itui sendiri.
26

i Korupsii berasali darii Bahasai latini yaitui Corruptusi dani 

Corruption,i artinyai buruk,i bejad,i menyimpangi darii kesucian,i perkataani 

menghina,i ataui memfitnah.i Dalami Blacki Lawi Dictionaryi dii moduli Tindaki 

Pidanai Korupsii KPK,i Korupsii adalahi suatui perbuatani yangi dilakukani 

dengani sebuahi maksudi untuki mendapatkani beberapai keuntungani yangi 

bertentangani dengani tugasi resmii dani kebenarankebenarani lainnyai 

"sesuatui perbuatani darii suatui yangi resmii ataui kepercayaani seseorangi yangi 

                                                           
26

i Mudemari A.i Rasyidi,i Korupsii Adalahi Suatui Perbuatani Tindaki Pidanai Yangi Merugikani 

Negarai Dani Rakyati Sertai Melanggari Ajarani Agama,i Hal.i 37. 
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manai dengani melanggari hukumi dani penuhi kesalahani memakaii sejumlahi 

keuntungani untuki dirinyai sendirii ataui orangi laini yangi bertentangani 

dengani tugasi dani kebenarankebenarani lainnya.
27

 

Padai bagiani inii dibahasi mengenaii pengertiani korupsii berdasarkani 

definisi-definisii umumi dani pendapati parai pakar:
28

 

1. Nurdjanai (1990) 

Korupsii adalahi istilahi yangi berasali darii bahasai Yunanii yaitui "corruptio",i 

yangi berartii perbuatani yangi tidaki baik,i buruk,i curang,i dapati disuap,i tidaki 

bermoral,i menyimpangi darii kesucian,i melanggari norma-normai agamai 

material,i mentali dani hukum.
29

 

2. Juniadii Suwartojoi (1997) 

Korupsii adalahi tingkahi lakui ataui tindakani seseorangi ataui lebihi yangi 

melanggari norma-normai yangi berlakui dengani menggunakani dan/ataui 

menyalahgunakani kekuasaani ataui kesempatani melaluii prosesi pengadaan,i 

penetapani pungutani penerimaani ataui pemberiani fasilitasi ataui jasai lainnyai 

yangi dilakukani padai kegiatani penerimaani dan/ataui pengeluarani uangi ataui 

kekayaan,i penyimpanani uangi ataui kekayaani sertai dalami perizinani 

dan/ataui jasai lainnyai dengani tujuani keuntungani pribadii ataui golongannyai 

                                                           
27https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-

pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html 
28

i Rhezai Adityai Gradianto,i Pengertiani Korupsii Menuruti Parai Ahli,i Ketahuii Penyebabnya,i 

https://www.bola.com/ragam/read/504818pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-ketahui-

penyebabnya?page=4,i Diaksesi padai 23i Agui 2022,i 08:40i WIB. 
29

i Ahmad,i 2024,i Ekonomii Pembangunan,i Berkahi Aksarai Ciptai Karya,i Kotai Tangerangi Selatani 

Provisii Banten,i Indonesia,i Hlm.i 223.i  

https://www.bola.com/me/112072885131478286758
https://www.bola.com/ragam/read/504818pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-ketahui-penyebabnya?page=4
https://www.bola.com/ragam/read/504818pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-ketahui-penyebabnya?page=4
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sehingi langsungi ataui tidaki langsungi merugikani kepentingani dan/ataui 

keuangani negara/masyarakat.
30

 

3. Haryatmoko 

Korupsii adalahi suatui upayai dalami memanfaatkani kemampuani campuri 

tangani atasi posisinyai untuki menyelewengkani informasii keputusan,i 

pengaruh,i uang,i ataui kekayaani untuki kebutuhani ataui kegunaani pribadi.
31

 

4. Mubyarto 

Korupsii adalahi suatui masalahi politiki lebihi daripadai ekonomii yangi 

menyentuhi keabsahani ataui legitimasii pemerintahi dii matai generasii muda,i 

kaumi elitei terdidik,i dani parai pegawaii padai umumnya.i Akibati yangi akani 

ditimbulkani darii korupsii inii yaknii berkurangnyai dukungani padai 

pemerintahi darii kelompoki elitei dii tingkati provinsii dani kabupaten.
32

 

5. Syedi Husseini Alatas. 

Korupsii adalahi subordinasii kepentingani umumi dii bawahi kepentingani 

pribadii yangi mencakupi pelanggarani norma,i tugas,i dani kesejahteraani 

                                                           
30

i Fiai Malikai Sabrina,i “Cegahi Korupsi,i Terapkani Nilaii Kementeriani Keuangani :i Integritas”,i 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta1/baca-artikel/14475/Cegah-Korupsi-Terapkan-

Nilai-Kementerian-Keuangan-Integritas.html,i diaksesi padai Kamis,i 09i Desemberi 2021. 
31

i Madei Agusi Mahendrai Iswara.i Eti al.,i 2023,i Penyelesaiani Tindaki Pidanai Korupsii Dengani 

Kerugiani Kecili (Pettyi Corruption)i Berdasarkani Analisai Ekonomii Dalami Hukumi (Economici 

Analysisi Ofi Law),i CV.i Adanui Abimata,i Indramayui Jawai Barat,i hlm.i 3.i  
32R.i Totoi Sugiarto,i 2016,i Pndidikani Antii Korupsi,i Mediai Makalangan,i Bandung,i Jawai Barat,i 

hlm.i 4. 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta1/baca-artikel/14475/Cegah-Korupsi-Terapkan-Nilai-Kementerian-Keuangan-Integritas.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta1/baca-artikel/14475/Cegah-Korupsi-Terapkan-Nilai-Kementerian-Keuangan-Integritas.html
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umum,i yangi diakukani dengani kerahasiaan,i penghianatan,i penipuan,i dani 

kemasabodohani dengani akibati yangi dideritai olehi rakyat.
33

 

6. Gunnari Myrdal. 

Korupsii adalahi suatui kebijakani ataui tindakani yangi bertentangani dengani 

normai normai ataui hukumi yangi ditetapkani olehi pemerintahi yangi sah,i 

dimanai pejabati publiki mengabili keuntungani pribadii yangi tidaki sahi 

dengani carai carai sepertii penyuapan,i kolusi,i dani nepotisme.
34

 

7. Roberti Klitgaard. 

Korupsii adalahi suatui tingkahi lakui yangi menyimpangi darii tugas-tugasi 

resmii jabatannyai dalami negara,i dii manai untuki memperolehi keuntungani 

statusi ataui uangi yangi menyangkuti dirii pribadii ataui perorangan,i keluargai 

dekat,i kelompoki sendiri,i ataui dengani melanggari aturani pelaksanaani yangi 

menyangkuti tingkahi lakui pribadi.
35

 

2. Faktor Faktor yang Mendorong Terjadinya Korupsi dan Beberapa 

Jenis Korupsi 

Korupsii semakini menambahi kesenjangani akibati memburuknyai 

distribusii kekayaan.i Bilai sekarangi kesenjangani kayai dani miskini sudahi 

sedemikiani menganga,i makai korupsii makini melebarkani kesenjangani itui 

karenai uangi terdistribusii secarai tidaki sehati ataui dengani katai laini tidaki 

                                                           
33Elwii Danil,i 2011,i Korupsi:i Konsep,i Tindaki Pidanai Dani Pemberantasannya,i PTi Rajagrafindoi 

Persada,i Kotai Depok,i hlm.i 13.i  
34Khoirunnisai Larasati,i 2024,i PANCASILA:i Dasari Negarai dani Ideologii Bangsa,i CVi Intelektuali 

Manifesi Media,i Kabupateni Bandung,i Bali,i hlm.i 229.i  
35

i Zulkarnaini Hamsoni dani Makkah,i 2021,i Membedahi Anatomii Korupsi,i PT.i Nasyai Expandingi 

Management,i Bojong,i Pekalongan,i Jawai Tengah,i hlm.i 9.i  
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mengikutii kaedahkaedahi ekonomii sebagaimanai mestinya.i Koruptori makini 

kaya,i yangi miskini semakini miskin.i Akibati lainnya,i karenai uangi seolahi mudahi 

dipeoleh,i sikapi konsumtifi menjadii semakini merangsang,i tidaki adai dorongani 

kepadai polai produktif,i akhirnyai timbuli inefisiensii dalami pemanfaatani sumberi 

dayai ekonomii yangi telahi tersedia.i Masalahi korupsii tidaki bisai dianggapi remehi 

karenai banyaki sekalii yangi dirugikani darii beberapai sektori Negarai dani 

pemasukani Negarai itui sendiri.
36

 

Korupsii jugai ditudingi sebagaii penyebabi utamai keterpurukani bangsai 

ini.i Akibati perbuatani korupi yangi dilakukani segelintiri orangi makai kemudiani 

seluruhi bangsai inii harusi menanggungi akibatnya.i Ironisnyai kalaui dului korupsii 

hanyai dilakukani olehi parai pejabati dani hanyai dii tingkati pusat,i sekarangi 

hampiri semuai orangi baiki itui pejabati pusati maupuni daerah,i birokrat,i 

pengusaha,i bahkani rakyati biasai bisai melakukani korupsi.i Hali inii bisai terjadii 

karenai dahului orangi mengganggapi bahwai yangi bisai korupsii hanyai orang-

orangi ordei barui sehinggai mumpungi sekarangi ordei barui runtuhi semuai 

berlomba-lombai untuki „meniru‟i perilakui korupi yangi dilakukani orang-orangi 

Ordei Baru.i Alasani laini yangi hampiri samai sepertii yangi dipaparkani olehi Riekei 

Diyahi Pitalokai dalami tesisnyai bahwai kekerasani yangi dilakukani masyarakati 

sipili bukani sesuatui yangi otonom,i tetapii adai disposisii antarai aktori dani 

kekerasani itui sendiri.i Artinya,i antarai sii penguasai dani pelakui kekerasani itui adai 

timbali balik,i contohnyai adalahi kasusi korupsi.i Jadii adai semacami perpindahani 

kekerasani darii negarai kepadai masyarakat.i Perilakui korupsii yangi dilakukani 

                                                           
36

i Fazari Ramadana.i Ramadhani Rafsanjani,i 2021,i Faktori Pendorongi Tindaki Pidanai Korupsii dii 

Indonesia,i Jurnali Hukum,i Vol.i 6,i No.i 1,i Hal.i 31. 
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olehi hanyai segelintiri pejabati negarai akhirnyai berpindah‟i dilakukani olehi 

masyarakati biasai yangi lebihi berbahayai lagi,i korupsii inii tidaki hanyai dilakukani 

olehi peri individui melainkani jugai dilakukani secarai bersamasamai tanpai rasai 

malu.i Misalnyai korupsii yangi dilakukani seluruhi ataui sebagiani besari anggotai 

DPR/DPRD.i Jadii korupsii dilakukani secarai berjamaah.i Yangi lebihi berbahayai 

lagii sebenarnyai adalahi korupsii sistemiki yangi telahi merambahi kei seluruhi 

lapisani masyarakati dani sistemi kemasyarakatan.i Dalami segalai prosesi 

kemasyarakatan,i korupsii menjadii rutini dani telahi diterimai sebagaii alati untuki 

melakukani transaksii sehari-hari.
37

i Selaini itu,i korupsii padai tahapi inii i sudahi 

mempengaruhii perilakui lembagai dani individui padai semuai tingkati sistemi 

politiki sertai sosio-ekonomi.i Bahkan,i padai tingkati korupsii sistemiki sepertii ini,i 

kejujurani menjadii irrasionali untuki dilakukan. 

Jikai kenyataannyai sudahi sedemikiani parah,i makai tidaki adai upayai laini 

yangi harusi dilakukani kecualii mengerahkani segalai kemampuani dani segenapi 

energii bangsai inii untuki bersama-samai bahui membahui memberantasi penyakiti 

yangi sudahi sangati kronisi ini.i sudahi saatnyai bangsai inii mengibarkani benderai 

perangi terhadapi tindaki korupsii ini.i Korupsii bisai terjadii karenai faktor-faktori 

sebagaii berikut:
38

 

1. Ketiadaani ataui kelemahani kepemimpinani dalami posisi-posisii kuncii 

yangi mampui memberikani ilhami dani mempengaruhii tingkahi lakui yangi 

menjinakkani korupsi.i  

                                                           
37

i Ratui Widai Widyaningsihi Suhandi.i Eti al.,i 2023,i Sikapi Antii Korupsii Bagii Caloni Legislatifi 

Dalami Rangkai Penanggulangani Tindaki Pidanai Korupsii Dii Indonesiai Sebagaii Wujudi Belai 

Negara,i Jurnali Duniai Ilmui Hukumi dani Politiki Vol.1,i No.4,i Oktoberi 2023,i hlm.i 77.i  
38

i M.i Darini Arifi Mu’allifin,i 2015,i Problematikai dani Pemberantasani Korupsii dii Indonesia,i Jurnali 

Ahkam,i Volumei 3,i Nomori 2,i Novemberi 2015,i hlm.i 317.i  
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2. Kelemahani pengajaran-pengajarani agamai dani etika.i  

3. Kolonialisme.i  

4. Kurangnyai pendidikan.i  

5. Kemiskinan.i  

6. Tiadanyai hukumani yangi keras.i  

7. Kelangkaani lingkungani yangi suburi untuki perilakui antii korupsi.i i  

8. Strukturi pemerintahan.i  

9. Perubahani radikal.i  

10. Keadaani masyarakat.i  

Sedangkani faktori yangi menyebabkani merajalelanyai korupsii dii negerii 

inii menuruti Moh.i Mahfudi MDi adalahi adanyai kenyataani bahwai birokrasii dani 

pejabat-pejabati politiki masihi banyaki didominasii olehi orang-orangi lama.
39

i 

Lebihi lanjuti menurutnyai orang-orangi yangi padai masai Ordei Barui ikuti 

melakukani korupsii masihi banyaki yangi aktifi dii dalami prosesi politiki dani 

pemerintahan.i Upayai hukumi untuki membersihkani orang-orangi korupi itui jugai 

gagali karenai parai penegaki hukumnyai jugai seharusnyai adalahi orang-orangi 

yangi harusi dibersihkan.i Faktori lainnyai adalahi hukumi yangi dibuati tidaki benar-

benari untuki kesejahteraani masyarakat,i tetapii justrui hukumi dijadikani alati 

untuki mengabdii kepadai kekuasaani ataui kepadai orang-i orangi yangi memilikii 

aksesi padai kekuasaani dani parai pemiliki modal.i Sebaliknyai masyarakati kecili 

tidaki bisai merasakani keadilani hukum.i Hukumi menampakkani ketegasannyai 

hanyai terhadapi orang-orangi kecil,i lemah,i dani tidaki punyai akses,i sementarai 

                                                           
39

i Saifuddin,i 2017,i Hadis-hadisi Pemberantasani Korupsi:i Studii Kontekstuali Kasusi Korupsii dii 

Indonesia,i Azi Zarqa’,i Vol.i 9,i No.i 2,i Desemberi 2017,i hlm.i 5.i  
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jikai berhadapani dengani orang-orangi kuat”,i memilikii aksesi kekuasaan,i 

memilikii modal,i hukumi menjadii lunaki dani bersahabat.i Sehinggai seringi 

terdengari ucapan,i seorangi pencurii ayami ditangkap,i disiksai dani akhirnyai 

dihukumi penjarai sementarai parai pejabati korupi yangi berdasii tidaki tersentuhi 

olehi hukumi (untouchable).i Sebenarnyai usaha-usahai pemberantasani korupsii dii 

Indonesiai sudahi banyaki dilakukan,i tetapii hasilnyai kurangi begitui nampak.i 

Walaupuni begitui tidaki bolehi adai katai menyerahi untuki memberantasi penyakiti 

ini.i Berdasarkani ketentuani Pasali 43i UU.i No.i 31i Tahuni 1999i tentangi 

Pemberantasani Tindaki Pidanai Korupsii sebagaimanai telahi diubahi dengani UUi 

Noi 20i Tahuni 2001,i terdapati badani khususi yangi jugai disebuti Komisii 

Pemberantasani Tindaki Pidanai Korupsii (selanjutnyai disebuti KPTPK)i yangi 

memilikii kewenangani melakukani koordinasii dani supervisi,i termasuki 

melakukani penyelidikan,i penyidikan,i dani penuntutan.
40

i Sedangkani mengenaii 

pembentukan,i susunani organisasi,i tatai kerjai dani pertanggungi jawaban,i tugasi 

dani wewenangi sertai keanggotaannyai diaturi dengani Undang-undang.i 

Peraturani inii dituangkani dalami Undang-undangi Nomori 30i Tahuni 2002i 

tentangi Komisii Pemberantasani Tindaki Pidanai Korupsi.i Dengani demikian,i 

Indonesiai mempunyaii banyaki Undang-Undangi yangi berhubungani dengani 

pemberantasani korupsi.i Undang-Undangi itui terusi diubahi dani disempurnakani 

sesuaii dengani perkembangani modusi barui dalami tindaki pidanai korupsi,i 

sehinggai diharapkani tidaki adai lagii jenisi korupsii yangi lepasi darii jerati hukum.i 

Undang-Undangi terakhiri tentangi pemberantasani tindaki pidanai korupsi,i yaitui 

                                                           
40

i Redaksii Sinari Grafika,i 2019,i Amandemeni Undang-Undangi KPKi UUi No.i 19i tahuni 2019,i 

Sinari Grafika,i Jli Areni IIIi No.i 25i Jakartai Timur,i hlm.i 43.i  
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UU,i No.i 20i tahuni 2001,i sekurangnyai memuati 30i jenisi deliki korupsii yangi 

terdirii darii 7i jenisi korupsi,i yaitu:
41

i  

1.i Korupsii yangi terkaiti dengani merugikani keuangani Negara.i  

2.i Korupsii yangi terkaiti dengani suap-menyuap.i  

3.i Korupsii yangi terkaiti dengani penggelapani dalami jabatan.i  

4.i Korupsii yangi terkaiti dengani pemerasan.i  

5.i Korupsii yangi terkaiti dengani perbuatani curang.i  

6.i Korupsii yangi terkaiti dengani benturani kepentingani dalami 

pengadaan.i  

7.i Korupsii yangi terkaiti dengani gratifikasi.i  

Dilihati darii ketujuhi jenisi korupsii ini,i tidaki adai lagii jenisi korupsii yangi 

dapati dilakukani olehi seseorang,i karenai semuanyai sudahi mencakupi semuai 

jenisi perbuatani yangi berhubungani dengani keuangan,i termasuki pencuciani 

uang.i Artinya,i secarai yuridisi formal,i semuai bentuki dani jenisi perbuatani yangi 

dapati merugikani negarai dani masyarakati telahi diakomodiri dalami Undang-

Undang.i Namuni dalami kenyataannya,i kasusi korupsii masihi maraki terjadi,i 

sehinggai perlui dianalisi celah-celahi kelemahani darii Undang-Undangi tersebuti 

yangi masihi menjadii jalani bagii pelakui koruptori untuki melakukani korupsi.i  

Berikuti beberapai pengertiani mengenaii jenisi jenisi korupsi: 

1.i Korupsii yangi terkaiti dengani merugikani keuangani Negarai  

                                                           
41

i Syamsuli Dwii Maarif,i “Bentuk-bentuki Korupsii dani Contohnya“,i https://tirto.id/bentuk-bentuk-

korupsi-dan-contohnya-gPk4,i diaksesi padai 24i Augi 2023i 04:11i WIB,i Diperbaruii 8i Octi 2023i 

15:26i WIB. 

 

https://tirto.id/author/syamsulkontribu
https://tirto.id/bentuk-bentuk-korupsi-dan-contohnya-gPk4
https://tirto.id/bentuk-bentuk-korupsi-dan-contohnya-gPk4


35 
 

Korupsii yangi terkaiti dengani merugikani keuangani negarai yangi 

disalahgunakani untuki kepentingani pribadii ataui kelompok.
42

i Berdampaki padai 

perekonomiani rakyat,i padai hakikatnyai termasuki dalami kategorii pencurian,i 

yaknii mengambili uangi negarai yangi padai hakikatnyai adalahi uangi rakyati 

secarai sembunyi-sembunyi.i  

2.i Korupsii yangi terkaiti dengani suap-menyuap 

Korupsii yangi berhubungani dengai suapi menyuap,i uangi sogoki ataui pelicini 

adalahi uangi yangi diberikani olehi pihaki laini untuki memperlancari tujuani 

tertentu.
43

i Padai hakikatnyai jugai termasuki pencurian.i Seseorangi melakukani 

suapi biasanyai adalahi untuki memperolehi haki yangi sebenarnyai bukani haknya.i 

Misalnyai menyuapi hakimi agari memenangkani perkaranyai dii Pengadilan,i 

sehinggai dengani kemenangannyai itui diai dinyatakani sebagaii pemiliki yangi sahi 

atasi hartai yangi disengketakan.i Ataui misalnyai seseorangi menyuapi seorangi 

pejabati yangi berwenangi agari diai dimasukkani dalami daftari penerimai bantuani 

darii pemerintah,i padahali sebenarnyai diai tidaki berhaki menerimai bantuani 

tersebut. 

 

3. Korupsii yangi terkaiti dengani penggelapani dalam i jabatani  

Penggelapani padai hakikatnyai termasuki jenisi darii pencurian,i misalnyai 

menggelapkani inventarisi negara,i sepertii misalnyai mobili dinasi dijual,i tapii 36i 

dikatakani mobili tersebuti hilangi dicurii orang,i ataui tidaki mencatati inventarisi 
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negara,i sehinggai bendai tersebuti menjadii miliki pribadi,i ataui menjuali 

inventarisi negarai karenai jabatannyai diai berhaki memulihkani inventarisi negara,i 

padahali barangi tersebuti masihi layaki pakai,i dani dijuali murahi kepadai 

keluarganyai ataui kroninya.i Semuai jenisi contohi penggelapani inii jelasi 

tujuannyai adalahi memilikii hartai ataui inventarisi negara,i dani memperkayai dirii 

sendirii ataui kroninya.
44

 

4.i Korupsii yangi terkaiti dengani pemerasan 

Pemerasani adalahi mengambili hartai orangi laini dengani carai memaksai yangi 

menggunakani kekerasani ataui mengancami seseorangi agari memberikani barangi 

ataui uangi ataui menghapuskani utangi yangi dimintai olehi pihaki yangi melakukani 

pemerasan.
45

i Sebagaii konvensasii darii suatui tindakani yangi “dilakukani dalami 

jabatannya”,i ataui “tidaki dilakukannyai dalami jabatannya”.i Misalnya,i 

seseorangi pencurii yangi ditangkapi polisi,i lalui dimintai sejumlahi uangi olehi 

polisii tersebuti dengani ancamani kalaui tidaki memberikani uangi tersebuti makai 

pencurii tersebuti akani diserahkani kei Pengadilani dani diai akani diprosesi secarai 

hukum.i Jikai memberikani uangi tersebut,i makai diai akani dibebaskan,i ataui 

dijanjikani keringanani hukumani jikai diprosesi secarai hukum.i Akhirnyai sangi 

pencurii secarai terpaksai membayari sejumlahi uangi tersebuti agari perkaranyai 

tidaki dilanjutkani kei Pengadilan. 

5.i Korupsii yangi terkaiti dengani perbuatani curang 
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Korupsii yangi terkaiti dengani perbuatani curangi merupakani perilakui tidaki 

jujuri dani adili dalami melakukani suatui tindakani sehinggai dapati merugikani 

kepentingani orangi laini yangi biasanyai tindakani inii dilakukani demii meraihi 

keuntungani ilegal.i Sebagaii gambarani korupsii jenii perbuatani curangi inii 

adalahi ketikai adai seorangi tenagai kesehatani yangi memberikani obati kepadai 

pasiennyai dii rumahi sakiti tempatnyai bekerjai dengani tidaki sesuaii dosisi obat.i 

Sedangkani sisai dosisi obati tersebuti dipergunakani untuki pasieni padai kliniki 

yangi didirikannyai sendiri.
46

 

6.i Korupsii yangi terkaiti dengani benturani kepentingani dalam i pengadaani i i 

i i  

Benturani kepentingani inii terkaiti dengani jabatani ataui kedudukani seseorangi 

yangi dii satui sisii iai dihadapkani padai peluangi menguntungkani dirinyai sendiri,i 

keluarganya,i ataupuni kroni-kroninya.
47

Misalnyai sebuahi instansii pemerintahi 

memerlukani mobili dinasi baru,i lalui ditunjuki seorangi pejabati sebagaii ketuai timi 

pengadaani barang.i Lalui ketuai timi membuati pengumumani dii mediai massa,i 

agari diperolehi agen-ageni penjuali mobili yangi berkualitasi dani hargai termurahi 

melaluii sistemi lelang.i Ternyatai salahi seorangi ageni penjuali mobili adalahi 

kenalani sangi pejabat,i sehinggai dengani berbagaii skenario,i ageni mobili kenalani 

pejabati itulahi yangi dimenangkani dalami lelang,i dani sangi pejabati mendapati 

konvensasii darii ageni mobili tersebut.i Bisai pulai korupsii inii terjadii karenai sangi 

pejabati tidaki melakukani prosesi lelang,i tapii melaluii prosesi penunjukani 
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langsung,i ataui ageni yangi mengikutii lelangi adalahi ageni fiktif,i sehinggai 

terkesani terjadii lelang,i namuni padai hakikatnyai adalahi penunjukkani langsung.i  

7.i Korupsii yangi terkaiti dengani gratifikasii  

Setiapi pejabati yangi menerimai hadiahi darii seseorangi yangi nilainyai lebihi 

darii sepuluhi jutai rupiah,i wajibi melaporkani hadiahi itui kepadai KPKi palingi 

lambati 30i harii setelahi menerimai hadiahi tersebut.i Apapuni motifi pemberiani 

hadiahi itui dani siapapuni yangi memberikannya,i semuanyai harusi dilaporkan.i 

Jikai tidak,i makai yangi menerimai hadiahi bisai dipidanakan.i Tujuannyai adalahi 

agari dapati diketahuii ataui ditelitii olehi KPKi apai motifi pemberiani hadiahi 

tersebut,i apakahi adai hubungannyai dengani jabatani yangi menerimai hadiahi 

tersebut.
48

 

Masalahi yangi utamai terjadinyai tindaki pidanai korupsii yaitui faktori internali 

dani faktori eksternal.i Yangi dimaksudi dengani faktori internali adalahi yangi 

berasali darii dalami dirii sii pelakui korupsii ataui sudahi mempunyaii niatani untuki 

melakukani korupsi.i Niati inii adai duai macami yaitui karenai kebutuhani dani 

karenai kerakusani ataui sifati tamaki yangi dimilikii olehi pelaku.i Niati karenai 

kebutuhani datangi karenai kondisii ekonomii yangi dialamii olehi pelakui yaitui 

tergolongi lemah,i sehinggai adanyai rasai untuki beri korupsi.i Sedangkani yangi 

memilikii sifati rakusi ataui tamaki ialahi sebenarnyai sii pelakui sudahi kayai ataui 

tergolongi mempunyaii kekuatani ekonomii yangi kuat.i Gayai hidupi yangi 

konsumtifi jugai merupakai faktori internal,i karenai gayai hidupi konsumtifi adai 

hubungannyai dengani pendapatani ataui gaji,i jikai pendapatani yangi diperolehi 
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lebihi kecili darii apai yangi diinginkan,i bukani tidaki mungkini orangi itui akani 

melakukani korupsi.i  

a. Merasai kurangnyai gajii ataui pendapatani parai pegawaii dibandingi 

degani kebutuhani yangi semakini meningkat 

Sebabi seseorangi melakukani tindaki pidanai korupsii yaitui merasai 

kurangnyai gajii yangi merekai terimai darii tempati dimanai merekai bekerjai 

(rakus).i Gajii yangi diterimai tidaklahi sebandingi dengani kebutuhani sehari-

harii yangi dibutuhkani dalami memenuhii kebutuhani hidup.i Makai darii itui 

muncullahi suatui hasrati untuki menggelapkani sejumlahi uangi darii 

perusahaani ataui usahai dagangi tempati mereki bekerja.i Kurangnyai 

pendapatani ataui gajii pegawaii memangi menjadii faktori yangi palingi 

menonjoli dalami artii korupsii sebagaii budayai dii Indonesia.i  

b. Akibati adanyai faktori eksternal 

Adapuni yangi dimaksudi dengani faktori eksternali itui sendirii adalahi adanyai 

kesempatani untuki melakukani korupsi,i setelahi yangi pertamai tadii adalahi 

adanyai niat.i Yangi mempengaruhii adanyai kesempatani itui sendirii yaitui 

karenai lingkungannyai baiki karenai suatui sistemi diai bekerjai ataui bisai jadii 

atasani dani rekan-rekannya.i Contohnyai sistem,i jikai sistemnyai tidaki baiki 

sepertii sistemi pengendaliani internalnyai dani jugai adanyai diskresii yangi 

terlalui berlebihani tanpai adanyai suatui akuntanbilitas,i makai inilahi yangi 
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akani mendorongi orangi untuki melakukani suatui korupsii karenai kesempatani 

yangi didapatkani sangati lebar.
49

i  

c. Faktori atasani ataui bosi  

Faktori tersebuti jugai mempengaruhi,i misalnyai sajai mempunyaii atasani 

yangi tidaki berintegritas,i atasani yangi sukai korupsi,i itui akani menularkani 

bibiti yangi tidaki baiki kepadai anaki buahnya.i Inii adalahi sebuahi penyakiti 

yangi amati serius,i karenai atasani lahi yangi menjadii panutani olehi anaki 

buahnya,i jikai atasannyai sukai melakukani korupsii makai otomatisi akani 

menular.i Awalnyai mungkini hanyai untuki ikut-ikutani sajai tetapii lamai 

kelamaani akani merasai sepertii keenakani untuki melakukani korupsii lalui 

yangi lebihi parahnyai lagii jikai itui dijadikani budayai sii bawahani itui tadi.i 

Lalui faktori rekan-rekani sei pekerjaan,i jikai rekani sei pekerjaani itui 

berintegritasi makai orangi akani enggani untuki melakukani korupsi.i  

d. Penegakani hukum i bagii pelakui tindaki pidanai korupsii kurangi tegas 

Faktori yangi terpentingi yangi selanjutnyai yaitui jikai sanksii hukumi tidaki 

kerasi ataui tidaki tegasi dani tidaki pandangi bului makai orangi akani 

memandangi sebelahi mata.i Dii negerii kitai sendirii masihi banyaki sanksii bagii 

pelakui korupsii yangi tidaki tegasi dani jugai adanyai diskriminasii antarai 

kalangani rakyati kecili dani kalangani rakyati yangi beri uang.i Diskriminasii 

inilahi yangi seharusnyai dibuangi jauh-jauhi agari penegakani hukumi 

khususnyai untuki pelakui korupsii semakini tegasi dani tidaki pilih-pilih.i 

Faktori hukumi dapati jugai terjadii korupsii karenai banyaki pejabati yangi 

                                                           
49

i Fazari Ramadanai dani Ramadhani Rafsanjani,i Januarii 2021,i Faktori Pendorongi Tindaki Pidanai 

Korupsii dii Indonesia,i Jurnali Untag,i ,i Vol.i 6,i No.i 1,i hlm.i 32. 
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tersusuni secarai strukturali yangi mampui menciptakani permainani curang.i 

Banyaki sekalii pejabati yangi memanipulasii aturani dani mengakibatkani 

aturani tersebuti tidaki murnii lagii dani lebihi parahnyai lagii tidaki adai orangi 

ataui masihi sedikiti orangi yangi bolehi untuki mengetahuinya.i  

e. Faktori politiki  

Faktori politiki merupakani suatui faktori yangi didalamnyai terdapati pejabati 

yangi berwenangi yangi dapati dengani seenaknyai untuki melakukani korupsi,i 

dikarenakani merekei mempunyaii kekuasaani untuki melakukani permainani 

yangi dianggapi curangi dani banyaki sekalii orangi yangi tidaki jujuri mengikutii 

permainani tersebut.i Perilakui korupi sepertii penyuapan,i politiki uangi 

merupakani fenomenai yangi seringi terjadi.
50

i Adanyai kompromii darii satui 

pejabati dengani pejabati yangi laini untuki melakukani hali yangi seharusnyai 

tidaki dilakukani dalami duniai poitik.i Memangi dalami politiki inilahi kasusi 

korupsii palingi seringi ditemukani karenai adanyai niati dani kesempatani darii 

seorangi pejabati negara.i  

f. Penyebabi korupsii ialahi karenai erai modernisasii  

Penyebabi modernisasii dapati menyebabkani korupsii yaitu:i Modernisasii 

membawai perubahan-perubahani padai nilaii dasari atasi Masyarakat.i 

Modernisasii membiakkani korupsii dengani menciptakani sumberi sumberi 

barui hartai dani kekuasaan.
51

i Memangi padai erai modernisasii inii telahi 

merubahi darii yangi namanyai ketidaktahuani ataui yangi biasai disebuti kunoi 
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menjadii suatui pengetahuani dani perkembangani kei erai yangi lebihi maju.i 

Salahi satui bentuki nyatai darii perubahani sosiali adalahi modernisasi.i 

Modernisasii adalahi suatui persoalani yangi harusi dihadapii olehi masyarakati 

karenai prosesi tersebuti mencakupi bidangi yangi sangati luas.i Karenai 

kemajuani inilahi yangi menyebabkani banyaknyai orangi yangi melakukani 

korupsi,i didorongi dengani pengetahuani yangi semakini canggihi dani maju,i 

yangi dulunyai tidaki tahui kinii menjadii tahu.i Manusiai semakini tidaki 

terkendalii dengani adanyai modernisasi,i akibatnyai berujungi padai korupsii 

itui sendiri.i Untuki itui perlui adanyai suatui pengawasani manajemeni yangi 

baiki agari tidaki terjadii penyalahgunaani ilmui pengetahuani dani teknologii 

olehi oknumi yangi hendaki melakukani tindakani yangi tidaki sewajarnyai dii 

lakukan.i Tersangkai kasusi korupsi,i seringi menggunakani aparati penegaki 

hukumi sebagaii skemai dalami prosesi menghalang-halangii penegakani 

hukumi tindaki pidanai korupsii dikarenai aparati penegaki hukumi memilikii 

poweri dalami memuluskani perbuatani melawani hukumnya.i Terutamai 

aparati penegaki hukumi yangi memilikii wewenangi dani jabatani yangi tinggi,i 

sehinggai setiapi kebijakani yangi dikeluarkannyai akani dapati mendukungi 

tersangkai kasusi korupsii tersebut.
52

i Parai oknumi tersebuti biasanyai 

memanfaatkani suatui keadaani tertentu,i dimanai padai keadaani tersebuti 

sedikiti menguntungkani untuki dirinya.i Makai darii itu,i sebisai mungkini 

untuki menutupi sekecili mungkini celahi untuki melakukani korupsii tersebut.i 

Terkadangi banyaki oknumi yangi nekati dani tanpai berpikiri panjangi untuki 
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melakukannyai meskipuni diai sudahi taui apai resikoi dani konsekuensii yangi 

akani diterima.i  

4. Dampak Kerugian dan Kerusakan Negara Dari Berbagai Bidang yang 

Ditimbulkan Akibat Dari Korupsi Serta Kerugian Masyarakat 

Korupsii mempunyaii dampaki negatifi yangi luasi padai banyaki aspeki 

kehidupani nasionali dani internasional,i terutamai perekonomian,i yangi 

pentingi bagii kesejahteraani masyarakat.i Korupsii menghambati 

pembangunani ekonomii dii sektori publiki dani meningkatkani biayai dii sektori 

swasta,i baiki melaluii pembayarani yangi tidaki sahi ataui risikoi kontraki tidaki 

terpenuhi.
53

i Berikuti beberapai dampaki negatifi korupsii darii berbagaii 

bidang: 

1. Dampaki Ekonomii  

Menuruti Mauroi mengemukakani bahwai korupsii mempunyaii 

korelasii negatifi dengani kemajuani ekonomii (peningkatani investasi,i 

pertumbuhani ekonomi,i pendapatani dani pengeluarani pemerintahi untuki 

programi pembangunani sosiali dani kesejahteraani masyarakat).i Hubungani 

negatifi secarai langsungi antarai korupsii dani perekonomiani inii dapati dilihati 

sebagaii pemicui bagii pemerintahi dani masyarakati padai umumnyai untuki 

berupayai kerasi menanggulangii korupsii baiki secarai preventif,i represif,i 

maupuni kuratif.i Korupsii mengakibatkani terjadinyai ketidakefisienani 

pembangunan,i meningkatnyai biayai barangi dani jasa,i sertai melonjaknyai 
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utangi negara.i Ketidakefisienani pembangunani terjadii apabilai pemerintahi 

mengeluarkani banyaki kebijakani pembangunan,i namuni selalui disertaii 

dengani maraknyai prakteki korupsi.i Menuruti Rachmawatii berbagaii macami 

permasalahani ekonomii laini akani munculi secarai alamiahi apabilai korupsii 

sudahi merajalelai dani berikuti inii merupakani hasili darii dampaki ekonomii 

yangi akani terjadii adalahi sebagaii berikut.i Pertama,i lemahnyai pertumbuhani 

ekonomii dani investasi.i Korupsii bertanggungi jawabi terhadapi lemahnyai 

pertumbuhani ekonomii dani investasii dalami negeri.i Dalami sektori privat,i 

korupsii meningkatkani ongkosi niagai karenai kerugiani darii pembayarani 

illegal,i ongkosi manajemeni dalami negosiasii dengani pejabati korup,i dani 

resikoi pembatalani perjanjiani ataui karenai penyelidikan.i Penanamani modali 

yangi dilakukani olehi pihaki dalami negerii (PMDN)i dani asingi (PMA)i yangi 

semestinyai bisai digunakani untuki pembangunani negarai menjadii suliti 

sekalii terlaksana,i karenai permasalahani kepercayaani dani kepastiani hukumi 

dalami melakukani investasi,i selaini masalahi stabilitas.i Kondisii negarai yangi 

korupi akani membuati pengusahai multinasionali meninggalkannya,i karenai 

investasii dii negarai yangi korupi akani merugikani dirinyai karenai memilikii 

“biayai siluman”i yangi tinggi.i Berbagaii organisasii ekonomii dani pengusahai 

asingi dii seluruhi duniai menyadarii bahwai suburnyai korupsii dii suatui negarai 

adalahi ancamani seriusi bagii investasii yangi ditanam.i Kedua,i penurunani 

produktifitas.i Dengani semakini lemahnyai pertumbuhani ekonomii dani 

investasi,i makai tidaki dapati dibantahi lagi,i bahwai produktivitasi akani 

semakini menurun.i Hali inii terjadii seiringi dengani terhambatnyai sektori 
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industrii dani produksii untuki bisai berkembangi lebihi baiki ataui melakukani 

pengembangani kapasitas.i Programi peningkatani produksii dengani berbagaii 

upayai sepertii pendiriani pabrik-pabriki dani usahai produktifi barui ataui usahai 

untuki memperbesari kapasitasi produksii untuki usahai yangi sudahi adai 

menjadii terkendalai dengani tidaki adanyai investasi.i Penurunani 

produktivitasi inii jugai akani menyebabkani permasalahani yangi lain,i sepertii 

tingginyai angkai PHKi dani meningkatkani angkai pengangguran.i Ujungi darii 

penurunani produktivitasi inii adalahi kemiskinani masyarakat.i Ketiga,i 

rendahnyai kualitasi barangi dani jasa.i Korupsii menimbulkani berbagii 

kekacauani didalami sektori publiki dengani mengalihkani investasii publiki kei 

proyek-proyeki laini yangi manai sogokani dani upahi tersediai lebihi banyak.i 

Pejabati birokrasii yangi korupi akani menambahi kompleksitasi proyeki 

tersebuti untuki menyembunyikani berbagaii prakteki korupsii yangi terjadi.i 

Padai akhirnyai korupsii berakibati menurunkani kualitasi barangi dani jasai bagii 

publiki dengani carai mengurangii pemenuhani syarat-syarati keamanani 

bangunan,i syarat-syarati materiali dani produksi,i syarat-syarati kesehatan,i 

lingkungani hidup,i ataui aturan-aturani lain.i Korupsii jugai mengurangii 

kualitasi pelayanani pemerintahi dani infrastrukturi dani menambahkani 

tekanantekanani terhadapi anggarani pemerintahi mengemukakani bahwai 

korupsii menimbulkani mis-alokasii sumberi daya.i Korupsii berupai 

penggelapan,i suap,i dani punglii (pungutani liar)
54

i menyebabkani sarana-
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prasaranai berkualitasi rendah.i Suapi dani punglii dalami implementasii 

anggarani pembangunani infrastrukturi menyebabkani pengurangani anggarani 

pembangunani saranai prasarana.i Demikiani pulai penggelapani atasi anggarani 

pembangunani infrastruktur,i menyebabkani anggarani pembangunani 

infrastrukturi berkurang,i mengakibatkani infrastrukturi yangi dibanguni 

berkualitasi rendah.i Rendahnyai kualitasi infrastrukturi dapati mengganggui 

aksesi masyarakati kepadai pusati perekonomiani dani pusati pertumbuhan.i 

Maka,i kualitasi infrastrukturi yangi rendahi dapati berdampaki negatifi 

terhadapi pertumbuhani ekonomii suatui wilayah.i Bahkani Mauroi (1998)i jugai 

mengemukakani bahwai korupsii dapati mengurangii pembelanjaani 

pemerintahi dii sektori pendidikan.i Keempat,i menurunnyai pendapatani 

negarai darii sektori pajak.i Sebagiani besari negarai dii duniai inii mempunyaii 

sistemi pajaki yangi menjadii perangkati pentingi untuki membiayaii 

pengeluarani pemerintahnyai dalami menyediakani barangi dani jasai publik.i 

Pajaki berfungsii sebagaii stabilisasii hargai sehinggai dapati digunakani untuki 

mengendalikani inflasi,i disisii laini pajaki jugai mempunyaii fungsii 

redistribusii pendapatani dimanai pajaki yangi dipunguti olehi negarai 

selanjutnyai akani digunakani untuki pembangunan,i dani pembukaani 

kesempatani kerjai yangi padai akhirnyai akani menyejahterakani masyarakat.i 

Kondisii penurunani pendapatani darii sektori diperparahi dengani kenyataani 

bahwai banyaki sekalii pegawaii dani pejabati pajaki yangi bermaini untuki 

mendapatkani keuntungani pribadii dani memperkayai dirii sendiri.i Kelima,i 

meningkatkani hutangi negara.i Kondisii perekonomiani duniai yangi 
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mengalamii resesii dani hampiri melandai semuai negarai termasuki Amerikai 

Serikati dani negara-negarai Eropai (Sihono,i 2012).i Memaksai negara-negarai 

tersebuti untuki berhutangi untuki mendorongi perekonomiannyai yangi sedangi 

melambati karenai resesii dani menutupi biayai anggarani yangi defisit,i ataui 

untuki membanguni infrastrukturi penting.i Korupsii yangi terjadii dii Indonesiai 

akani meningkatkani hutangi luari negerii yangi semakini besar.i  

2. Dampaki Sosial 

Padai dasarnyai prakteki korupsii menciptakani sebuahi kondisii 

kehidupani ekonomii dengani biayai tinggi.i Hali inii terjadii karenai adanyai 

bebani (highi costi economy)i yangi harusi ditanggungi parai pelakui ekonomii 

akibati korupsi,i inii berimbasi padai mahalnyai hargai kebutuhani pokok,i jasai 

dani pelayanani publik.i Sebabi hargai yangi diterapkani untuki barang-barangi 

kebutuhani pokok,i jasa,i dani pelayanani publik.
55

i Karenai hargai yangi 

diterapkani padai barang-barangi kebutuhani pokok,i jasai dani pelayanani 

publiki harusi dapati menutupii kerugiani yangi dialamii pelakui ekonomii akibati 

perbuatani korupsii dani penyelewengan.i Dalami kaitannyai dengani 

kemiskinan,i korupsii mengakibatkani rakyati miskini semakini suliti 

mendapatkani aksesi ekonomi,i finansial,i kesehatan,i pendidikan,i informasi,i 

hukumi dani lainlain.i Hargai bahani pokoki sepertii gula,i minya,i susu,i dani 

sebagainyai menjadii semakini tinggii saati ini.i Kenaikani hargai inii 

mengakibatkani banyaki bayii dani anak-anaki harusi menderitai kekurangani 
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i Kamilai Majazetai Yusrinai .i eti al.,i 2023,i Budayai Korupsii :i Ketimpangani Sosiali Ekonomii Antari 
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gizii dani tidaki bisai menikmatii pendidikani yangi baik.i Dii sinii korupsii 

menyebabkani rakyati miskini semakini terpinggirkan.i  

3. Dampaki Korupsii dalami Penegakkani Hukumi  

Penegakkani hukumi adalahi suatui pekerjaani yangi membutuhkani 

keseriusani tinggi,i komitmeni dani semangati menegakkani keadilani yangi 

utuh.i Penegaki hukumi akhirnyai bukanlahi seorangi yangi sekedari digerakkani 

olehi pasal-pasali dalami perundang-undangan,i tetapii harusi 

mengkontekstualisasii dani mengobyektifikasii nilai-i nilaii yangi adai dalami 

teksi terhadapi fakta-faktai yangi berkembangi sehinggai keberadaani teksi yangi 

matii tersebuti selarasi dengani semangati konteksi yangi selalui dinamis,i hidupi 

dani tidaki bermaknai tunggal.i Korupsii dapati menimbulkani berbagaii 

dampaki dalami menegakkani hukum,i diantaranyai adalahi sebagaii berikut.i 

Pertama,i menimbulkani fungsii pemerintahani mandul.i Padai dasarnya,i isui 

korupsii lebihi seringi bersifati personal.i Namun,i dalami manifestasinyai yangi 

lebihi luas,i dampaki korupsii tidaki sajai bersifati personal,i melainkani jugai 

dapati mencorengi kredibilitasi organisasii tempati sii koruptori bekerja.i Padai 

tatanani tertentu,i imbasnyai dapati bersifati sosial.i Korupsii yangi berdampaki 

sosiali seringi bersifati samar,i dibandingkani dengani dampaki korupsii 

terhadapi organisasii yangi lebihi nyata.i Selanjutnyai masyarakati cenderungi 

meragukani citrai dani kredibilitasi suatui lembagai yangi didugai terkaiti 

dengani tindaki pidanai korupsi,i hilangnyai kepercayaani publiki terhadapi 
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lembagai hukum.
56

i Dii sisii laini lembagai politiki seringi diperalati untuki 

menopangi terwujudnyai kepentingani pribadii dani kelompok.i Inii 

mengandungi artii bahwai lembagai politiki telahi dikorupsii untuki 

kepentingani yangi sempiti (vestedi interest).i Dampaki korupsii yangi 

menghambati berjalannyai fungsii pemerintahan,i sebagaii pengampui 

kebijakani negara,i dapati terjadii karenai korupsii menghambati negarai 

melakukani pemerataani aksesi dani asseti dani memperlemahi perani 

pemerintahi dalami menjagai stabilitasi ekonomii dani politik.i Olehi karenai itui 

suatui pemerintahani yangi terlandai wabahi korupsii akani mengabaikani 

tuntutani pemerintahani yangi layak.i Hali inii dapati mencapaii titiki yangi 

membuati orangi tersebuti kehilangani sensitivitasnyai dani akhirnyai 

menimbulkani bencanai bagii rakyat.i Kedua,i hilangnyai kepercayaani rakyati 

terhadapi lembagai negara.i Korupsii yangi terjadii padai lembaga-lembagai 

negarai sepertii yangi terjadii dii Indonesiai dani maraki diberitakani dii berbagai.i 

mediai massai mengakibatkani kepercayaani masyarakati terhadapi lembagai 

tersebuti hilang.i Beberapai contohi kasusi yangi menunjukkani betapai 

bobroknyai penegakkani hukumi dii Indonesia,i sepertii kasusi Gayusi 

Tambunani sampaii perangi kepentingani dii Kepolisiani RIi dalami menindaki 

praktiki mafiai hukum.i Seharusnyai suatui sistemi hukumi diciptakani olehi 

otoritasi pemerintahi atasi dasari kepercayaani masyarakat,i dengani harapani 

bahwai melaluii kedaulatani pemerintah,i hak-haki merekai dapati dilindungi.i 

Dengani demikian,i pemerintahi menciptakani keteraturani dalami kehidupani 
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berbangsai sertai bernegara.i Sudahi menjadii tugasi darii lembaga-lembagai 

tersebuti untuki melaksanakannya,i bukani sebaliknya.
57

 

Korupsii bagaikani sel-seli kankeri mematikani yangi apabilai tidaki segerai 

diberantas,i akani menggerogotii sebuahi kehidupani berbangsani dani 

bernegarai darii berbagaii lini.i Dampaki negatifi korupsii terhadapi masyarakati 

dani negarai antarai lain:
58

i  

a. Merusaki Fondasii Ekonomii  

Korupsii memilikii dampaki yangi merusaki padai ekonomii suatui 

negara.i Danai publiki yangi seharusnyai digunakani untuki pembangunani dani 

pelayanani masyarakati seringkalii disalahgunakani untuki kepentingani 

pribadi.i Praktiki korupsii menghambati pertumbuhani ekonomii dani 

menciptakani ketidaksetaraani yangi lebihi besari antarai kelompoki 

masyarakat.i  

b. Melemahkani Sistemi Pendidikani dani Kesehatani  

Anggarani untuki sektori pendidikani dani kesehatani seringi menjadii 

sasarani empuki korupsi.i Kurangnyai danai yangi seharusnyai dialokasikani 

untuki peningkatani mutui pendidikani dani pelayanani kesehatani dapati 

berdampaki langsungi padai kualitasi sumberi dayai manusiai dani tarafi 

kesehatani masyarakat.i  

c. Menghancurkani Keadilani Sosiali  
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Korupsii menciptakani ketidaksetaraani dalami aksesi terhadapi 

layanani publik.i Masyarakati yangi kurangi mampui seringkalii menjadii 

korbani utama,i sementarai elitei koruptori memperolehi fasilitasi dani 

keistimewaani tanpai batas.i Hali inii mengancami prinsip-prinsipi keadilani 

sosiali yangi merupakani landasani negara.i  

d. Menurunkani Kepercayaani Publiki  

Tindakani korupsii yangi merajalelai mengakibatkani penurunani 

kepercayaani masyarakati terhadapi lembagai negara.i Korupsii menciptakani 

citrai negatifi terhadapi pemerintahi dani lembaga-lembagai publik,i menggerusi 

fondasii kepercayaani publiki yangi merupakani aspeki vitali dalami menjagai 

stabilitasi negara.i  

B. Tinjauan Tentang E-KTP  

1. Pengertian E-KTP 

Erai globali dani berbasisi teknologii sekarangi inii tidaki lepasi dengani 

istilah-istilahi barui salahi satunyai adalahi istilahi teknologii industrii 4.0.i 

Technologyi Industryi 4.0i (Teknologii Industrii 4.0)i adalahi treni dii duniai 

industrii yangi menggabungkani teknologii otomatisasii dengani teknologii 

cyber.i Padai treni otomatisasii dani pertukarani datai tersebuti mencakupi sistemi 

cyber-fisik,i Interneti ofi Tthingsi (IoT)i dani laini sebagainya.i Hali inii 

sependapati dengani Angelai Merkeli dalami Prasetyoi dani Sutopoi (2018:19)i 

Industrii 4.0i ataui Teknologii Industrii 4.0i adalahi transformasii komprehensifi 

darii keseluruhani aspeki produksii dii industrii melaluii penggabungani 

teknologii digitali dani internet.i Sedangkani itui Hermanni dkki dalami Prasetyoi 
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dani Sutopoi (2018:19)i berpendapati bahwai Teknologii Industrii 4.0i ataui 

Industrii 4.0i adalahi istilahi untuki menyebutkani sekumpulani teknologii dani 

organisasii berupai smarti factor,i teknologii menggabungkani antarai duniai 

nyatai dengani duniai maya,i Interneti ofi Thingsi (IoT),i aplikasii layanani yangi 

dapati dimanfaatkani olehi setiapi pemangkui kepentingani baiki secarai 

interneti maupuni antari organisasii yangi memonitori prosesi fisiki produksii 

kemudiani menampilkannyai secarai virtuali dani melaluii desentralisasii 

pengambilani keputusan,i salahi satunyai adalahi pemberiani pelayanani dii 

bidangi e-KTP.
59

 

Kartui Tandai Penduduki Elektroniki ataui E-KTPi adalahi dokumeni 

kependudukani yangi memuati sistemi keamanan/pengendaliani baiki darii sisii 

administrasii ataupuni teknologii informasii dengani berbasisi padai databasei 

kependudukani nasional.i Penduduki hanyai diperbolehkani memilikii satui 

KTPi yangi tercantumi Nomori Induki Kependudukani (NIK).i NIKi merupakani 

identitasi tunggali setiapi penduduki dani berlakui seumuri hidup.i Nomori NIKi 

yangi adai dii E-KTPi nantinyai akani dijadikani dasari dalami penerbitani 

Paspor,i Surati Izini Mengemudii (SIM),i Nomori Pokoki Wajibi Pajaki 

(NPWP),i Polisi Asuransi,i Sertifikati atasi Haki Tanahi dani penerbitani 

dokumeni identitasi lainnyai (Pasali 13i UUi No.i 23i Tahuni 2006i tentangi 

Administrasii kependudukan).
60
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dani Pelayanani Publik,i Voli 2i Nomori 1,i hlmi 6.i  
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Autentikasii Kartui Identitasi (E-ID)i biasanyai menggunakani 

biometriki yaitui verifikasii dani validasii sistemi melaluii pengenalani 

karakteristiki fisiki ataui tingkahi lakui manusia.i Adai banyaki jenisi 

pengamanani dengani carai ini,i antarai laini sidiki jarii (fingerprint),i retinai 

mata,i DNA,i bentuki wajah,i dani bentuki gigi.i Padai E-KTP,i yangi digunakani 

adalahi sidiki jari.i Penggunaani sidiki jarii E-KTPi lebihi canggihi darii yangi 

selamai inii telahi diterapkani untuki SIM.i Sidiki jarii tidaki sekedari dicetaki 

dalami bentuki gambari (formati jpeg)i sepertii dii SIM,i tetapii jugai dapati 

dikenalii melaluii chipi yangi terpasangi dii kartu.i Datai yangi disimpani dii kartui 

tersebuti telahi dienkripsii dengani algoritmai kriptografii tertentu.i Prosesi 

pengambilani sidiki jarii darii penduduki sampaii dapati dikenalii darii chipi 

kartui yaitu,i sidiki jarii yangi direkami darii setiapi wajibi KTPi adalahi seluruhi 

jarii (berjumlahi sepuluh),i tetapii yangi dimasukkani datanyai dalami chipi 

hanyai duai jari,i yaitui jempoli dani telunjuki kanan.i Sidiki jarii dipilihi sebagaii 

autentikasii untuki E-KTPi karenai alasani biayai palingi murah,i lebihi 

ekonomisi daripadai biometriki yangi lain,i bentuki dapati dijagai tidaki berubahi 

karenai gurat-gurati sidiki jarii akani kembalii kei bentuki semulai walaupuni 

kuliti tergores,i uniki karenai tidaki adai kemungkinani samai walaupuni orangi 

kembar.i Strukturi E-KTPi terdirii darii sembilani layeri yangi akani 

meningkatkani pengamanani darii KTPi konvensional.i Chipi ditanami dii 

antarai plastiki putihi transparani padai duai layeri teratasi (dilihati darii depan).i 

Chipi inii memilikii antenai didalamnyai yangi akani mengeluarkani gelombangi 

jikai digesek.i Gelombangi inilahi yangi akani dikenalii olehi alati pendeteksii E-
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KTPi sehinggai dapati diketahuii apakahi KTPi tersebuti beradai dii tangani 

orangi yangi benari ataui tidak.i Untuki menciptakani EKTPi dengani sembilani 

layer,i tahapi pembuatannyai cukupi banyak,i tahapi pertamai Holei punching,i 

yaitui melubangii kartui sebagaii tempati meletakkani chip.i Tahapi keduai Picki 

andi pressure,i yaitui menempatkani chipi dii kartu.i Tahapi ketigai Implanter,i 

yaitui pemasangani antenai (polai melingkari spiral).i Tahapi ketigai Printing,i 

yaitui pencetakani kartu.i Tahapi keempati Spoti welding,i yaitui pengepresani 

kartui dengani alirani listrik.i Tahapi kelimai Laminating,i yaitui penutupani 

kartui dengani plastiki pengaman.i E-KTP.
61

i dilindungii dengani keamanani 

pencetakani sepertii teksi bantuani (reliefi text),i teksi mikroi (microtext),i 

gambari penyaringi (filteri image),i invisiblei inki dani warnai yangi berpendari 

dii bawahi sinari ultrai violeti sertai antii copyi design.i Penyimpanani datai dii 

dalami chipi sesuaii dengani standari dani bentuki E-KTPi sesuaii dengani ISOi 

7810i dengani formi faktori ukurani kartui krediti yaitui 53,98i mmi xi 85,60i mm.i 

Kartui identitasi elektroniki telahi banyaki digunakani dii negara-negarai dii 

Eropai antarai laini Austria,i Belgia,i Estonia,i Italia,i Finlandia,i Serbia,i 

Spanyoli dani Swedia,i dii Timuri Tengahi yaitui Arabi Saudi,i Unii Emirati Arab,i 

Mesiri dani Maroko,i dani dii Asiai yaitui Indiai dani China.i Keunggulani Kartui 

Tandai Penduduki Elektroniki (E-KTP)i yangi akani diterapkani dii Indonesia,i 

dibandingkani dengani E-KTPi yangi diterapkani dii RRCi dani Indiai ialahi E-

KTPi dii Indonesiai lebihi komprehensif.i Dii RRC,i Kartui E-IDi tidaki 

dilengkapii dengani biometriki ataui rekamani sidiki jari.i Dii RRC,i E-IDi hanyai 

                                                           
61
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dilengkapii dengani chipi yangi berisii datai perorangani yangi terbatas.i Sedangi 

dii India,i sistemi yangi digunakani untuki pengelolaani datai kependudukani 

adalahi sistemi UIDi (uniquei Identification),i yangi dii Indonesiai namanyai 

NIKi (Nomori Induki Kependudukan).i Dengani demikian,i KTPi elektroniki 

yangi akani diterapkani dii Indonesiai merupakani gabungani E-IDi RRCi dani 

UIDi India,i karenai KTPi elektroniki dilengkapii dengani biometriki dani 

chip.
62

i i  

Ketentuani pelaksanaani Kartui Tandai Penduduki Elektroniki (E-KTP)i 

berdasarkani Peraturani Presideni Nomori 26i Tahuni 2009i tentangi Penerapani 

Kartui Tandai Penduduki Berbasisi Nomori Induki Kependudukani dani Undangi 

Undangi 25i Universitasi Esai Ungguli Nomori 24i Tahuni 2013i tentangi 

Perubahani Atasi Undangi Undangi Nomori 23i Tahuni 2006i tentangi 

Administrasii Kependudukan.i Penerapani E-KTPi adalahi Undangi Undangi 

Nomori 24i Tahuni 2013i tentangi Perubahani Atasi Undangi Undangi Nomori 

23i Tahuni 2006i tentangi Administrasii Kependudukan.i Adapuni pasal-pasali 

dalami undangi undangi ini,i yangi mengaturi tentangi KTPi Elektronik,i antarai 

laini adalahi pasali 63i dani penjelasannya,i 64,i 101i dani 102.i Pasali 63i UUi 

tentangi Administrasii Kependudukani menyebutkan,i Penduduki Wargai 

Negarai Indonesiai dani Orangi Asingi (WNA)i yangi memilikii Izini Tinggali 

Tetapi (ITAP)i dani telahi berumuri tujuhi belasi tahuni ataui telahi kawini ataui 

pernahi kawini wajibi memilikii E-KTPi yangi berlakui secarai nasionali dani 
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hanyai memilikii satui E-KTP.i Orangi Asingi sebagaimanai dimaksudi 

melaporkani perpanjangani masai berlakui ataui menggantii E-KTPi kepadai 

Instansii Pelaksanai palingi lambati tigai puluhi harii sebelumi tanggali masai 

berlakui Izini Tinggali Tetapi berakhiri dani Penduduki yangi telahi memilikii E-

KTPi wajibi membawanyai padai saati bepergian. 

2. Fungsi E-KTP 

Pelaksanaani programi E-KTPi merupakani tugasi yangi diamanahkani 

pemerintahi pusati kepadai pemerintahi kabupaten/kotai dani pemerintahi 

kecamatani sebagaii ujungi tombaki pelaksana.i Berdasarkani Peraturani 

Pemerintahi Republiki Indonesiai Nomori 37i Tahuni 2007i Tentangi 

Administrasii Kependudukan.i Administrasii Kependudukani adalahi 

rangkaiani kegiatani penataani dani penertibani dalami penerbitani dokumeni 

dani Datai Kependudukani melaluii Pendaftarani Penduduk,i Pencatatani Sipil,i 

pengelolaani informasii Administrasii Kependudukani sertai Pendayagunaani 

hasilnyai untuki pelayanani publiki dani pembangunani sektori lain.i Dalami 

strukturi organisasii pemerintahi daerah,i instansii yangi membawahii 

permasalahani inii adalahi Dinasi Kependudukani dani Pencatatani Sipil.
63

 

Fungsii Pemerintahani padai umumnyai berupai penyediaani pelayanani umum,i 

pengaturani dani perlindungani masyarakati sertai pembangunani dani 

pengembangan.i Dalami rangkai melaksanakani fungsinyai dengani baik,i 

strukturi pemerintahani dii Negarai Kesatuani Republiki Indonesiai dibentuki 
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Tabalong,i JAPBi Jurnali Agamai Pendidikani dani Budaya,i Volumei 3i Nomori 1,i hlmi 334. 
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mulaii darii tingkati pusati sampaii padai tingkati daerah.i Karenai negarai 

dibentuki olehi masyarakati untuki memenuhii kebutuhani publiki anggotanya,i 

makai sesungguhnyai pelayanani publiki adalahi kewajibani utamai seluruhi 

perangkati pemerintahi dii setiapi jenjangi pemerintahani dani setiapi jenisi 

pelayanani publik.i Salahi satui pewujudani pelayanani publiki adalahi 

pelayanani Kartui Tandai Penduduki (KTP).i Sistemi dani bentuki pelayanani 

KTPi yangi telahi diterapkani dii Indonesiai darii erai Ordei Lama,i Ordei Barui 

sampaii padai erai Ordei Reformasi,i telahi mengalamii berbagaii perubahan.i 

Awalnyai pelayanani KTPi dilaksanakani secarai manuali kemudiani bergantii 

dengani sistemi Elektronik.i Kartui Tandai Penduduki adalahi kebutuhani yangi 

bersifati mutlaki bagii setiapi wargai negarai Indonesiai dani orangi asingi yangi 

memilikii ijini tinggali tetapi yangi telahi berumuri 17i tahuni kei atasi ataui yangi 

sudahi menikahi secarai sah.i Undangi -i Undangi Nomori 23i Tahuni 2006i 

tentangi Administrasii Kependudukani pasali 13i ayati 1i mengamanatkani 

bahwai setiapi penduduki wajibi memilikii Nomori Induki Kependudukani 

(NIK).i Berdasrkani amanati Undangi -i Undangi Nomori 23i Tahuni 2006i 

tersebut,i Presideni Republiki Indonesiai mengeluarkani Instruksii Presideni 

Nomori 1i Tahuni 2010i Tentangi Prioritasi Pertamai Mengenaii Reformasii 

Birokrasii dani Tatai Kelolai Pemerintahan,i ditetapkani bahwai penertibani 

NIKi dani pengembangani SIAKi merupakani prioritasi pembangunani 

Nasional.i Untuki mewujudkani tertibi penyelenggaraani administrasii 

kependudukani dalami skalai nasionali dani menjamini kepastiani hukumi haki 

sipili penduduk,i makai pemerintahi dengani dukungani Dewani Perwakilani 
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Rakyati Republiki Indonesiai telahi memprogramkani tigai Programi Strategisi 

Nasionali dibidangi Kependudukani dani Pencatatani Sipili yangi meliputii 

pemuktahirani datai Kependudukan,i Penerbitani Nomori Induki 

Kependudukani (NIK),i penerapani KTPi elektroniki (E-KTP).
64

i  

Sesuaii dengani Surati Edarani Menterii Dalami Negerii Nomori 

471.13/1565a/SJ.i Tanggali 29i Aprili 2011.i Pemerintahi Kecamatani dani 

Desa/Kelurahani memegangi peranani yangi sangati trategisi dalami 

mensukseskani pelaksanaani Kartui Tandai Penduduki Elektronik.i Dalami hali 

inii pemerintahi kecamatani sebagaii ujungi tombaki pelayanan,i berdasarkani 

edarani tersebuti dikatakani bahwa:i Kantori Kecamatani sebagaii pusati 

pelayanani E-KTPi secarai berkesimanbungani (on-line)i kei databasei 

Kementeriani Dalami Negeri.i Membentuki Kelompoki Kerjai (Pokja)i dii 

tingkati kecamatan.i Memberii Informasii /sosialiasasii berkaitani E-KTPi 

kepadai masyarakati padai setiapi kesempatani kunjungani kerja.i 

Menandatanganii dani menyampaikani surati undangani kepadai penduduki 

wajibi KTPi untuki melakukani perekamani datai ditempati pelayanani E-KTP.i 

Menugaskani 4i (empat)i petugasi operatori untuki mengikutii binteki operatori 

E-KTPi kei Kabupateni yangi diselenggarakani pihaki konsorsium.i 

Mengawasii setiapi pendistribusiani perangkati kerasi dani lunaki olehi 

penyediai (konsorsium)i kei Kecamatan.i Menyediakani Jabwali pelayanani kei 

desa-desai yangi jauhi dani melayanii dengani polai jemputi bolai terhadapi 

wargai yangi tidaki datangi karenai jompo,i cacati fisik,i sakiti kerasi tempati 
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i Hisnindar,i Abangi Zainudin,i IMPLEMENTASIi KEBIJAKANi KARTUi TANDAi PENDUDUKi 

ELEKTRONIKi (E-KTP),i Fakultasi Ilmui Sosiali dani Ilmui Politiki Universitasi Kapuasi Sintang,i Hali 

26. 
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tinggali jauhi dani sebagainyai dengani membawai perangkati aplikasii mobili 

enrolmenti (Jikai tersedia).i Menyediakani dani menyiapkani tempati pelayanani 

E-KTPi seperti:i Ruangi pelayanan,i Ruang/Gudangi penyimpanani E-KTP,i 

Perlengkapani Kantori untuki pelayanan,i Meningkatkani Catui Dayai listrik/i 

Pengadaani genseti bagii yangi tidaki memilikii listrik,i Menyiapkani tendai dani 

kursii untuki ruangi tunggui penduduk.i Mengoptimalkani peranani 

Pemerintahani Desai dani Kelurahani dalami rangkai sosialisasii dani mobilisasii 

masyarakati wajibi KTPi kei tempati pelayanan.i Melakukani koordinasii dani 

konsultasii kei Dinasi Kenpendudukani dani pencatatani Sipil.
65

 

Saati inii e-KTPi telahi dibagikani kepadai masyarakati Indonesiai walaupuni 

belumi seluruhnyai menerimai e-KTP.i Secarai fungsii e-KTPi samai dengani 

KTPi biasai (non-elektronik)i yaitui sebagaii tandai identitasi kependudukani 

seseorangi yangi meliputii antarai lain:i biodata,i foto,i dani tandai tangan.i 

Walaupuni demikiani terdapati perbedaani yangi signifikani antarai KTPi non-

elektroniki dani e-KTP.i Perbedaani yangi utamai yaitui padai e-KTPi terdapati 

chip.i Fungsii chipi tersebuti menyimpani data-datai kependudukani (sepertii 

yangi tercetaki padai KTP),i biometric,i dani jugai kunci-kuncii kriptografi. 

Salahi satui keunggulani e-KTPi adalahi padai e-KTPi dapati dilakukani 

verifikasii terhadapi pemiliki e-KTP.i Hali inii disebabkani bahwai padai e-KTPi 

terdapati datai biometrici yaitui berupai fingeri printi jarii telunjuki kirii dani 

kanan.i Datai biometrici inii tidaki dicetaki padai tampilani e-KTP,i namuni 

datanyai terdapati padai chipi e-KTP.i Dengani adanyai biometrici ini,i makai 
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dapati dilakukani verifikasii bahwai pemiliki e-KTPi adalahi benar-benari yangi 

bersangkutani dengani membandingkani antarai fingeri printi yangi adai dii 

dalami chipi e-KTPi dani hasili scani fingeri printi jarii telunjuki yangi 

bersangkutani padai fingeri printi scanner. 

Mengingati sebagiani masyarakati Indonesiai telahi memilikii e-KTPi 

makai diperlukani suatui alati untuki membacai e-KTPi tersebut.i Olehi karenai 

itu,i alati e-KTPi Readeri inii sangati diperlukani dii Indonesia,i Berbagaii 

institusii menggunakani e-KTPi sepertii dii pemdai (kecamatani dani 

kelurahan),i dii bidangi perbankan,i imigrasi,i jamkesmas,i dani lain-lain.i 

Mengingati potensii pasari yangi cukupi besari ini,i makai Divisii Pusati 

Teknologii dani Inovasii PTi Leni Industrii (Persero)i melakukani inovasii untuki 

memenuhii kebutuhani tersebut.i Saati inii telahi terwujudi produki e-KTPi 

Reader.
66

 

i Secarai umumi fungsii utamai e-KTPi Readeri inii adalahi : 

1. Melakukani pembacaani datai e-KTPi yangi meliputii biodatai (nama,i 

tempat,i tgl.i lahir,i alamati dani lain-lain),i foto,i dani tandai tangan. 

2. Melakukani verifikasii bahwai e-KTPi tersebuti adalahi miliki yangi 

bersangkutani dengani melakukani scani telunjuki kirii ataui kanani 

menggunakani fingeri printi scanneri yangi terdapati padai e-KTPi Reader. 

Kartui Tandai Penduduki Elektroniki (e-KTP)i merupakani identitasi resmii wargai 

negarai Indonesiai yangi telahi berusiai 17i tahuni dani dibuati secarai elektronik.i 
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i Mursidi Indarto,i E-KTPi Readeri (Pembacai KTPi Elektronik),i https://www.len.co.id/e-ktp-reader-

pembaca-ktp-elektronik/,i diaksesi padai Desemberi 2013. 
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Darii segii fisiki maupuni penggunaannya,i e-KTPi telahi mengandalkani sistemi 

komputerisasi. 

Berikuti adalahi beberapai fungsii darii e-KTP:
67

 

1) Sebagaii buktii identitasi pribadii yangi sah; 

2) Berlakui secarai nasionali sehinggai mengurangii kebutuhani untuki 

membuati KTPi lokali saati mengurusi izin,i membukai rekeningi bank,i dani 

keperluani lainnya; 

3) Mencegahi terjadinyai duplikasii KTPi dani upayai pemalsuan; 

4) Membantui meningkatkani keakuratani datai penduduki untuki mendukungi 

berbagaii programi pembangunani yangi dicanangkani olehi pemerintah. 

Pelaksanaani Sistemi Administrasii Kependudukani Dalami Pembuatani EKTPi 

menjadii semakini pentingi karenai selalui bersentuhani dengani setiapi 

aktivitasi kehidupani dii Indonesia.i Diantaranyai adalahi saati pemilui 

legislatif,i pemilui presiden,i pemilui kepalai daerah,i mengurusi surat-surati 

kendaraan,i mengurusi surat-surati tanah,i dani laini sebagainya.i Apabilai kitai 

akani berdomisilii padai suatui wilayahi makai kitai harusi memilikii tandai 

domisilii yangi dibuktikani dengani Kartui Tandai Penduduki (KTP).
68
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i Husnai Putrii Maharani,i Tatai Carai Membuati E-KTP,i Syarati dani Fungsi,i 

https://www.detik.com/bali/berita/d-7338660/tata-cara-membuat-e-ktp-syarat-dan-fungsi,i diaksesi 

padai Selasa,i 14i Meii 2024i pukuli 08:40i WIB. 
68
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3. Syarat dan Tata Cara Membuat E-KTPi  

Sebagaimanai diamanatkani Undangi –i undangi Nomori 23i Tahuni 2006i 

tentangi Administrasii Kependudukani bahwai Pemerintahi Wajibi 

memberikani Nomori Induki Kependudukani (i NIKi )i kepadai setiapi 

penduduki Indonesiai sertai mencantumkani dalami setiapi dokumeni 

kependudukan.i Selaini itui Nomori Induki Kependudukani (i NIKi )i jugai 

dijadikani dasari penerbitani paspor,i NPWP,i polisi asuransi,i sertifikati haki 

atasi tanah,i dani penerbitani dokumeni identitasi lainnya.i Setiapi penduduki 

Indonesiai Wajibi dani harusi memilikii KTPi yangi mempunyaii spesifikasii dani 

formati KTPi Nasionali dengani sistemi pengamanani khusus,i sebagaimanai 

dimaksudi dalami Peraturani Presideni Nomori 26i Tahuni 2009i tentangi 

Penerapani KTPi Berbasisi NIKi Secarai Nasionali dani telahi diubahi dengani 

Peraturani Presideni Nomori 35i Tahuni 2010i tentangi Perubahani Atasi 

Peraturani Presideni Nomori 26i Tahuni 2009.i Pelaksanaani KTPi Elektroniki 

membawai perubahani sistemi pembuatani KTPi konvensionali dii Indonesiai 

yangi mungkini seseorangi dapati memilikii lebihi darii 1i (i satui )i KTP.i Hali inii 

sisebabkani belumi adanyai basisi sistemi pelayanani terpadui yangi 

menghimpuni datai penduduki darii seluruhi Indonesia.i Kenyataani tersebuti 

memberii peluangi padai penduduki memilikii KTPi gandai yangi dalami 

penggunaannyai dapati disalahi gunakani dani tidaki dapati 

dipertanggungjawabkan.i Misalnya;i untuki menghindarii pajak,i sengajai 

menyembunyikani identitasi aslinyai gunai melakukani kegiatani teroris,i dani 
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laini –i lain.
69

i Untuki mengatasii duplikasii tersebut,i sekaligusi menciptakani 

kartui identitasi tunggal,i makai diterapkani KTPi Elektroniki berbasisi NIK.i 

KTPi Elektroniki yangi berbasisi NIKi Nasional,i memuati kodei keamanani dani 

rekami elektroniki sebagaii alati verifikasii dani validasii datai jatii dirii 

seseorang.i Rekami elektroniki inii berisii biodata,i pasi photo,i tandai tangani 

dani sidiki jaritangani penduduki bersangkutan.i Programi penerapani KTPi 

Elektroniki yangi berbasisi NIKi Nasionali tersebut,i dimaksudkani untuki 

digunakani sebagaii identitasi jatii dirii seseorangi yangi bersifati tunggali 

senantiasai dapati dikembangkani multii fungsi,i dengani demikiani 

mempermudahi penduduki untuki mendapatkani pelayanani darii lembagai 

pemerintahi maupuni swastai karenai tidaki lagii memerlukani KTPi setempat.i 

Pelaksanaani KTPi Elektroniki merupakani programi nasionali yangi harusi 

terlaksanai dengani baik,i karenai merupakani programi yangi memerlukani 

pembiayaani besari tetapii manfaatnyai jugai sangati besar,i baiki bagii 

penduduk,i bangsai dani negara.i Olehi karenai itu,i diperlukani komitmeni 

pemerintah,i pemerintahi provinsii dani kabupaten/kotai besertai jajarannyai 

dani penduduki untuki mensukseskani programi dimaksud.
70

 

Kartui Tandai Penduduki (KTP)i merupakani identitasi resmii yangi wajibi 

dimilikii olehi setiapi Wargai Negarai Indonesiai (WNI)i yangi telahi berusiai 17i 

tahun.i saati ini,i KTPi yangi digunakani sudahi berbasisi elektroniki (E-KTP),i 

yangi memilikii Nomori Induki Kependudukani (NIK)i yangi uniki untuki setiapi 
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individu.i Berikuti adalahi persyaratani dani langkah-langkahi untuki membuati 

E-KTPi baru,i termasuki untuki yangi hilang.i  

Proseduri pembuatani e-Kartui Tandai Penduduki (KTPi Elektronik)i samai 

dengani proseduri pembuatani Kartui Tandai Penduduki sebelumnya,i tetapii 

padai KTPi Elektroniki dilengkapii dengani pengambilani sidiki jarii dani scani 

retinai mata,i dengani tujuani agari terciptai datai tunggali darii seluruhi wargai 

negarai Indonesiai baiki yangi adai dii luari negerii maupuni yangi adai dii dalami 

negeri.i Pengambilani sidiki jarii dani scani retinai matai dii maksudkani supayai 

setiapi satui orangi hanyai memilikii satui identitasi Kartui Tandai Penduduk.i 

Kebijakani inii diputuskani karenai padai masai lalui sebelumi kebijakani inii 

diimplementasikani terdapati wargai negarai Indonesiai yangi memilikii 

beberapai identitasi Kartui Tandai Penduduk.i Implementasii kebijakani Kartui 

Tandai Penduduki Elektronik,i dimaksudkani agari terjadii tertibi administrasii 

orangi peri orangi dii Indonesiai dani setiapi identitasi dani mobilitasnyai tercatati 

dani terpantaui secarai jelasi dani benari olehi negara.
71

 

Persyaratani membuati E-KTPi barui adalahi sebagaii berikut:i  

 Berusiai 17i Tahun:i Harusi berusiai 17i tahuni saati melakukani perekamani 

data; 

 Kartui Keluargai (KK):i Membawai KKi aslii dani fotokopi; 
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i Christii Jovancai Madi.i eti al.,i 2023,i Proseduri Pelayanani Pengurusani KTPi Elektroniki dii Dinasi 
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 Surati Pengantar:i Surati pengantari pembuatani KTPi darii Desai ataui 

Kelurahan; 

 Surati Keterangani Hilangi (jikai KTPi Hilang). 

Surati keterangani hilangi KTPi darii Kapolseki jikai KTPi sebelumnyai 

hilang.
72

 

Carai membuati E-KTPi barui sebagaii berikut: 

1. Membawai Dokumeni Persyaratan 

Pastikani membawai semuai dokumeni yangi diperlukani sepertii KKi asli,i 

fotokopii KK,i surati pengantari darii Desa/Kelurahan,i dani surati keterangani 

hilangi (jikai KTPi hilang) 

2. Mengunjungii Kantori Kecamatan 

Datangi kei kantori Kecamatani dii bagiani Operatori Kependudukani untuki 

melakukani perekamani data.i Operatori Kependudukani dii kecamatani siapi 

melayanii administrasii kependudukani termasuki pencetakani KTPi dani KK 

3. Mengunjungii Kantori Disdukcapil 

Alternatifi lain,i i bisai langsungi mengunjungii kantori Dinasi Kependudukani 

dani Pencatatani Sipili (Disdukcapil)i dii kotai ataui kabupateni tempati tinggali  

4. Menyerahkani Dokumen 
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i Fahumi Article,i Syarati dani Tatai Carai Membuati E-KTPi Barui 2024,i 

https://fahum.umsu.ac.id/blog/syarat-dan-tata-cara-membuat-e-ktp-baru-2024/,i diaksesi padai 

tanggali 22i Agustusi 2024. 
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Serahkani semuai dokumeni yangi dibutuhkani kepadai petugas. 

5. Verifikasii Data 

Petugasi akani melakukani verifikasii datai penduduki dengani databasei 

kependudukan. 

6. Prosesi Perekamani Data 

Melakukani fotoi digital,i Tandai tangani padai alati perekami tandai tangan,i 

Perekamani sidiki jarii padai alati perekami sidiki jari,i Scani retinai mata. 

7. Tandai Buktii Perekaman 

Petugasi akani membutuhkani tandai tangani dani stempeli padai surati 

panggilani sebagaii tandai buktii bahwai penduduki telahi melakukani 

perekamani data. 

8. Prosesi Pencetakani E-KTP 

Tunggui sampaii E-KTPi selesaii dicetak.i Petugasi akani memberikani 

informasii mengenaii waktui pengambilan. 

Dengani mengikutii langkah-langkahi dii atas,i makai dapati mengurusi pembuatani E-

KTPi barui dengani mudah.i Pastikani semuai dokumeni yangi diperlukani lengkapi dani 

benari untuki memperlancari prosesi perekamani dani pencetakani E-KTP. 

Kadangi kalai karenai satui dani laini hal,i merekai yangi sudahi memilikii KTPi 

mengalamii musibahi kehilangani ataui KTP-nyai rusak.i Untuki itu,i mestii segerai 

mengurusi kembalii agari mendapati penggantinya.i Patuti diketahui,i saati inii 
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Indonesiai sudahi menerapkani E-KTPi ataui Kartui Tandai Penduduki Elektroniki yangi 

resmii diberlakukani sejaki tahuni 2011.i Dii dalami E-KTPi dicantumkani NIKi (Nomori 

Induki Kependudukan)i yangi berisii kodei keamanani dani rekamani elektronik,i yangi 

berfungsii sebagaii alati verifikasii sertai validasii datai kependudukan.i NIKi tersebuti 

menjadii acuani dalami mengurusi berbagaii dokumeni pentingi laini sepertii membuati 

SIMi (Surati Izini Mengemudi),i NPWPi (Nomori Pokoki Wajibi Pajak),i daftari BPJSi 

Ketenagakerjaan,i BPJSi Kesehatan,i dani berbagaii dokumeni lainnya. 

A.i Dokumeni utamai yangi diperlukani dalam i mengurusi kehilangani ataui 

kerusakani KTPi antarai lain:
73

 

 Surati Kehilangani E-KTPi darii kantori polisi; 

 Surati pengantari darii kelurahan; 

 Formuliri permohonani E-KTPi barui darii kelurahan; 

 Untuki yangi kasusi KTPi rusak,i tidaki perlui surati keterangani hilangi darii 

kepolisian.i Cukupi membawai buktii E-KTPi kitai yangi rusak. 

Selaini berkasi utamai dii atas,i kemungkinani jugai harusi membawai dokumeni 

pendukungi berupa: 

 Pasi fotoi ukurani 3×4i sebanyaki 2i lembari untuki dibawai kei kantori kelurahani 

dengani backgroundi warnai merahi untuki tahuni kelahirani ganjili dani warnai 

birui untuki tahuni kelahirani genap; 
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i Portali Informasii Indonesia,i Carai Mengurusi KTPi Hilangi ataui Rusak,i 
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 Pasi fotoi ukurani 4×6i sebanyaki 2i lembari untuki dibawai kei kantori 

kecamatani dengani latari belakangi warnai merahi untuki tahuni kelahirani 

ganjili dani warnai birui untuki tahuni kelahirani genap; 

 Fotokopii KKi (Kartui Keluarga); 

 Fotokopii E-KTPi yangi hilangi (jikai ada); 

 Surati pengantari darii RT/RW. 

B. Tahapani carai mengurusi E-KTPi yangi hilangi sebagaii berikut 

Tatai carai mengurusi KTPi hilangi menjadii informasii yangi perlui untuki diketahuii 

olehi masyarakat,i terutamai bagii merekai sedangi mengalaminya.
74

i Tahapnyai 

sebagaii berikut:i  

 Mendatangii kantori polisii terdekati untuki membuati laporani kehilangani 

KTPi dani memintai untuki dibuatkani surati keterangani kehilangan; 

 Bawai fotokopii KTPi yangi hilangi untuki ditunjukkani dii kantori polisii (Itui 

jikai masihi memilikii fotokopinya.i Jikai tidaki ada,i tidaki usahi dibawah). 

Tujuani membuati surati kehilangani E-KTPi dii kepolisian,i selaini sebagaii 

persyaratani utamai untuki mengurusi penerbitani ulangi e-KTP,i jugai untuki antisipasii 

jikai KTPi kitai yangi hilangi ditemukani olehi orangi taki bertanggungi jawabi dani 

digunakani untuki tindaki kejahatan. 
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i Anindyai Milagsita,i “Tatai Carai Mengurusi KTPi yangi Hilangi Lengkapi dengani Syaratnya”,i 

https://www.detik.com/jateng/berita/d-7313516/tata-cara-mengurus-ktp-yang-hilang-lengkap-

dengan-syaratnya,i diaksesi padai Sabtu,i 27i Aprili 2024,i pkl.i 14:51i WIB 

 

 

 

https://www.detik.com/jateng/berita/d-7313516/tata-cara-mengurus-ktp-yang-hilang-lengkap-dengan-syaratnya
https://www.detik.com/jateng/berita/d-7313516/tata-cara-mengurus-ktp-yang-hilang-lengkap-dengan-syaratnya
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Surati keterangani hilangi darii kepolisiani biasanyai hanyai berlakui selamai 2i bulan.i 

Jadii pastikani sebelumi masai berlakunyai habis,i segerai gunakani untuki mengurusi 

penggantiani E-KTPi yangi hilang. 

 Setelahi memilikii Surati Keterangani Kehilangani E-KTPi darii Kepolisiani 

adalahi membuati surati pengantari darii RTi dani RWi dii lingkungani tempati 

tinggali kita,i lengkapi dengani stempeli RT/RWi dani tandai tangani ketuai 

RT/RW; 

 Selanjutnyai kei kantori kelurahani ataui balaii desai dengani membawai berkas-

berkasi yangi telahi dibuati sebelumnya,i antarai laini Surati Keterangani 

Kehilangani E-KTPi darii kepolisian,i surati pengantari darii RT/RW,i Pasi fotoi 

ukurani 3×4i sebanyaki 2i lembari dani fotokopii KTPi yangi hilangi jikai ada; 

 Pihaki kelurahani akani memberikani surati pengantari dani formuliri 

permohonani E-KTPi barui untuki dibawai kei kantori kecamatan; 

 Setelahi urusani dii kantori kelurahani beres,i tahapi berikutnyai adalahi datangi 

kei kantori kecamatani ataui dinasi kependudukan,i dengani membawai 

dokumen-dokumeni persyaratani penerbitani ulangi E-KTPi menggantikani E-

KTPi yangi hilangi berupa: 

1. Pasi fotoi ukurani 4×6i sebanyaki 2i lembar; 

2. Fotokopii KKi (Kartui Keluarga); 

3. Fotokopii e-KTPi yangi hilangi (jikai ada); 

4. Surati pengantari darii kelurahan; 
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5. Formuliri permohonani E-KTPi barui darii kelurahan; 

 Semuai berkasi persyaratani tersebuti akani diperiksai dani diverifikasii olehi 

petugasi kantori kecamatan.i Lamanyai prosesi pembuatani E-KTPi barui 

sebagaii penggantii KTPi yangi hilangi sekitari 7i harii kerja. 

 Jikai sudahi jadi,i pemiliki E-KTPi wajibi mengambili sendirii dengani 

mendatangii kantori kecamatan.i Tidaki bolehi diwakilkani karenai kantori 

kecamatani memerlukani verifikasii sidiki jarii pemiliki e-KTPi tersebut. 

C. Tahapani carai mengurusi dani memperbaikii E-KTPi apabilai adai 

kesalahani sebagaii berikut 

Apabilai adai kesalahani dalami E-KTPi tidaki besari contohnyai datai NIKi dii E-

KTPi berbedai dengani KKi makai bisai dii gantii .i Meskipuni e-KTPi akami berlakui 

seumuri hidup,i namuni masyarakati masihi bisai memperbaikii datai e-KTPi yangi 

salah.
75

i Tetapii jikai kesalahannyai fatali makai tidaki bisai dii rubahi ,kaloi bisai makai 

harusi dii pengadilan.i Hali inii diaturi dalami UUi Nomori 24i Tahuni 2013i tentangi 

Perubahani atasi Nomori 23i Tahuni 2006i tentangi Administrasii Kependudukani pasali 

64i ayati (7),i dinyatakani bahwai KTPi Elektroniki untuki Wargai Negarai Indonesiai 

masai berlakunyai seumuri hidup.i Jadii jikai menemukani kesalahani datai padai KTPi 

ataui ingini mengubahi datai lamai E-KTPi segerai perbaikii agari urusani Administrasii 

cepati selesai.i Padai ayati (8)i dinyatakani bahwai dalami hali inii terjadii perubahani 

dalami data,i rusaki ataui hilang,i penduduki pemiliki KTP-Elektroniki 
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i Auliai Hafisa,i “Carai Memperbaruii KTPi Lengkapi dengani Syarati dani Prosedurnya”,i 

https://www.suara.com/news/2022/12/13/205806/cara-memperbarui-ktp-lengkap-dengan-syarat-

dan-prosedurnya,i diaksesi padai Selasa,i 13i Desemberi 2022i pkl.i 20:58i WIB. 

 

https://www.suara.com/news/2022/12/13/205806/cara-memperbarui-ktp-lengkap-dengan-syarat-dan-prosedurnya
https://www.suara.com/news/2022/12/13/205806/cara-memperbarui-ktp-lengkap-dengan-syarat-dan-prosedurnya
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wajibmelaporkani kepadai instansii pelaksanaani untuki dii lakukani perubahani ataui 

penggantian.i Selaini itu,i kementriani Dalami Negerii menekankani bahwai kalaui 

sudahi pernahi merekami KTP-Elektronik,i tidaki perlui merekami ulangi hanyai 

merubahi datai yangi salahi saja. 

1. Siapkani dokumeni pendukungi Carai memperbaikii datai E-KTPi yangi salahi 

yaitui sebelumi mengurusi dani memperbaikii datai E-KTP,i sebaiknyai siapkani 

dokumen-dokumeni pendukung.i Sepertii EKTP,i Kartui Keluarga,i Aktei 

Kelahiran,i Ijazah,i Surati Nikahi (bilai ada). 

2. Datangii Dinasi Kependudukani dani Pencatatani Sipili (Dukcapil)i Setelahi 

menyiapkani dokumeni pendukung,i kemudiani datangilahi Dinasi 

Kependudukani dani Pencatatani Sipili (Dukcapil).i untuki saati ini,i adai 

beberapai wilayahi yangi sudahi bisai melayanii dani memperbaikii datai E-KTPi 

tingkati kelurahani padai domisilii . 

3. Sortiri dokumen-dokumeni yangi memerlukani pengubahani datai Dokumeni 

yangi telahi dibawa,i sebaiknyai dipilih.i Manai yangi memerlukani pengubahani 

data.i Misalnyai jikai andai ingini menggantii statusi perkawinan.i Makai 

siapkani surati nikahi ataui putusani pengadilan.i Jikai andai menambahi gelari 

akademik,i siapkani ijazahi kita.i Bagaimanai jikai ingini mengubahi alamati 

domisili.i Sertakani surati keterangani RT/RW.i Surati keterangani inii jugai bisai 

dii urusi hinggai tingkati keinstansi.i Begitui pulai jikai kitai mualafi ataui pindahi 

agama.i Sertakani fotocopyi salinani surati keterangani darii pemukai agamai 

agari dapati memperbaikii E-KTP. 
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4. Serahkani syarat-syarati yangi diperlukani kei petugasi Dukcapili ataui 

Kelurahani Dokumen-dokumeni yangi ingini diubahi sudahi dipilih,i kemudiani 

serahkani syaratsyarati yangi dii perlukani kei petugasi Dukcapili ataui 

kelurahan. 

5. Tunggui resii pengambilani E-KTPi Dokumeni yangi telahi dii serahkani pihaki 

Dukcapil.i Dinasi Dukcapili akani memberikani resii padai kitai untuki 

pengambilani E-KTP.i Tunggulahi sekitari 14i harii kerjai untuki pengambilani 

E-KTPi baru. 

Beberapai sumberi mengatakan,i waktui pemprosesani resii E-KTPi inii berbeda-bedai 

setiapi Dukcapil.i Adai yangi satui harii selesai,i adai pulai yangi selesaii dengani kurangi 

1i minggu.i Hali inii dii pengaruhii ketersediaani blangkoi KTPi antriani ataui sumebri 

dayai laini yangi dii butuhkani untuki memperbaikii datai E-KTP.
76

 

D. Biayai mengurusi E-KTPi yangi hilangi ataui memperbaikii datai E-i KTPi 

yangi salah 

Mengurusi E-KTPi yangi hilang,i mulaii darii membuati laporani kehilangani dii 

kantori polisi,i mengajukani permintaani cetaki duplikasii e-KTPi dii kantori kecamatan,i 

hinggai E-KTPi penggantii yangi hilangi tersebuti sudahi jadi,i tidaki dipunguti biayai 

sepeseri puni aliasi gratis.i Jadi,i jikai adai oknumi petugasi yangi memintai sejumlahi 

uang,i jelasi itui menyalahii peraturan.i Biayai yangi dikeluarkani paling-palingi hanyai 

untuki keperluani fotokopii berkas-berkas.i Untuki menghindarii kecurigaani terhadapi 

pungutani liar,i pastikani biayai tambahani tersebuti betul-betuli dii gunakani untuki 
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i Lailai Rahma.i Eti al.,i 2023,i Implementasii Peraturani Presideni Nomori 96i Tahuni 2018i tentangi 

Persyaratani dani Tatai Carai Pendaftarani Penduduki dani Pencatatani Sipil,i Jurnali Pendidikani 

Tambusai,i Volumei 7i Nomori 1,i hlm.i 482. 



73 
 

mendukungi prosesi Administrasi.i Sepertii biayai fotocopy.i Bilai perlu,makai tolaki 

pungutan-pengutani sepertii itu,i karenai seharusnyai fotocopyi dokumeni wargai 

termasuki bagiani anggarani kantori Kelurahan.i Mengacui padai Undang-undangi 

Nomori 24i Tahuni 2013i tentangi Perubahani atasi Undang-undangi Nomori 23i Tahuni 

2006i tentangi Adminsitrasii Kependudukan,i prosesi memperbaikii datai E-KTPi tidaki 

dii punguti baiayai samai sekalii Jikai adai pungutani liari dalami pembuatani dokumeni 

Kependudukan,i akani dii kenakkani sanksii sesuaii Undang-undangi yangi samai padai 

pasali 95B.i sanksii tersebuti antarai laini pidanai penjarai palingi lamai 6i Tahun,i ataui 

dendai palingi banyaki Rpi 75i juta.
77

 

C. Tinjauan Pustaka Tentang Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana 

Korupsi 

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi 

Penegakani hukumi merupakani suatui usahai untuki mewujudkani ide-

idei keadilan,i kepastiani hukumi dani kemanfaatani sosiali menjadii kenyataan.i 

Jadii penegakani hukumi padai hakikatnyai adalahi prosesi perwujudani ide-ide.i 

Penegakani hukumi merupakani usahai untuki mewujudkani ide-idei dani 

konsep-konsepi hukumi yangi diharapakani rakyati menjadii kenyataan.i 

Penegakani hukumi merupakani suatui prosesi yangi melibatkani banyaki hal.
78

i 

Menuruti Satjiptoi Raharjoi penegakani hukumi padai hakikatnyai merupakani 

penegakani ide-idei ataui konsep-konsepi tentangi keadilan,i kebenaran,i 

kemamfaatani sosial,i dani sebagainya.i Hakikatnyai penegakani hukumi 
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i Ibid,i hlmi 483.i  
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i Kumorotomo,i Etikai Administrasii Negara,i Rajawalii Grafindoi Persada,i Jakarta;i 1999,i Hlm.5. 
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mewujudkani nilai-nilaii ataui kaedah-kaedahi yangi memuati keadilani dani 

kebenaran,i penegakani hukumi bukani hanyai menjadii tugasi darii parai 

penegaki hukumi yangi sudahi dii kenali secarai konvensional,i tetapii menjadii 

tugasi darii setiapi orang.i Meskipuni demikian,i dalami kaitannyai dengani 

hukumi publiki pemerintahlahi yangi bertanggungi jawab.i Penegakani hukumi 

dibedakani menjadii dua,i yaitu: 

1. Ditinjaui darii suduti subyeknya: 

Dalami artii luas,i prosesi penegakkani hukumi melibatkani semuai subjeki 

hukumi dalami setiapi hubungani hukum.i Siapai sajai yangi menjalankani 

aturani normatifi ataui melakukani sesuatui ataui tidaki melakukani sesuatui 

dengani mendasarkani dirii padai normai aturani hukumi yangi berlaku,i berartii 

diai menjalankani ataui menegakkani aturani hukum.i Dalami artii sempit,i 

penegakkani hukumi hanyai diartikani sebagaii upayai aparaturi penegakani 

hukumi tertentui untuki menjamini dani memastikani bahwai suatui 

aturanhukumi berjalani sebagaimanai seharusnya. 

2. Ditinjaui darii suduti obyeknya,i yaitui darii segii hukumnya:i Dalami artii luas,i 

penegakkani hukumi yangi mencakupi padai nilai-nilaii keadilani yangi dii 

dalamnyai terkandungi bunyii aturani formali maupuni nilai-nilaii keadilani 

yangi adai dalami bermasyarakat.i Dalami artii sempit,i penegakkani hukumi itui 

hanyai menyangkuti penegakkani peraturani yangi formali dani tertulis.
79
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i Satjiptoi Rahardjo,i Penegakani Hukumi Dii Indonesiai (Suatui Tinjauani Sosiologis),i Gentai 

Publishing,i Yokyakarta;i 2009,i Hlm.i 13. 
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Menuruti Soerjonoi Soekanto,i Penegakani hukumi merupakani suatui usahai 

untuki mewujudkani ide-idei keadilan,i kepastiani hukumi dani kemanfaatani 

sosiali menjadii kenyataan.i Faktori faktori yangi mempengaruhii penegakani 

hukumi adalahi :
80

 

1. Faktori Hukum.i Praktiki penyelenggaraani hukumi dii lapangani adai kalanyai 

terjadii pertentangani antarai kepastiani hukumi dani keadilan,i hali inii 

disebabkani olehi konsepsii keadilani merupakani suatui rumusani yangi 

bersifati abstrak,i sedangkani kepastiani hukumi merupakani suatui proseduri 

yangi telahi ditentukani secarai normatif.i Justrui itu,i suatui kebijakani ataui 

tindakani yangi tidaki sepenuhnyai berdasari hukumi merupakani sesuatui yangi 

dapati dibenarkani sepanjangi kebijakani ataui tindakani itui tidaki 

bertentangani dengani hukum.i Makai padai hakikatnyai penyelenggaraani 

hukumi bukani hanyai mencakupi lawi enforcement,i namuni jugai peacei 

maintenance,i karenai penyelenggaraani hukumi sesungguhnyai merupakani 

prosesi penyerasiani antarai nilaii kaedahi dani polai perilakui nyatai yangi 

bertujuani untuki mencapaii kedamaian.i  

2. Faktori Penegakani Hukumi Fungsii hukum,i mentalitasi ataui kepribadiani 

petugasi penegaki hukumi memainkani peranani penting,i kalaui peraturani 

sudahi baik,i tetapii kualitasi petugasi kurangi baik,i adai masalah.i Olehi karenai 

itu,i salahi satui kuncii keberhasilani dalami penegakani hukumi adalahi 

mentalitasi ataui kepribadiani penegaki hukum.i  
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i Soerjonoi Soekanto,i Faktor-Faktori Yangi Mempengaruhii Penegeakani Hukum,i Cetakani Kelima,i 

Rajai Grafindoi Persada,i Jakarta;i 2004,i Hlm.i 42. 
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3. Faktori Saranai ataui Fasilitasi Pendukungi Faktori saranai ataui fasilitasi 

pendukungi mencakupi perangkati lunaki dani perangkati keras,i salahi satui 

contohi perangkati lunaki adalahi pendidikan.i Pendidikani yangi diterimai olehi 

Polisii dewasai inii cenderungi padai hal-hali yangi praktisi konvensional,i 

sehinggai dalami banyaki hali polisii mengalamii hambatani dii dalami 

tujuannya,i diantaranyai adalahi pengetahuani tentangi kejahatani computer,i 

dalami tindaki pidanai khususi yangi selamai inii masihi diberikani wewenangi 

kepadai jaksa,i hali tersebuti karenai i secarai teknisi yuridisi polisii dianggapi 

belumi mampui dani belumi siap.i Walaupuni disadarii pulai bahwai tugasi yangi 

harusi diembani olehi polisii begitui luasi dani banyak.i  

4. Faktori Masyarakati Penegaki hukumi berasali darii masyarakati dani bertujuani 

untuki mencapaii kedamaiani dii dalami masyarakat.i Setiapi wargai 

masyarakati ataui kelompoki sedikiti banyaknyai mempunyaii kesadarani 

hukum,i persoalani yangi timbuli adalahi tarafi kepatuhani hukum,i yaitui 

kepatuhani hukumi yangi tinggi,i sedang,i ataui kurang.i Adanyai derajati 

Strategii pemberantasani korupsii adalahi harusi dicarii terlebihi dahului 

penyebabnya,i kemudiani penyebabi itui dihilangkani dengani carai prevensii 

disusuli dengani pendidikani (kesadarani hukum)i masyarakati sertai dengani 

gerakani represif.i  

Pemberantasani tindaki pidanai korupsii harusi dilakukuani secarai sistemiki 

dani konsisteni melaluii pendekatani integrali antarai upayai represifi dani 

upayai preventif.i  
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1.i Upayai represifi ataui seringi dii sebuti upayai penal,
81

i dilakukani dengani 

menerapkani hukumi pidanai yangi sangati tegasi gunai menimbulakani efeki 

jerai bagii pelakui dani menimbulkani dayai cegahi bagii masyarakat.i  

2.i Upayai preventif,i dilakukani melaluii saranai diliari hukumi pidanai (non-

penal)i Tindakani penyuapani yangi teradii padai aparati penegaki hukum,i 

peraturani perundang-undangani yangi harusi jelas,i faktori saranai ataui 

fasilitasi yangi mendukungi prosesi penegakani hukum.i Upayai 

pemberantasani korupsii mulaluii penegakani hukumi yangi berkeadilani 

masihi memerlukani perjuangani yangi sangati berati dani usahai yangi sangati 

serius.i Karenai tindaki pidanai korupsii merupakani kejahatani luari biasai 

(extrai ordinaryi crime)i yangi berbedai dengani kejahatani biasa.i Makai 

pemberantasani korupsii memerlukani kemauani politiki yangi luari biasai darii 

kepalai Negarai agari dapati mengarakani dani mengordinasikani perani polisi,i 

jaksa,i pengadilan,i dani kpki menjadii kekuatani untuki memberantasi korupsi. 

2. Peran Serta Masyarakat dan Media Dalam Penegakan Hukum  

Perani sertai masyarakati dalami upayai pencegahani dani 

pemberantasani tindaki pidanai korupsii diwujudkani dalami bentuki antarai 

laini mencari,i memperoleh,i memberikani datai ataui informasii tentangi tindaki 

pidanai korupsii dani haki menyampaikani sarani dani pendapati secarai 

bertanggungi jawabi terhadapi pencegahani dani pemberantasani tindaki pidanai 

korupsi.i Dii Negarai Indonesiai menganuti sistemi pemerintahani yangi 
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i F.H.i Edyi Nugroho,i 2019,i Konsepi dani Upayai pemberantasani Tindaki Pidanai Korupsii Dii 

Indonesia,i Universitasi Katoliki Indonesiai Atmai Jaya,i Jakarta,i hlm.i 97.i  
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demokrasi.i Sesuaii dengani prinsip-prinsipi sistemi pemerintahani demokrasii 

tersebuti makai perani sertai masyarakati sangati pentingi dalami pemberantasani 

korupsii dii negarai ini.i Perani sertai masyarakati yangi dimaksudi adalahi perani 

aktifi masyarakati untuki mewujudkani penyelenggaraani negarai yangi bersihi 

dani bebasi darii korupsi,i kolusii dani nepotismei yangi dilaksanakani dengani 

mentaatii hukum,i morali dani sosiali yangi berlakui dalami lingkungani 

masyarakat,i berbangsai dani bernegara.i sertai dapati diwujudkani dalami 

bentuki antarai laini mencari,i memperoleh,i memberikani data,i ataui informasii 

tentangi Tindaki Pidanai Korupsii dani haki menyampaikani saran,i pendapati 

dani bertanggungi jawabi terhadapi pencegahani dani pemberantasani Tindaki 

Pidanai Korupsi.
82

Dalami negarai demokrasii yangi memberikani haki kepadai 

masyarakati untuki memperolehi informasii yangi benar,i jujur,i dani tidaki 

diskriminatifi mengenaii pencegahani dani pemberantasani tindaki pidanai 

korupsi,i makai dalami Peraturani Pemerintahi RIi Nomori 71i Tahuni 2000i 

diaturi mengenaii haki dani tanggungi jawabi masyarakati dalami upayai 

pemberiani pnghargaani dalami pencegahani dani pemberantasani tindaki 

pidanai korupsi.
83

i Sebagaii buktii tekadi dani maksudi yangi sangati kuati darii 

pembentuki undang-i undangi dalami usahai memberantasi korupsii ialahi telahi 

dimasukannyai ketentuani tentangi perani sertai masyarakati dalami usahai 

pemberantasani korupsii dii Indonesia.i Perani sertai inii dilatari belakangii olehi 

pandangani bahwa: 

                                                           
82

i Marteni Bunga.i Eti all.,i 2019,i Urgensii Perani Sertai Masyarakati Dalami Upayai Pencegahani dani 

Pemberantasani Tindaki Pidanai Korupsi,i Volumei 15,i Nomori 1,i hal.i 89. 
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i Edii Pranoto,i 2021,i Salahi Kaprahi Pengaturani Lembagai Swadayai Masyarakat:i Urgensitasi dani 

Konsepi Pengaturani LSMi yangi Dipisahkani Darii Undang-Undangi Organisasii Kemasyarakatan,i 

CVi Bintangi Semestai Media,i Yogyakarta,i hlm.i 133.i  
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1. Dengani diberikannyai haki dani kewajibani masyarakati dalami usahai 

penanggulangani korupsii dipandangi sebagaii hali positifi dalami upayai 

pencegahani dani pengungkapani kasus-kasusi korupsii yangi terjadi.i  

2. Persoalani penanggulangani korupsii dipandangi bukani semata-matai 

menjadii urusani pemerintahi ataui penegaki hukum,i melainkani 

merupakani persoalani semuai rakyati dani urusani bangsa.i  

Peranani Mediai dalami pemberantasani korupsi,i pemberitaani mengenaii 

korupsii dii mediai massai sangatlahi kencang.i Setiapi hari,i topiki korupsii 

seolahi menjadii bahasani utamai dalami pemberitaani dii mediai massa.i Perani 

pentingi mediai massai dii bidangi pencegahani korupsi,i antarai lain,i 

diwujudkani dalami bentuki memberii informasii kepadai masyarakati tentangi 

maknai korupsi.i Tujuannya,i agari masyarakati mengetahuii i perbuatani yangi 

termasuki korupsii dani tidaki termasuki korupsi.i Melaluii pemberitaani mediai 

massa,i masyarakati menjadii tahui bahwai kepalai daerahi yangi menerimai 

pendapatani dii luari gajii secarai tidaki legali berartii melakukani korupsi.i  

Tugasi dani fungsii persi adalahi mewujudkani keinginani kebutuhani informasii 

melaluii medianyai baiki melaluii mediai cetaki maupuni mediai elektroniki 

seperti,i radio,i televisi,i internet.i Fungsii informatifi yaitui memberikani 

informasi,i ataui berita,i kepadai khalayaki ramaii dengani carai yangi teratur.i 

Persi akani memberitakani kejadian-kejadiani padai harii tertentu,i 

memberitakani pertemuan-pertemuani yangi diadakan,i ataui persi mungkini 

jugai memperingatkani orangi banyaki tentangi peristiwa-peristiwai yangi 
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didugai akani terjadi.i Mediai massai pendorongi terwujudnyai goodi 

governancei (pemerintahani yangi baik).i Mediai sebagaii salahi satui sumberi 

informasii publiki diharapkani bisai menjadii alati untuki mendorongi 

berjalannyai ketigai prinsipi goodi governancei (prinsip-prinsipi transparansi,i 

akuntabilitas,i dani partisipasi).i Melaluii media,i serangkaiani peristiwa,i 

opini,i dani realitasi dapati disajikani dalami bentuki informasii kepadai 

masyarakat.i Dengani menyajikani berita-beritai aktuali darii berbagaii isui 

yangi berkaitani dengani praktek-prakteki korupsi,i hukum,i politiki dani 

seterusnya,i menunjukkani bahwai sesungguhnyai mediai memilikii kontribusii 

yangi esensiali dalami mendukungi prosesi pembangunani demokrasi.i 

Terlebih,i saati inii kitai sedangi beradai dalami masai transisii demokrasii yangi 

salahi satui jalannyai melaluii pembaruani tatai pemerintahan.i Karenanya,i 

inilahi saati yangi tepati bagii mediai massai untuki mendukungi prosesi 

pembaruani tatai pemerintahani yangi baiki melaluii berita-i beritai informatif,i 

cerdas,i kritis,i dani bertanggungi jawab.i Dalami konteksi kekinian,i perani 

mediai massai dituntuti untuki mampui mengangkati berbagaii beritai korupsii dii 

berbagaii leveli pemerintahani secarai objektif.i Terlebihi Presideni Susiloi 

Bambangi Yudhoyonoi dalami Forumi Kerjai Samai Ekonomii Asiai Pasifiki 

(APEC)i menyatakani bahwai saati inii korupsii adalahi musuhi terbesari 

Indonesiai selaini terorisme.i Jadi,i sebenarnyai tidaki adai alasani bagii mediai 

untuki tidaki mendukungi pemberantasani korupsii dii tanahi airi melaluii 

pengungkapani dani liputani kasus-kasusi korupsi.i Misalnyai untuki peliputani 

kasusi korupsi,i perani mediai sangati relevani dengani apai yangi tertuangi 
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dalami Undang-Undangi Persi 40/1999i dalami pasali 6i Undang-undangi 

disebutkani bahwai mediai harusi bisai menjalankani fungsii kontroli perilaku,i 

kritik,i koreksi,i dani sarani terhadapi hal-hali yangi menjadii keprihatinani 

publik.i Maka,i sesuaii dengani amanahi UUi Pers,i korupsii dani berbagaii 

bentuki penyimpangani lainnyai sudahi seharusnyai menjadii pemberitaani 

mediai massa.
84

i Dii sisii lain,i mediai jugai dituntuti memberikani pemberitaani 

yangi akurat,i independen,i dani kritis.i Tigai unsuri pemberitaani inii sesuaii 

dengani prinsipi transparansii yangi merupakani salahi satui konsepi goodi 

governace.i Sehinggai jikai tigai hali inii terpenuhi,i makai tidaki bisai diragukani 

bahwai mediai memberikani kontribusii yangi signifikani menyongsongi 

pembaruani tatai pemerintahani yangi baik.i Namuni sayangnya,i masihi banyaki 

mediai yangi belumi sepenuhnyai independeni dani objektifi darii kepentingani 

tertentu.i Banyaki pemberitaani dalami mediai yangi tidaki objektifi dani hanyai 

menguntungkani segelintiri kelompoki saja.i Sehinggai beritai yangi 

disajikannyai tidaki lagii jernih.i Seringkalii mediai justrui dipakaii sebagaii alati 

pembenarani atasi suatui kasusi tertentu.i Inilahi yangi bisai mengakibatkani 

terjadinyai salahi pengertiani dalami masyarakati pembacanya.i Sebabi 

pembacai adalahi merupakani konsumeni yangi menikmatii hasili produksii 

industrii mediai secarai langsung.i Sedangkani media,i bukani hanyai bisai 

berperani sebagaii pemberii informasi,i tetapii sebaliknyai mediai jugai bisai 

melakukani hal-hali yangi bersifati provokasii dani mempengaruhii opinii 
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i Detiki News,i “Posisii Mediai Dalami Bingkaii Goodi Governance”,i 

https://news.detik.com/kolom/d-674311/posisi-media-dalam-bingkai-good-governance,i diaksesi 

padai Rabu,i 13i Sepi 2006i pkl.i i 09:42i WIB. 
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pembacanya.i Pendapati yangi mengatakani bahwai perani mediai massai 

kurangi efektifi dalami memberantasi korupsii adalahi dalami melawani 

korupsi,i misalnya,i mediai dii Indonesiai masihi sebagaii pemandui soraki 

(cheerleaders)i ataui corongi pengerasi suarai (megaphones)i darii kelompoki 

anti-korupsii ataui aparati yangi menanganii kasusi korupsi.i Beritai tentangi 

pencegahani korupsii secarai sistemiki puni jarangi diliriki karenai dinilaii taki 

menarik.i mediai massai selalui bicarai tentangi aspeki prosesi hukumi ataui legali 

process.i Padahal,i dalami duniai hukumi sudahi diketahuii bahwai prosesi 

hukumi tidaki efektifi lagii untuki meniadakani tindaki pidanai korupsi.i Mediai 

terkadangi jugai mempersempiti penegakani hukumi hanyai padai peradilan.i 

Padahal,i korupsii tidaki terjadii dii sektori inii saja,i tetapii dapati jugai ditemuii 

dii ranahi administratif,i sepertii dii kantori imigrasii ataui pemasyarakatan.i 

Persoalani itui jugai terjadii dalami pembuatani hukum/undang-undangi dani 

birokrasi.i Hali inii tentui sajai sejalani dengani ketentuani dalami UUi Nomori 40i 

Tahuni 1999i tentangi pers,i babi II,i pasali 3i ayati (1),i yangi menyatakani bahwai 

Persi Nasionali mempunyaii fungsii sebagaii mediai informasi,i pendidikan,i 

dani kontroli sosiali dani lembagai ekonomi.
85

i Dengani pemberitaani yangi 

cukupi gencari terhadapi kasus-kasusi korupsi,i diharapkani selanjutnyai akani 

membuati parai koruptori kapoki untuki menjalankani aksinyai lagi.i Dengani 

begitui pula,i kontroli masyarakati bisai berjalani secarai efektif.i Sebabi tanpai 

adanyai kontroli penuhi darii masyarakat,i penanganani korupsii dii negerii inii 

taki mungkini akani bisai berjalani secarai tuntas.i Sebaliknya,i masyarakati taki 
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i Satino.i eti al.,i 2021,i Perani Persi Dalami Penegakani Hukumi Ditinjaui Darii Segii Undang-Undangi 

Nomori 40i Tahuni 1999i Tentangi Pers,i Jurnali Esensii Hukum,i Volumei 3i No.i 1,i hlm.i 105.i  
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akani bisai melakukani kontroli apabilai tidaki mendapatkani informasii yangi 

akurati dani lengkap.
86

i Bentuki perani sertai masyarakati melaluii mediai sosiali 

menuruti Ketuai KPKi Abrahami periodei 2011-2015i mengatakan,i mediai 

sosiali dapati menjadii saranai bagii masyarakati untuki berperani sertai dalami 

pemberatasani tindaki pidanai korupsi.i Masyarakati menuruti Abraham,i dapati 

menyampaikani dukungannyai kepadai KPKi melaluii mediai sosiali sepertii 

twitteri ataui facebook.i Perani sertai masyarakati memberantasi korupsii itui 

bisai jugai menggunakani mediai sosial.i Salahi satui contohnya,i kemarini saati 

terjadii hiruki pikuki serangani kelemahani KPK,i mempretelii kewenangani 

penyedapani KPK,i katai Abrahami dalami seminari Tantangani Humasi 

Lembagai dii Tengahi Sesaknyai Opinii Negatifi Pemerintahi dii Mediai 

Sosial.
87

 

 

D. Korupsi Dalam Perspektif Islam  

1. Korupsi Dalam Pandangan Islam  

Islami memandangi korupsii sebagaii perbuatani keji.i Perbuatani 

korupsii dalami konteksi agamai Islami samai dengani fasad,i yaknii perbuatani 

yangi merusaki tatanani kehidupani yangi pelakunyai dikategorikani 

melakukani Jinayaati al-kubrai (dosai besar).i Korupsii dalami Islami adalahi 
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i Ahmadi Haruni Yahya,i Perani Mediai Massai Dalami Memberantasi Korupsi,i Sheilai Coronel,i 

Investigatingi Estrada,i PCIJ. 
87

i Ichai Rastika,i “Abraham:i Memberantasi Korupsii Bisai Melaluii Media”,i 

https://nasional.kompas.com/read/2013/12/05/1206038/Abraham.Memberantas.Korupsi.Bisa.Mela

lui.Media.Sosial,i diaksesi padai 05/12/2013,i pkl.i 12:06i WIB 
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perbuatani melanggari syariat.i Syariati Islami bertujuani untuki mewujudkani 

kemaslahatani bagii umati manusiai dengani apai yangi disebuti sebagaii 

maqashidussyi syaria’ah.i Diantarai kemaslahatani yangi hendaki ditujui 

tersebuti adalahi terpeliharanyai hartai (hifdzuli maal)i darii berbagaii bentuki 

pelanggarani dani penyelewengan.i Islami mengaturi dani menilaii hartai sejaki 

perolehannyai hinggai pembelanjaannya,i Islami memberikani tuntunani agari 

dalami memperolehi hartai dilakukani dengani cara-carai yangi bermorali dani 

sesuaii dengani hukumi Islami yaitui dengani tidaki menipu,i tidaki memakani 

riba,i tidaki berkhianat,i tidaki menggelapkani barangi miliki orangi lain,i tidaki 

mencuri,i tidaki curangi dalami takarani dani timbangan,i tidaki korupsi,i dani 

laini sebagainya.
88

i Sebagaimanai dalami firmani Allahi swti dalami surahi Al-

Baqarah:188. 

ا iوَلَُ ه ىْْٓ ىُْ iتأَكْ  ىُْ iايَْىَانكَ  ٍُْكَ  اوُِ iانِىَ iبهِآَُْ iوَت دْن ىْا iباِنْباَطِمُِ iبَ كَّ ه ىْا iانْح  ٌْقاً iنتِأَكْ  ٍُْ iفسَِ  iانَُّاسُِ iايَْىَالُِ iيِّ

ثْىُِ َْت ىُْ iباِلِْ ٌَُ iوَاَ ىْ  ً تعَْهَ  ࣖ

“Dani janganlahi sebahagiani kamui memakani hartai sebagiani yangi laini dii 

antarai kamui dengani jalani bathili dani (janganlah)i kamui membawai (urusan)i 

hartai itui kepadai hakim,i supayai kamui dapati memakani sebahagiani daripadai 

hartai bendai orangi laini itui dengani (jalani berbuat)i dosa,i padahali kamui 

mengetahui.”
89

 

Dalami keterangani laini jugai dijelskani i dalami surahi An-Nisa:29 
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i Arinii Indikai Arifin,i 2015,i Tindaki Pidanai Korupsii Dalami Perspektifi Hukumi Pidanai Islam,i Vol.i 

III/No.i 1/Jan-Mar/2015,i hlmi 74 
89

i Al-Hikmah,i Al-Qur’ani Terjemahan,i Departemeni Agamai RI,i Jakarta,i 2013,i hali 29. 
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ْٓاٌَُّهاَ  ٌ i ٍَُ ٌْ يَُ ىْا iانَّرِ ا iلَُ iا  ه ىْْٓ ىُْ iتأَكْ  ىُْ iايَْىَانكَ  ٍُْكَ  ُْٓ iباِنْباَطِمُِ iبَ ٌُْ iالَِّ ٌَُ iاَ ىْ ٍُْ iتجَِازَةًُ iتكَ  ىُْ  iتسََاضُ  iعَ ُْك  ا iوَلَُ iيِّ  iتقَْت ه ىْْٓ

ىُْ  َْف سَك  ٌَُّ iاَ َُ iاِ
ٌَُ iاّلل  ىُْ iكَا ا iبكِ  ًً ٍْ  زَحِ

”i Haii orang-orangi yangi beriman,i janganlahi kamui salingi memakani hartai 

sesamamui dengani jalani yangi batil.”
90

 

Hartai hasili korupsii adalahi haram,i sehinggai iai menjadii salahi satui 

penyebabi yangi dapati menghalangii terkabulnyai do’a,i sebagaimanai 

dipahamii darii sabdai Nabii Saw:i “Wahaii manusia,i sesungguhnyai Allahi itui 

baik,i tidaki menerimai kecualii yangi baik.i Dani sesungguhnyai Allahi 

memerintahkani orang-orangi yangi berimani dengani apai yangi Allahi 

perintahkani kepadai parai rasul.i Allahi berfirman,"Wahaii parai rasul,i 

makanlahi darii yangi baik-baiki dani kerjakanlahi amali shalih.i Sesungguhnyai 

Akui Mahai Mengetahuii apai yangi kaliani kerjakan".i Diai (Allah)i jugai 

berfirman:i "Wahaii orang-orangi yangi beriman,i makanlahi yangi baik-baiki 

darii yangi Kamii rizkikani kepadai kamu,"i kemudiani beliaui (Rasulullah)i 

Shallallahui 'alaihii wai sallami menceritakani seseorangi yangi lamai bersafar,i 

berpakaiani kusuti dani berdebu.i Diai menengadahkani tangannyai kei langiti 

(serayai berdo’a):i "Yai Rabb…,i yai Rabb…,"i tetapii makanannyai haram,i 

minumannyai haram,i pakaiannyai harami dani dirinyai dipenuhii dengani 

sesuatui yangi haram.i Maka,i bagaimanai do’anyai akani dikabulkan?"i Dalami 
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i Ibid,i hali 83. 
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haditsi laini Nabii sawi jugai bersabdai “Setiapi tubuhi yangi berkembangi darii 

yangi haram,i makai nerakai lebihi utamai baginya”(HRAhmad).
91
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i Miftahi H.i Yusufpati,i “Haramnyai Pendapatani darii Pekerjaani yangi Kotori Menuruti Syaikhi Al-

Qardhawi”,i https://kalam.sindonews.com/read/1124725/69/haramnya-pendapatan-dari-pekerjaan-

yang-kotor-menurut-syaikh-al-qardhawi-1686575162,i diakesi padai Selasa,i 13i Junii 2023i pkl.i 

05:15i WIB. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kebijakan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang 

Dilakukan Secara Bersama-sama (Tinjauan Putusan Nomor: 

130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst)  

Optimalisasi Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama guna 

meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kokohnya Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) serta dalam rangka pencapaian tujuan nasional. 

Oleh karena itu kebijakan optimalisasi pemberantasan korupsi harus 

ditindaklanjuti dengan strategi yang komprehensif, integral atau ketahanan 

nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, 

menyeluruh, dan terpadu,
92

 dan holistik yang melibatkan reformasi 

kelembagaan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta perubahan 

budaya hukum melalui pendidikan dan partisipasi masyarakat.
93

 agar benar 

benar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Menyimak penyebab terjadinya 

korupsi, dapat disimpulkan terkait aspek-aspek manusia, regulasi, birokrasi, 

political will, komitmen, dan konsistensi penegak hukum serta budaya 

masyarakat.  

                                                           
92 Annisa, Ketahanan Nasional: Pengertian, Fungsi dan Asasnya, 

https://fahum.umsu.ac.id/ketahanan-nasional-pengertian-fungsi-dan-asasnya/, diakses tanggal 11 

Oktober 2023. 
93 Dominikus Jawa. Et al., 2024, Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di 

Indonesia, Jurnal USM Law Review, Vol. 7, No. 2, hlm. 1. 

https://fahum.umsu.ac.id/ketahanan-nasional-pengertian-fungsi-dan-asasnya/
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Untuk itu secara garis besar strategi yang diterapkan meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut:
94

 

a. Peningkatan Integritas dan Etika Penyelenggara Negara; 

b. Pemantapan dan Percepatan Reformasi Birokrasi; 

c. Penguatan Budaya Anti Korupsi Masyarakat; dan 

d. Penegakan Hukum yang Tegas, Konsisten, dan Terpadu. 

A.1 Kebijakan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang 

Dilakukan Secara Bersama Sama 

Korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crime), 

sehingga dalam modus operandinya juga tidak bisa orang perseorang- an bekerja 

sendirian, tetapi dilakukan secara bersamaan, yang melibat- kan orang/pihak lain 

yang biasa disebut dalam istilah Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) 

sebagai delik penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 1 dan ayat 2, 

bunyi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55 ayat 1 dan 

ayat 2, menyatakan sebagai berikut:
95

  

 

 Pasal 55 (1). 

                                                           
94 Aji Krisnanto. et al., “Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 

130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tentang Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi 

Yang Dilakukan Secara Bersama-sama”, Magister Hukum Universitas Pamulang , hlm. 3.  
95 Agus Kasiyanto, 2018, Tindak Pidana Korupsi: Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa, 

Kencana, Jakarta, hlm. 8.  
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Dipidana sebagai si pembuat sesuatu tindak pidana: 

Ke-1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut me- 

lakukan perbuatan itu; 

Ke-2. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekua- 

saan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi 

kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya per- 

buatan dilakukan. 

 Pasal 55 (2). 

Adapun tentang orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertang- 

gungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang disengaja dibujuk olehnya 

serta akibat perbuatan itu.  

Berkitan dengan hal di atas, maka penanggulangan kejahatan Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme (KKN) harus dilakukan secara simultan baik melalui hukum 

pidana (penal) maupun bidang hukum lainnya (non-penal). 

Pemberantasan kejahatan Korupsi secara penal di Indonesia saat ini 

menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. 

Sedangkan pemberantasan kejahatan Kolusi dan Nepotisme terdapat di dalam 
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 

Bersih dan Bebas KKN.
96

 

Konsepsi kebijaksanaan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung 

konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi 

kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan 

usaha-usaha lain yang bersifat 'non-penal'. Usaha-usaha non-penal ini dapat 

meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh kebijaksanaan sosial atau 

pembangunan nasional.
97

 

2. Kebijakan Penal 

Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana 

korupsi adalah dengan menjalankan peraturan hukum pidana (penal policy). 

Kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan secara keseluruhan yang 

berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta 

realita di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang dijalankan 

tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan 

pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Menurut Sudarto, arti mengenai kebijakan penal yaitu : 

e. Dalam arti sempit yaitu, keseluruhan asas dan metode sebagai dasar dari 

reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa hukuman pidana. 

                                                           
96 Maroni dan Nenny Dwi Ariani, 2019, “Kebijakan Penal Penangulangan Kejahatan Korupsi di 

Indonesia”, CV. Anugrah Utama Raarja, Lampung, hlm. 10.  
97 Edi Saputra Hasibuan, 2021, Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum, 

PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 102.  
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f. Dalam arti luas yaitu, keseluruhan fungsi dari aparatur negara termasuk 

di dalamnya yakni cara kerja dari pengadilan dan polisi. 

g. Dalam arti paling luas yaitu, keseluruhan kebijakan yang dilakukan 

melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan 

untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.  

Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan dengan sidang di pengadilan 

yang dipimpin oleh hakim, hakim harus aktif memberikan pertanyaan dan 

memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat 

hukumnya untuk memberikan pertanyaan kepada saksi-saksi, begitu pula kepada 

jaksa penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. 

Kemudian hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya. 

Pada tanggal 17 Juli 2017, KPK menggelar konferensi pers tentang penetapan 

Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan E-KTP. Pengadaan 

proyek E-KTP terjadi pada kurun waktu 2011-2012, Ketika Setya Novanto 

menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR. Ia diduga ikut mengatur 

agar aliran dana proyek E-KTP senilai Rp. 5,9 triliun disetujui anggota DPR. 

Selain itu, Setya Novanto diduga telah merekayasa pemenang lelang dalam 

proyek E-KTP. Setya Novanto bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi 

Narogong, Novanto diduga menyebabkkan kerugian negara sebesar Rp. 2,3 

triliun.14 Berdasarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDB (Surat 
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Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
98

 yang dikeluarkan oleh KPK untuk 

Setya Novanto, tertulis Sprindik Nomor 113/01/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017. 

Dalam Sprindik tersebut dipaparkan bahwa Setya Novanto sebagai Ketua DPR-RI 

melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pengadaan paket 

penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara 

Nasional (E-KTP) pada tahun 2011 s.d. 2012 pada Kementerian Dalam Negeri 

Republik Indonesia. Setya Novanto diduga melakukan korupsi secara bersama-

sama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong, Anang Sugiana Sudihardjo, Ir. 

Sugiharto, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik 

Indonesia. Dalam kasus korupsi, para pelaku dapat dijatuhi hukuman seberat 

beratnya karena pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

Dalam setiap perbuatan yang terkandung unsur kesalahan atau tindak pidana, 

maka tindak pidana atau kesalahan itulah yang menyebabkan seseorang itu 

dihukum. Dalam hal ini dikenal asas tindak pidana tanpa kesalahan (Geen straf 

zonder schuld atau non facit reum nisi mens sit rea)
99

 yang merupakan asas pokok 

dalam pertanggungjawaban pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Asas 

hukum tidak tertulis ini dianut hukum pidana Indonesia saat ini.
100

 Dari uraian di 
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99 D. A. Malik, 2019, Suatu Tinjauan Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Guepedia, Mataram, hlm. 
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100 Yeni Widowaty, 2012, Criminal Corporate Liability In Favor of The Victims In The Case Of 
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atas, maka hakim memiliki kebijakan yang diputuskan, adapun putusannya 

sebagai berikut: 

 Menyatakan Terdakwa SETYA NOVANTO tersebut terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan “ tindak pidana korupsi yang 

dilakukan secara bersama-sama”;  

 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 

(lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus 

juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 

pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;  

 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan  

 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan.  

 Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar USD 

7.3000,- (tujuh juta tiga ratus ribu dolar Amerika) dikurangi sebesar Rp. 

5.000.000.000 (lima miliar rupiah) yang telah dititipkan oleh terdakwa 

kepada penyidik KPK, dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam 

waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan 

hukum tetap, maka harta benda SETYA NOVANTO akan disita dan 

dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak 

mempunyai harta benda yang cukup untuk mmebayar uang pengganti, 

maka terdakwa dippidana penjara selama 2 (dua) tahun. - Menjatuhkan 
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pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk menduduki dalam 

jabatan public selama 5 (lima) tahun terhitung sejak terpidana selesai 

menjalani masa pemidanaan. 

2. Kebijakan Non Penal  

Kebijakan non penal merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan 

dengan tidak melakukan pidana. Upaya ini dapat juga diartikan sebagai upaya 

bersifat preventif, misalnya memperbaiki serta menanggulangi kejahatan baik 

dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan pemerintahan. Upaya non-penal 

merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan termasuk untuk kejahatan 

korupsi.
101

 Mengingat peran kebijakan non penal yang sangat strategis seperti 

yang dikemukakan di atas, integrasi dan keselarasan kebijakan non penal ke 

dalam kebijakan kriminal sebagai usaha preventif adalah penting 

adanya.
102

Apabila dilihat dari perspektif politik kriminal secara makro maka 

kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum 

pidana atau nonpenal policy merupakan kebijakan yang paling strategis. Hal ini 

disebabkan karena nonpenal policy lebih bersifat sebagai tindakan pencegahan 

terhadap terjadinya kejahatan. Penanggulangan korupsi juga diupayakan dan 

                                                           
101 Safik Faoz. et al., 2023, Upaya Non Penal Penanngulangan Tindak Pidana Korupsi Oleh 
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Vol 24 No 1 April 2023, hlm. 1.  
102 Syukri Kurniawan, 2021, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Lanjut Usia Sebagai Pelaku 
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diarahkan melalui upaya dalam mencegah dan menghapus hal-hal yang dapat 

menjadi penyebab korupsi. Lebih jelas Sudarto menyatakan bahwa :
103

 

Suatu “Clean Government”, dimana tidak terdapat atau setidak-tidaknya tidak 

banyak terjadi perbuatan-perbuatan korupsi, tidak bisa diwujudkan hanya dengan 

peraturan peraturan hukum, meskipun itu hukum pidana dengan sanksinya yang 

tajam. Jangkauan hukum pidana adalah terbatas. Usaha pemberantasan secara 

tidak langsung dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan di lapangan politik, 

ekonomi, dan sebagainya. 

Presiden RI. Joko Widodo menyusun agenda pemerintahan pada tahun 2014 lalu 

melalui “Nawa Cita”. Lazimnya, Ia adalah istilah umum yang diserap dari bahasa 

Sanskerta, nawa (sembilan) dan cita (harapan, agenda, keinginan). Dalam konteks 

perpolitikan Indonesia menjelang Pemilu Presiden 2014, istilah ini merujuk 

kepada visi-misi yang dipakai oleh pasangan calon presiden dan calon wakil 

presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla berisi agenda pemerintahan pasangan itu. 

Dalam visi-misi tersebut dipaparkan sembilan agenda pokok untuk melanjutkan 

semangat perjuangan dan cita-cita Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, 

yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam 

kebudayaan.
104

 Poin keempat dalam agenda priortas tersebut menyebutkan secara 

tegas untuk menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan 

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya secara 
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3, hlm. 10.  
104 Sugianto, Problematika Penegakan Hukum dan Nawacita Jokowi-JK Dalam Perspektif Hukum 
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politikal, proyek E-KTP sudah bermasalah sejak tahap perencanaan, karena ada 

kesepakatan informal di belakang proses formal. Jika kesepakatan informal itu 

bisa dideteksi dini dan dicegah, maka kerugian negara mungkin bisa dihindari. 

Namun, para pelaku terbukti canggih menjaga rahasia, termasuk hubungan 

dengan pejabat di Kemendagri dan BUMN/swasta. Pejabat Kemendagri dan 

BUMN berperan penting sebagai penguasa anggaran dan pejabat pelaksana 

proyek. Mereka bisa melaporkan adanya tekanan politik, apabila benar-benar jujur 

dan profesional sejak tahap perencanaan. Tetapi, karena mereka diamsajadan 

berkompromi dengan praktek ilegal, maka akhirnya mereka menjadi bagian dari 

korupsi sistemik. 

Adapun Indriyanto Seno Adji mengemukakan beberapa perspektif korupsi yang 

perlu menjadi perhatian para penegak hukum.
105

Pertama korupsi sistemik atau 

korupsi kelembagaan merupakan bentuk kejahatan yang sulit pembuktiannya, 

yang tumbuh subur sejalan dengan kekuasaan ekonomi, hukum, dan politik. 

Layaknya penyakit, maka korupsi ini dika- tegorikan sebagai penyakit misterius 

yang kadar penyembuhan sangat minim dan selalu menjadi uji coba bagi 

penanggulangan. Hasilnya pun kadang kala sudah dapat diprediksi secara 

pesimistis, yaitu tidak searah dengan kebijakan masyarakat untuk memberantas 

korupsi. Secara konseptual, pada negara berkembang, pemikiran bahwa korupsi 

ini bagian dari kekuasaan bahkan bagian dari sistem itu sendiri menjadi tidak 

diragukan. Karenanya ada yang berpendapat bahwa penanggulangan yang terpadu 

adalah dengan memperbaiki sistem yang ada. Artikulasi "sistem" ini memiliki 
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makna yang komprehensif, bahkan dapat dikatakan sebagai suatu proses yang 

signifikan. Korupsi sudah menjadi bagian dari sistem yang ada, karenanya usaha 

maksimal bagi penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana 

korupsi, harus dilakukan dengan pendekatan sistem atau systemic approach, 

apalagi bila pendekatan sistem ini dikaitkan dengan peranan institusi peradilan 

yang sangat menentukan sebagai salah satu institusi penegakan hukum dalam 

proses akhir pemberantasan korupsi. Sangat sulit menentukan arah dimulai awal 

antisipasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ini. Sistem harus 

ditelaah sebagai suatu kesatuan yang meliputi tindakan reevaluasi, reposisi, dan 

pembaruan (reformasi) terhadap struktur (structure), substansi (substance) hukum 

dan khususnya budaya hukum (legal culture) sebagai cermin etika dan integritas 

penegakan hukum. System approach sebagai bahan untuk memecahkan persoalan 

hukum (legal issue) atau penyelesaian hukum (legal solution), maupun pendapat 

hukum (legal opinion).
106

 

Legal culture (budaya hukum) merupakan aspek signifikan yang melihat 

bagaimana masyarakat menganggap ketentuan sebagai civic minded sehingga 

masyarakat akan selalu taat dan sadar pentingnya hukum sebagai suatu regulasi 

umum. Persoalan korupsi sebagai budaya hukum ini berkaitan erat dengan soal 

etika, moral masyarakat, khususnya pejabat penegak hukum. Pendekatan struktur 

dan substantif tidak akan berhasil apabila tidak diikuti secara bersamaan dengan 
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pendekatan budaya dan etika hukum itu sendiri yang sering terkontaminasi 

dengan soal suap. 

Kedua, melakukan tindakan secara terintegrasi dari lembaga penegak hukum 

melalui integrated criminal justice system, artinya di antara penegak hukum harus 

memiliki suatu balance and equal power, suatu kewenangan yang berimbang dan 

sama di antara para penegak hukum. Hal ini untuk menghindari diskriminasi 

kewenangan lembaga yang justru akan melemahkan penegakan hukum terhadap 

korupsi, selain itu justru diskriminasi kewenangan akan menimbulkan disintegrasi 

penegakan hukum. 

Ketiga, pendekatan sistem di atas dilakukan secara simultan dan terintegrasi 

dengan pendekatan up-down, bukan bottom-up yang selama ini terjadi. Kejaksaan 

Agung dengan minimnya kewenangan telah memberi citra tersendiri dengan 

menetapkan pejabat eselon I departemen sebagai tersangka, sekaligus tetap 

memperhatikan hak tersangka, status mana tidak pernah terjadi sejak era 

reformasi. Pendekatan up-down merupakan karakter representasi keseriusan 

negara dalam pemberantasan korupsi. Selama icon karakter korupsi masih 

berpijak pada pendekatan bottom-up, maka hasil yang dicapai adalah pesimisme 

penegakan hukum. 

KPK dapat mengusulkan sistem baru kepada pemerintah melalui Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu Sistem Integritas Nasional (SIN). SIN 

menjamin para pejabat atau penyelenggara negara tidak lagi dapat melakukan 

korupsi. SIN terdiri dari 8 (delapan) komponen utama, yakni kode etik dan 
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pedoman perilaku, pengumuman harta kekayaan kebijakan gratifikasi dan hadiah, 

pengelolaan akhir masa kerja, saluran pengaduan, dan whistle blower, pelatihan 

atau internalisasi integritas, evaluasi eksternal integritas, dan pengungkapan isu 

integritas. SIN akan diterapkan menjadi suatu nilai fundamental untuk dijadikan 

muatan kebijakan kementerian lembaga, kode etik, dan kode perilaku perilaku 

pegawai, bahkan termasuk menteri, serta pemimpin lembaga negara termasuk 

DPR RI. Sistem yang baik tersebut harus diawasi secara bersama masyarakat dan 

LSM penggiat anti korupsi. Pemerintah harus sudah dapat melaksanakan program 

pembelajaran sejak dini mulai dari Pra-Sekolah Dasar samapi Perguruan Tinggi 

dengan memasukan kedalam kurikullum sekolah tersebut melalui pengajran 

pembentukan karakter dan nilai- nilai moral yang baik. Materi ini harus dibuat 

secara khusus dan benar tanpa adanya masukan untuk kepentingan golongan atau 

agama tertentu. 

Sebagaimana kejahatan pada umumnya, korupsi dapat terjadi kapan saja dan 

dimana saja, dilakukan baik oleh kalangan atas (elit) di pusat dandaerah, maupun 

oleh kalangan bawah (pegawai rendahan), seperti: dalam pembuatan KTP, SIM 

dan berbagai macam perizinan. Korupsi menggoroti kehidupan masyarakat 

terutama rakyat kecil yang menanggung beban ekonomi biaya tinggi, dan 

melambungnya harga barang-barang kebutuhan pokok ditengah sulitnya 

kehidupan.
107
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Penanggulangan terhadap kejahatan (termasuk korupsi) pada hakikatnya adalah 

suatu policy atau kebijakan yang dipilih oleh penguasa (pemerintah) dalam 

kerangka kebijakan atau politik kriminal . (Sudarto) mengemukakan 3 (tiga) arti 

mengenai kebijakan kriminal, yaitu :
108

  

a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi 

dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;  

b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, 

termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;  

c. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan 

melalui perundang undangan dan badan badan resmi, yang bertujuan 

untuk menegakkan normanorma sosial dalam masyarakat.  

Pada hakekatnya politik hukum pidana merupakan bagian integral dari politik 

sosial.
109

 Politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat 

dalam menanggulangi kejahatan, dan bagian integral dariupaya perlindungan 

masyarakat  (social defence), serta upaya mencapai kesejahteraan masyarakat 

(social welfare).  

Menurut Muladi, dan Diah Sulistyani R.S.: "Kebijakan kriminal merupakan 

ilmu pengetahuan tentang pencegahan kejahatan atau organisasi rasional 
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tentang reaksi sosial terhadap kejahatan".
110

 Oleh karena itu tujuan akhir dan 

utamanya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat.  

B. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Korupsi Proyek E-KTP 

Padai tahuni 1945,i negarai Indonesiai merumuskani Undang-Undangi Dasari 

(UUD)i sebagaii landasani konstitusionali untuki membentuki sistemi pemerintahan,i 

menjalankani kebijakani negara,i dani menjamini hak-haki dasari wargai negara.i 

Seiringi dengani itu,i negarai Indonesiai jugai menghadapii masalahi korupsii yangi 

semakini merajalelai dani merusaki tatai pemerintahani yangi baik. 

Dalami penanganani kasusi korupsii dii Indonesia,i implementasii UUDi menjadii 

sangati pentingi sebagaii pisaui bedahi yangi efektifi untuki memberantasi korupsi.i 

Secarai umum,i analisisi hukumi atasi implementasii UUDi dalami penanganani kasusi 

korupsii dii Indonesiai dapati dibagii menjadii tigai bagian,i yaitu:i Implementasii darii 

UUDi Negarai Republiki Indonesiai dalami penanganani kasusi korupsii dii Indonesiai 

menjadii sangati pentingi untuki dilakukani karenai korupsii merupakani salahi satui 

masalahi yangi sangati besari dii Indonesiai dani berdampaki luasi padai pembangunani 

negara,i perekonomian,i dani kesejahteraani masyarakat.i Dalami analisisi hukumi ini,i 

akani dilakukani penelitiani terhadapi bagaimanai UUDi Negarai Republiki Indonesiai 

diimplementasikani dalami penanganani kasusi korupsii dii Indonesia.i Hali inii 

dilakukani dengani menganalisisi beberapai aspeki pentingi dalami UUDi Negarai 

Republiki Indonesiai yangi berkaitani dengani kasusi korupsi,i sepertii hakim,i 
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kejaksaan,i KPK,i dani penegakani hukum.i Dalami UUDi Negarai Republiki 

Indonesia,i dijelaskani bahwai kekuasaani kehakimani beradai dii tangani Mahkamahi 

Agungi dani lembagai peradilani yangi dibentuki olehi undang-undang.i Hali inii 

menunjukkani bahwai Mahkamahi Agungi harusi bertindaki secarai independeni dani 

terbebasi darii pengaruhi politiki apapuni untuki menentukani putusani yangi adili 

dalami setiapi kasusi korupsii yangi dihadapi.i Selaini itu,i UUDi Negarai Republiki 

Indonesiai jugai mencantumkani bahwai lembagai kejaksaani memilikii tugasi untuki 

melaksanakani penuntutani dalami setiapi kasusi korupsii dengani seadil-adilnya.i 

Tugasi inii harusi dilaksanakani dengani mengacui padai prinsip-prinsipi hukumi yangi 

diaturi dalami UUi Nomori 31i Tahuni 1999i tentangi Pemberantasani Tindaki Pidanai 

Korupsi.i Lembagai laini yangi sangati pentingi dalami penanganani kasusi korupsii dii 

Indonesiai adalahi Komisii Pemberantasani Korupsii (KPK).i KPKi memilikii tugasi 

untuki melakukani penyidikani dani penuntutani dalami kasusi korupsi,i sertai 

melakukani pencegahani korupsi.i KPKi harusi bertindaki secarai independeni dani 

berkewajibani untuki menjalankani tugasnyai sesuaii dengani undang-undangi yangi 

berlaku.i Dalami Pasali 3i Undang-Undangi Nomori 30i Tahuni 2002,i KPKi 

berkedudukani sebagaii lembagai negarai yangi dalami melaksanakani tugasi dani 

wewenangnyai bersifati independeni dani bebasi darii pengaruhi kekuasaani apapun.i 

KPKi dibentuki dengani tujuani untuki meningkatkani dayai gunai dani efektivitasi 

upayapemberantasani korupsi.i Dalami menjalankani tugasi dani wewenangnya,i 

KPKi berlandaskani padai nilai-nilaii kepastiani hukum,i keterbukaan,i akuntabilitas,i 
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kepentingani umum,i dani kepentingani umum.proporsionalitas.i Berdasarkani 

posisinya,i KPKi memilikii limai tugas:i pokok-i pokoknya,i yaitu:
111

 

1. koordinasii dengani instansii yangi berwenangi melakukani pemberantasani 

korupsi; 

2. pengawasani terhadapi instansii yangi berwenangi melakukani pemberantasani 

tindaki pidanai korupsi; 

3. melakukani penyidikan,i penyidikan,i dani penuntutani tindaki pidanai korupsi; 

4. melakukani tindakani pencegahani korupsi; 

5. mengawasii penyelenggaraani pemerintahani negara. 

Penerapani hukumi dalami penanganani kasusi korupsii merupakani aspeki 

pentingi dalami UUDi Negarai Republiki Indonesia.i UUi Pemberantasani Tindaki 

Pidanai Korupsii memberikani aturan-aturani yangi sangati ketati bagii parai 

pelakui korupsi,i termasuki dii dalamnyai hukumani yangi cukupi berat.i Dalami 

menjalankani tugasnya,i penegakani hukumi harusi dilakukani secarai adil,i 

transparan,i dani terbebasi darii pengaruhi politiki ataui pihaki manapun.i Dii 

sampingi itu,i UUDi Negarai Republiki Indonesiai jugai mencantumkani 

kewajibani bagii setiapi wargai negaranyai untuki mentaatii hukumi dani peraturani 

yangi berlaku.i Hali inii menunjukkani bahwai penanganani kasusi korupsii jugai 

memerlukani partisipasii aktifi darii masyarakat,i termasuki melaluii laporani ataui 

pengaduani terkaiti tindaki pidanai korupsii yangi terjadi.i Secarai keseluruhan,i 

implementasii UUDi Negarai Republiki Indonesiai dalami penanganani kasusi 
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i Yunusi ,i 2024,i “Pendidikani Antikorupsi“i CVi Adanui Abimata,i Indramayui Jawai Barat,i hlm.i 

87.i  
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korupsii dii Indonesiai sangati pentingi untuki dilakukani agari korupsii dapati 

ditindaki secarai efektif.i Dasari hukumi bagii masyarakati untuki dapati berperani 

sertai dalami pencegahani dani pemberantasani Tindaki Pidanai Korupsii 

sebenarnyai sudahi diaturi dii dalami pasali 108i ayati 1i dani ayati 3i Undang-

Undangi Nomori 8i Tahuni 1981i Tentangi Kitabi Undang-Undnagi Hukumi Acarai 

Pidanai (KUHP),i yaitu:
112

i  

(1)i Setiapi orangi yangi mengalami,i melihat,i menyaksikani dani ataui menjadii 

korbani peristiwai yangi merupakani tindaki pidanai berhaki untuki mengajukani 

laporani ataui pengaduani kepadai penyidiki dani ataui penyidik,i baiki lisani 

maupuni tertulis;i  

(2)i Setiapi pegawaii negerii dalami rangkai melaksanakani tugasnyai yangi 

mengetahuii tentangi terjadinyai peristiwai yangi merupakani tindaki pidanai 

wajibi segerai melaporkani hali itui kepadai penyelidiki ataui penyidik.i  

Perani sertai masyarakati dalami pencegahani dani pemberantasani Tindaki Pidanai 

Korupsii tambahi semakini jelasi lagii berdasarkani ketentuani Undang-i undangi 

No.i 31i Tahuni 1999i joi Undang-Undangi No.i 20i Tahuni 2001i tentangi 

Pemberantasani Tindaki Pidanai Korupsii padai pasali 41i ayati 2i disebutkani 

bahwai perani sertai masyarakati dalampemberantasani Tindaki Pidanai Korupsii 

dapati diwujudkani dalami bentuk:
113

i  

                                                           
112

i Marteni Bunga.i Eti al.,i 2019,i Urgensii Perani Sertai Masyarakati Dalami Upayai Pencegahani dani 

Pemberantasani Tindaki Pidanai Korupsi,i Lawi Reform,i Volumei 15,i Nomori 1,i hlm.i 90.i  
113

i Ibid,i hlm.i 91.i  
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(a)i Haki untuki mencari,i memperolehi dani memberikani informasii adanyai 

dugaani telahi terjadii Tindaki Pidanai Korupsi;i  

(b)i Haki untuki memperolehi pelayanani dalami mencari,i memperolehi dani 

memberikani informasii adanya 

dugaani telahi terjadii Tindaki Pidanai Korupsii kepadai penegaki hukumi yangi 

menanganii perkarai Tindaki Pidanai Korupsi;i  

(c)i Haki menyampaikani sarani dani pendapati secarai bertanggungi jawabi 

kepadai penegaki hukumi yangi menanganii perkarai Tindaki Pidanai Korupsi;i  

(d)i Haki untuki memperolehi jawabani atasi pertanyaani tentangi laporannyai 

yangi diberikani kepadai penegaki hukumi dalami waktui palingi lamai 30i (tigai 

puluh)i hari;i  

(e)i Haki untuki memperolehi perlindungani hukumi dalami hal:i Melaksanakani 

haknyai sebagaimanai dimaksudi dalami hurufi a,b,i dani c;i dani dimintai hadiri 

dalami prosesi penyelidikan,i penyidikani dani dii sidangi pengadilani sebagaii 

saksii pelapor,i saksii ataui saksii ahli,i sesuaii dengani ketentuani peraturani 

perundang-undangani yangi berlaku. 

Seluruhi aspeki yangi adai dii dalami UUDi Negarai Republiki Indonesiai harusi 

dijalankani dengani sebaiki mungkini dengani memperhatikani prinsip-prinsipi 

hukumi yangi adil,i transparan,i dani terbebasi darii pengaruhi politiki ataui pihaki 

manapun.i Dalami hali ini,i perani aktifi darii semuai pihak,i termasuki masyarakat,i 
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sangatlahi pentingi untuki memberikani perlawanani terhadapi tindakani 

korupsi.
114

i  

Fenomenai yangi terkaiti kasusi korupsii yangi terdapati dii Indonesiai dapati kitai 

ambili yaitui kasusi E-KTPi yangi terjadii padai tahuni 2017i lalu.i Kasusi tersebuti 

melibatkani sejumlahi orangi termasuki anggotai DPRi yangi didugai terlibati dalami 

korupsii proyeki e-KTPi yangi menelani uangi negarai sebesari Rpi 2,3i triliun.i Dalami 

penanganani kasusi ini,i pemerintahi mengimplementasikani UUDi Negarai Republiki 

Indonesiai khususnyai padai Pasali 20Ai yangi mengaturi tentangi pemberantasani 

korupsi.i Selaini itu,i jugai digunakani Undang-Undangi Nomori 31i Tahuni 1999i 

tentangi Pemberantasani Tindaki Pidanai Korupsii yangi mengaturi tentangi jenis-

jenisi tindaki pidanai korupsii dani pidanai yangi diberikan.i Hasili darii penanganani 

kasusi e-KTPi tersebuti menjadii buktii efektivitasi implementasii UUDi Negarai 

Republiki Indonesiai dalami pemberantasani korupsi.i Beberapai terdakwai dijatuhii 

hukumani yangi sesuaii dengani tindaki pidanai yangi dilakukan.i Hali inii 

menunjukkani bahwai adanyai upayai pemerintahi dani kepatuhani terhadapi hukumi 

yangi berlakui dapati mencegahi dani menindaki korupsi.i Namun,i masihi adai 

beberapai kendalai dalami implementasii UUDi Negarai Republiki Indonesiai dalami 

penanganani kasusi korupsii dii Indonesia.i Salahi satunyai adalahi adanyai perbedaani 

pendapati mengenaii interpretasii terhadapi hukumi yangi berlakui dii antarai kalangani 

aparati hukum.i Hali inii dapati mempengaruhii keputusani hukumi yangi dijatuhkani 
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i Zahrai Syafitrii Atmadja,i 2022,i Analisisi Hukumi Atasi Implementasii UUDi Negarai Republiki 

Indonesiai dalami Penanganani Kasusi Korupsii dii Indonesia,i Jurnali Pendidikani Transformatifi 

(Jupetra),i Vol.i 01i No.i 03i (2022):i Desemberi 2022,i hlm.i 5.i  
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terhadapi pelakui tindaki pidanai korupsi.
115

Pengadaani proyeki E-KTPi terjadii padai 

tahuni 2011-2012,i tersangkai utamai adalahi Setyai Novanto,i yangi menjabati 

sebagaii Ketuai Umumi Partaii Golongani Karyai padai saati itu.i Setyai Novantoi 

sebagaii tersangkai pemenangi tenderi proyeki E-KTP.i Bersamai dengani pengusahai 

Andii Agustinusi a.k.ai Andii Narogong,i Setyai Novantoi didugai melakukani 

tindakani korupsii sekitari Rpi 2,3i triliuni darii pemerintah.i Padai tahuni 2011,i 

pemerintahi Indonesiai meluncurkani proyeki e-KTPi untuki menggantikani kartui 

identitasi manuali dengani kartui identitasi elektroniki yangi lebihi moderni dani aman.i 

Proyeki inii diharapkani dapati meningkatkani keamanani datai penduduki dani 

mencegahi praktiki kondisi.i Tersangkai utamai adalahi Setyai Novanto,i yangi 

menjabati sebagaii Ketuai Umumi Partaii Golongani Karyai padai saati itu.i Setyai 

Novantoi sebagaii tersangkai pemenangi tenderi proyeki E-KTP.i Bersamai dengani 

pengusahai Andii Agustinusi a.k.ai Andii Narogongi dani beberapai pejabati 

pemerintah,i termasuki anggotai parlemen,i pejabati Kementeriani Dalami Negeri,i 

dani pihak-pihaki terkaiti proyeki e-KTP,i didugai terlibati dalami skemai korupsi.i 

Merekai didugai menerimai suapi darii kontraktori proyeki untuki memuluskani 

pengadaani barangi dani jasai yangi terkaiti dengani proyeki e-KTP.i Parai pelakui 

menggunakani berbagaii metodei untuki menyembunyikani uangi suap,i termasuki 

menggunakani perusahaan-perusahaani kertasi palsui dani menyalurkani danai 

melaluii beberapai rekeningi bank.i Uangi suapi jugai didugai digunakani untuki 

mempengaruhii prosesi lelangi dani pengadaan,i memastikani kontraktori tertentui 

memenangkani proyeki dengani hargai yangi sangati tinggi.i Kasusi inii menimbulkani 
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i Ibid,i hlm.i 7.i  
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kerugiani keuangani yangi signifikani bagii negara,i mencapaii triliunani rupiah.i 

Selaini itu,i proyeki e-KTPi yangi seharusnyai meningkatkani keamanani datai 

masyarakati malahi menjadii contohi buruki praktiki korupsii dalami skalai 

besar,i merusaki kepercayaani masyarakati terhadapi lembaga-lembagai 

pemerintah.i Beberapai tersangkai dalami kasusi inii diadilii dani dijatuhii 

hukumani penjarai setelahi dinyatakani bersalah.i Pemerintahi jugai telahi 

mengambili langkah-langkahi untuki memperketati pengawasani dani 

mengurangii peluangi korupsii dii masai depan,i termasuki memperbaikii sistemi 

pengadaani barangi dani jasai sertai meningkatkani transparansii dalami proses-

prosesi pemerintah.i Kasusi inii merupakani contohi nyatai tentangi bagaimanai 

korupsii dapati merusaki pembangunani negarai dani pentingnyai penegakani 

hukumi bagii anggotai praktiki korupsii dii seluruhi tingkatani pemerintahan.
116

 

Setelahi melaluii dramai yangi panjang,i KPKi akhirnyai telahi memvonisi 

bersalahi delapani orangi pelakui tindaki pidanai korupsii e-KTP.i Dikutipi darii 

(Retaduari,i 2022) 

Berdasarkan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan penyalahgunaan 

wewenang pejabat publik atau individu tertentu yang menyebabkan kerugian 

keuangan negara. Kasus ini diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan 
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i Agieli Yousufii Raidinawan.i Eti al.,i Efektivitasi Penanganani Korupsii dii Indonesia,i Programi 

Studii Administrasii Publik,i Fakultasi Ilmui Sosiali dani Ilmui Politiki Universitasi Padjadjaran,i hlm.i 

14.i  
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melibatkan pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 

1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).
117

 

Proses pengadilan Tingkat pertama yang meliputi Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat menggelar persidangan dengan agenda pemeriksaan alat bukti berupa 

keterangan saksi, ahli, terdakwa, dan dokumen. Putusan Pengadilan Negeri 

menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 3 

UU Tipikor yang berbunyi: 

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau 

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara." 

Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana berupa penjara, denda, dan 

kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara. Setelah putusan 

Pengadilan Negeri, terdakwa atau penuntut umum mengajukan banding ke 

Pengadilan Tinggi. Di tingkat banding, majelis hakim memeriksa kembali berkas 

perkara dan memutuskan untuk mempertahankan putusan tingkat pertama atau 

memberikan putusan lain. Putusan banding ini bisa berupa penguatan atau 

perubahan hukuman bagi terdakwa. Jika salah satu pihak tidak puas dengan 

putusan Pengadilan Tinggi, maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah 

Agung. 

                                                           
117 Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia, Nomor 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. 
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Mahkamah Agung memeriksa perkara melalui aspek penerapan hukum oleh 

pengadilan di tingkat bawah. Pemeriksaan dilakukan tanpa menghadirkan saksi 

atau bukti baru (non-judex facti). 

 

Mahkamah Agung dapat: 

 Menguatkan putusan sebelumnya jika sesuai hukum. 

 Membatalkan putusan jika ditemukan kekeliruan dalam penerapan hukum 

atau pertimbangan hakim. 

 Memperberat atau meringankan hukuman. 

Dalam putusan kasasi perkara Nomor 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST, 

Mahkamah Agung menetapkan bahwa terdakwa tetap terbukti melakukan tindak 

pidana korupsi. Mahkamah Agung menegaskan hukuman pidana sebagaimana 

diputuskan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, atau melakukan 

penyesuaian terhadap sanksi pidana (jika dianggap perlu). 

Setelah putusan kasasi berkekuatan hukum tetap (inkracht), jaksa selaku eksekutor 

bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan pengadilan, termasuk: 

 Menahan terdakwa (jika belum ditahan). 

 Menagih pembayaran denda dan uang pengganti kerugian negara. 

 Melakukan proses eksekusi harta benda terdakwa jika uang pengganti 

tidak dibayar. 
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Proses penegakan hukum dalam kasus pidana Nomor 

130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST mencakup tahapan mulai dari persidangan 

di Pengadilan Negeri, upaya banding di Pengadilan Tinggi, hingga upaya kasasi di 

Mahkamah Agung. Pada akhirnya, Mahkamah Agung memberikan putusan yang 

bersifat final dan mengikat, yang kemudian dieksekusi oleh jaksa untuk 

memulihkan kerugian keuangan negara dan menjatuhkan hukuman pidana sesuai 

hukum yang berlaku. 

Berikuti adalahi rinciani darii vonisi delapani orangi yangi bersalah dalam kasus korupsi 

proyek E-KTP:118
i  

1. Sugiharto:i 5i tahuni penjarai (vonisi 22i Junii 2017) 

2. Irman:i 7i tahuni penjarai (vonisi 20i Julii 2017) 

Jaksai penuntuti umumi Komisii Pemberantasani Korupsii ataui KPKi memintai 

duai terdakwai korupsii e-KTP,i Irmani dani Sugiharto,i masing-masingi dihukumi 

7i tahuni dani 5i tahuni penjara.i Keduanyai dinilaii terbuktii bersalahi 

menyalahgunakani wewenangi untuki memperkayai dirii sendiri,i orangi lain,i dani 

korporasii sehinggai menyebabkani negarai rugii Rpi 2,3i triliun.i Terdakwai 

Irmani dani Sugihartoi terbuktii secarai sahi dani meyakinkani bersalahi secarai 

bersama-samai melakukani korupsi.i Selaini hukumani penjara,i jaksai jugai 

memintai Irmani didendai Rpi 500i jutai subsidiari 6i bulani kurungan.i Sedangi 

Sugihartoi didendai Rpi 400i jutai subsidiari 6i bulani kurungan.i Untuki 

mengembalikani keuangani negara,i jaksai memintai majelisi hakimi untuki 

                                                           
118

i Berliani Hanifatusi Azzahrah.i Eti al.,i 2022,i Korupsii Sebagaii Tindaki Penyelewengani Pancasilai 

Silai ke-5,i Intelektivita,i Voli 4.i Noi 4i Desemberi 2022,i hlm.i 38.i  

https://m.tempo.co/read/news/2017/03/09/063854213/ini-daftar-nama-terduga-penerima-duit-korupsi-e-ktp
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memintai keduai terdakwai membayari dendai tambahani senilaii uangi yangi 

merekai terimai dalami korupsii ini.i Irmani dimintai mengembalikani uangi 

sebesari USDi 273.700i dolar,i Rpi 2,248i miliar,i dani SinDi 6.000.i Sementarai 

Sugihartoi dimintai mengembalikani uangi sebesari Rpi 500i juta.
119

 

3. Andii Naragong:i 8i tahuni penjarai (21i Desemberi 2017) 

Majelisi Hakimi mengabulkani permohonani Justicei Collaboratori Andii 

Agustinusi aliasi Andii Narogong.i Majelisi berpendapat,i Andii telahi kooperatifi 

dalami persidangani dani mengungkapi nama-namai laini dalami kasusi korupsii e-

KTP.i "Menimbangi bahwai terdakwai dalami perkarai inii telahi terusi terangi 

mengakuii kejahatani yangi dilakukannyai dani mengungkapi pelaku-pelakui laini 

dengani alasani tersebuti majelisi berpendapati cukupi beralasani menyatakani 

terdakwai tersebuti sebagaii Justicei Collaborator,"i ujari hakimi Anshorii dii 

Pengadilani Negerii Jakartai Pusat,i Jakarta,i Kamisi (21/12/2017).i Selaini itu,i 

hakimi menilaii sikapi Andii sudahi sesuaii dengani aturani Semai Nomori 4i tahuni 

2011.i Aturani menyebutkan,i seseorangi bisai dinyatakani sebagaii Justicei 

Collaboratori apabilai mengakuii kejahatannya,i bukani pelakui utama,i bersediai 

membantui membongkari kasus,i sertai bersediai mengembalikani aset-aseti hasili 

darii korupsii e-KTP.i Kendatii mempertimbangkani sebagaii Justicei 

Collaborator,i hukumani Andii tidaki berartii diringankani olehi hakim.i Hakimi 

tetapi memvonisi Andii 8i tahuni penjarai dani dendai Rp1i miliar.i Alasannya,i 
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i Dyani Andyanto,i “Korupsii E-KTP,i Irmani dani Sugihartoi Dituntuti 7i Tahuni dani 5i Tahun”,i 

https://nasional.tempo.co/read/886671/korupsi-e-ktp-irman-dan-sugiharto-dituntut-7-tahun-dan-5-

tahun,i diaksesi padai Kamis,i 22i Junii 2017i 14:27i WIB. 
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hakimi menilaii dampaki darii perbuatani Andii tetapi harusi diperhitungkani 

secarai adil.i Hakimi jugai memintai pengembaliani uangi negarai sebesari USDi 

2.500.000,00i dani Rpi 1.186.000.000,00i dani harusi digantii palingi lambati satui 

bulani setelahi pengadilani berstatusi tetap.i Apabilai Andii ingkar,i jaksai berhaki 

menyitai dani melelangi hartai Andi.i Apabilai Andii tidaki mempunyaii hartai 

bendai yangi mencukupii untuki membayari uangi penggantii makai terdakwai 

dipidanai dengani pidanai penjarai selamai 2i tahun.
120

 

4. Setyai Novanto:i 15i tahuni penjarai (divonisi 24i Aprili 2018,i kemudiani 

mengajukani peninjauani kembalii (PK)i setahuni setelahnya). 

Jaksai menuntuti majelisi hakimi untuki menyatakani Setyai Novantoi bersalahi dii 

dalami perkarai korupsii KTPi elektroniki itu,i dani "menjatuhkani hukumani 

kurungani selamai 16i tahuni dani dendai sebesari Rpi 1i miliar,i yangi sekiranyai 

tidaki dibayari digantii kurungani selamai 6i bulan."i Jaksai menuntuti pulai 

hukumani tambahani berwujudi uangi penggantii US$7,3i jutai yangi dikurangii 

olehi uangi yangi udahi dikembalikani terdakwai sebesari Rpi 5i miliari rupiah.i 

Selaini itu,i jaksai pulai menuntuti Setyai Novantoi untuki dicabuti haki politiknyai 

sepanjangi 5i tahun.i Dalami persidangani korupsii pengadaani ktpi elektronik,i 

majelisi hakimi memeriksai parai pebisnisi jasai penukarani matai uangi yangi 

didugai melakukani usahai transferi uangi darii Setyai Novantoi kepadai 

keponakannya.i Jaksai KPKi mengatakani korupsii e-KTPi yangi menjerati Setyai 

bercitarasai pencuciani uang.i Alasannya,i dii dalami persidangani dibeberkani 
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i Andriani Pratamai Taher,i “Mengapai Hakimi Mengabulkani Justicei Collaboratori Andii Narogong? 

“,i https://tirto.id/mengapa-hakim-mengabulkan-justice-collaborator-andi-narogong-cB8h,i diakssesi 

tanggali 21i Deci 2017i 17:39i WIB. 

https://tirto.id/mengapa-hakim-mengabulkan-justice-collaborator-andi-narogong-cB8h
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faktai adai metodei barui untuki mengalirkani uangi hasili kejahatani keluari negerii 

tanpai melaluii prosesi perbankani nasional.i Setyai Novantoi didakwai 

menyalahgunakani kewenangani selakui bagiani DPRi dii dalami proyeki 

pengadaani Kartui Tandai Penduduki berbasisi elektroniki (e-KTP).i Perbuatani 

Novantoi itui sebabkani kerugiani negarai Rpi 2,3i triliun.i Menuruti jaksa,i Setyai 

Novantoi secarai langsungi ataui tidaki langsungi mengintervensii prosesi 

penganggarani dani jugai pengadaani barangi dani jasai dii dalami proyeki e-KTPi 

th.i 2011-2013.
121

 

5. Anangi Sugianai Sudiharjo:i 6i tahuni penjarai (divonisi 30i Julii 2018,i inkrahi 

setelahi bandingi dani PK). 

Anangi Sugianai divonisi 6i tahuni penjarai dani dendai Rpi 1i miliari subsideri 4i 

bulani kurungan.i Diai jugai dihukumi membayari uangi penggantii Rpi 20,7i 

miliar.i Anangi terbuktii menerimai alirani duiti Rpi 79i miliari darii proyeki e-KTP.i  

Anangi terbuktii ikuti proyeki lelangi e-KTPi bersamai konsorsium. 

Hakimi meyakinii Anangi terbuktii melanggari Pasali 2i ayati 1i UUi Nomori 31i 

Tahuni 1999i sebagaimanai telahi diubahi dengani UUi Nomori 20i Tahuni 2001i 

tentangi Pemberantasani Tindaki Pidanai Korupsii junctoi Pasali 55i ayati 1i ke-1i 

KUHP.
122

i  
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i Arifini Zulkarnaini dani Anatomii Muliawan,i 2021,i Analisai Yuridisi Penerapani Tipikori Dani 

Tppui Dalami Rangkai Optimalisasii Pengembaliani Kerugiani Negarai Berdasarkani Putusani 
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6. Madei Okai Masagung:i 10i tahuni penjarai (divonisi 5i Desemberi 2018,i 

mengajukani PKi dani ditolaki padai 2020). 

7. Irvantoi Hendrai Pambudii Cahyo:i 10i tahuni penjarai (divonisi 5i Desemberi 2018). 

Keponakani dani orangi dekati Setyai Novanto,i Irvantoi Hendrai Pambudii Cahyoi 

sertai Madei Okai Masagung,i terbuktii terlibati dalami korupsii proyeki e-KTP.i 

Irvantoi dani Madei Okai puni divonisi hukumani masing-masingi 10i tahuni 

penjarai dani dendai Rpi 500i jutai subsideri 3i bulani kurungan.i Adapuni 

pertimbangani majelisi hakimi dalami menjatuhkani hukumani kepadai Irvantoi 

dani Madei Okai adalahi perbuatani merekai tidaki mendukungi programi 

pemerintahi dalami pemberantasani korupsi.i Untuki hali yangi meringankan,i 

keduanyai berlakui sopani selamai persidangan.i Parai terdakwai tidaki secarai 

maksimali melakukani pengakuan,i akani tetapii masihi adai yangi ditutup-tutupi.i 

Keadaani yangi meringankani terdakwai berlakui sopani dani belumi pernahi 

dihukum,i Hakimi menyebuti Irvantoi sebagaii Direkturi Operasionali PTi 

Murakabi,i salahi satui konsorsiumi perusahaani yangi akani mengerjakani proyeki 

e-KTP.i Sedangkani Madei Okai adalahi Direkturi Utamai PTi Deltai Energyi Ptei 

Ltdi dani OEMi Investment.i Irvantoi terbuktii menerimai USDi 3,5i jutai dani 

Madei Okai jugai menerimai USDi 1,8i jutai sertai USDi 2i juta.i Keduanyai 

menerimai duiti tersebuti darii konsorsiumi perusahaani yangi mengerjakani 

proyeki e-KTP.
123
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i Yulidai Medistiara,i “Terbuktii Korupsii e-KTP,i Keponakani Novantoi Divonisi 10i Tahuni Penjara”,i 
https://news.detik.com/berita/d-4332028/terbukti-korupsi-e-ktp-keponakan-novanto-divonis-10-
tahun-penjara,i diaksesi padai Rabu,i 05i Desi 2018i 22:24i WIB. 

https://news.detik.com/berita/d-4332028/terbukti-korupsi-e-ktp-keponakan-novanto-divonis-10-tahun-penjara
https://news.detik.com/berita/d-4332028/terbukti-korupsi-e-ktp-keponakan-novanto-divonis-10-tahun-penjara
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8. Markusi Nari:i 6i tahuni penjarai (divonisi 11i Novemberi 2019). 

Mantani anggotai DPRi Markusi Narii divonisi enami tahuni penjarai sertai dendai 

sebesari Rpi 300.000.000i subsideri tigai bulani kurungani penjarai olehi majelisi 

hakimi padai Pengadilani Tindaki Pidanai Korupsii Jakarta.
124

i Hakimi menilaii 

Markusi menerimai suapi sebesari 400.000i Dollari ASi dalami pusarani kasusi 

proyeki pengadaani KTPi elektronik.i Menyatakani terdakwai Markusi Narii telahi 

terbuktii secarai sahi dani meyakinkani bersamai melakukani tindaki pidanai 

korupsii yangi dilakukani secarai bersama-sama.i Vonisi inii lebihi rendahi darii 

tuntutani jaksai Komisii Pemberantasani Korupsii (KPK)i yaitui sembilani tahuni 

penjarai sertai dendai Rpi 500.000.000i subsideri enami bulani kurungani penjara.i 

Dalami pertimbangani hakim,i hali yangi memberatkani hukumani Markusi 

adalahi perbuatani Markusi yangi tidaki mendukungi programi pemerintahi dalami 

memberantasi korupsi.i Sedangkan,i hali yangi meringankani adalahi perbuatani 

Markusi yangi dinilaii sopani selamai persidangani sertai belumi pernahi dihukumi 

sebelumnya. 

Dalami putusannyai itu,i hakimi memerintahkani Markusi mengembalikani uangi 

400.000i Dollari ASi sebagaii uangi penggantii ketugiani negara.i Selaini itu,i 

Markusi jugai dinilaii telahi merintangii penyidikani kasusi e-KTPi dengani 

merintangii pemeriksaani terhadapi saksii Miryami Si Haryani.i alami hali 
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i Puteranegarai Batubara,i “Mantani Anggotai DPRi Markusi Narii Divonisi 6i Tahuni Penjarai dii Kasusi 
E-KTP”,i https://nasional.okezone.com/read/2019/11/11/337/2128449/mantan-anggota-dpr-
markus-nari-divonis-tahun-penjara-di-kasus-e-ktp?page=all,i diaksesi padai Senin,i 11i Novemberi 
2019i pkl.i 17:13i WIB. 
 

https://nasional.okezone.com/read/2019/11/11/337/2128449/mantan-anggota-dpr-markus-nari-divonis-tahun-penjara-di-kasus-e-ktp?page=all
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perbuatani korupsi,i Markusi dianggapi melanggari Pasali 3i Undang-Undangi 

Nomori 31i Tahuni 1999i tentangi Pemberantasani Tindaki Pidanai Korupsii 

sebagaimanai telahi diubahi dengani Undang-Undangi Nomori 20i Tahuni 2001i 

tentangi Perubahani Atasi Undang-Undangi Nomori 31i Tahuni 1999i tentangi 

Pemberantasani Tindaki Pidanai Korupsii joi Pasali 55i ayati (1)i ke-1i KUHP.
125

i  

Sedangkan,i dalami hali perbuatani merintangii penyidikan,i Markusi dinilaii 

melanggari Pasali 21i Undang-Undangi Nomori 31i Tahuni 1999i tentangi 

Pemberantasani Tindaki Pidanai Korupsii sebagaimanai telahi diubahi dengani 

Undang-Undangi Nomori 20i Tahuni 2001i tentangi Perubahani Atasi Undang-

Undangi Nomori 31i Tahuni 1999i tentangi Pemberantasani Tindaki Pidanai 

Korupsi.
126

banggota Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi DalNomor: 

130 /PID.SUS /TPK /2017 /PN.JKT.PST 

C. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Korupsi Proyek E-KTP 

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi musuh kita 

bersama di Indonesia. Korupsi sering kali di pandang oleh masyarakatsebagai 

perbuatan yang di tentang dan di kutuk , di caci dan di maki, serta di gambarkan 

sebagai perbuatan yang tidak bermoral yang berkaitan dengan keserakahan, dan 

ketamakan sekelompok masayarakat dengan menggunakan harta negara dengan 

melawan hukum penyalahgunaan jabatan, serta perbuatan lain yang di pandang 

                                                           
125

i Arditoi Ramadhani dani Diamantyi Meiliana,i “Kasusi E-KTP,i Mantani Anggotai DPRi Markusi Narii 
Divonisi 6i Tahuni Penjara”,i https://nasional.kompas.com/read/2019/11/11/16403001/kasus-e-
ktp-mantan-anggota-dpr-markus-nari-divonis-6-tahun-penjara,i diaksesi padai tanggali 1/11/2019,i 
16:40i WIB 
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sebagai hambatan.
127

 Prevalensi korupsi di suatu negara berkorelasi langsung 

dengan keadaan sistem hukum, ekonomi, dan budayanya.
128

 Prevalensi korupsi 

dalam berbagai lapisan sistem hukum, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif 

menunjukkan bahwa korupsi telah merasuki berbagai aspek kekuasaan di negara 

tersebut. Prevalensi Korupsi adalah sebesar apa atau seberapa sering tindak pidana 

korupsi dalam bentuk suap-menyuap dan penyalahgunaan wewenang untuk 

kepentingan pribadi terjadi di tingkat nasional atau local dan atau terjadi di 

kalangan pegawai nasional atau lokal.
129

 Kasus skandal e-KTP (Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik) merupakan salah satu contoh nyata. Dalam skandal ini, 

terungkap bahwa dana yang dialokasikan untuk proyek pembuatan e-KTP yang 

mencapai triliunan rupiah telah disalahgunakan melalui praktik suap dan korupsi. 

Para pejabat pemerintah yang terlibat dalam proyek ini menerima suap dari pihak 

swasta yang mendapatkan kontrak proyek, sedangkan beberapa anggota legislatif 

juga diduga terlibat dalam skema korupsi ini dengan memuluskan anggaran 

proyek tersebut. Proses hukum terkait kasus ini juga menunjukkan adanya 

keterlibatan hakim dan aparat penegak hukum yang terlibat dalam upaya 

pengungkapan dan penindakan terhadap pelaku korupsi.
130

 

                                                           
127 Dwi Wibowo dan Sukarmi, 2022, Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Warga 

Negara Indonesia (Studi Kasus Nama-Nama Penerima Aliran Dana Yang Disebutkan Di Dalam 

Surat Dakwaan Nomor : Dak-15/24/02/2017 Oleh KPK Dalam Kasus Korupsi Korupsi E-Ktp 

2011-2012), Jurnal Hukum Khaira Ummah, ol. 13. No 3, hlm. 130.  
128 Irena Septianita Kaomaneng, 2023, GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM SEKTOR 

PUBLIK, CV. Mega Press Nusantara, Sumedang Jawa Barat, hlm. 22.  
129 Wawan Suyatmiko dan Sekar Ratnaningtyas, 2017, INDEKS PERSEPSI KORUPSI 

INDONESIA 2017, Transparency International Indonesia, Jakarta, hlm. 10.  
130 Rahmat Aiman, 2024, Hukum dan Korupsi: Tantangan dan Solusi dalam Pemberantasan 

Korupsi di Indonesia, JOURNAL OF LAW AND SOCIETY, Vol. 3, Issue 1, June 2024, hlm. 21.  



119 
 

Korupsi di level eksekutif bisa terjadi melalui praktik-praktik seperti suap, 

nepotisme, atau penggelapan dana publik. Di tingkat legislatif, anggota parlemen 

yang seharusnya membuat dan mengesahkan undang-undang dapat terlibat dalam 

korupsi dengan menerima suap atau memanfaatkan kekuasaan mereka untuk 

keuntungan pribadi. Sedangkan di level yudikatif, hakim yang bertanggung jawab 

atas penerapan hukum dapat terlibat dengan menerima imbalan untuk 

mempengaruhi keputusan hukum. Terlibatnya berbagai pihak kunci dalam praktik 

korupsi menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya menjadi masalah moral, tetapi 

juga struktural dan sistemik dalam sistem hukum suatu negara.  

Lambatnya proses hukum juga sering kali menjadi hambatan utama dalam 

penegakan hukum yang efektif. Menurut Itasari dan Erwin (2024), proses hukum 

yang lambat menyebabkan penundaan dalam penyelesaian kasus dan menambah 

beban biaya hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat. Proses yang berlarut-

larut ini tidak hanya menghambat keadilan tetapi juga membuka peluang bagi 

terjadinya praktik-praktik koruptif selama proses hukum berlangsung.  Keadilan 

hukum tidak selalu identik dengan keadilan sosial. Keadilan hukum adalah 

keadilan teknikal, prosedural, terpenuhinya kecocokan bukti  dan bunyi Pasal. 

Sementara keadilan sosial adalah keadilan substantif, cara berhukum  yang 

membudaya, atau menjadi pedoman hidup tentang apa yang boleh dan yang 

dilarang demi kelangsungan hidup bermasyarakat. Dalam ranah keadilan 

prosedural, seorang (miskin)  dapat dengan mudah diputuskan untuk dipidana 

penjara ketikaberita acara polisi, barang bukti, dan tuduhan jaksa, semuanya 

cocok dengan bunyi Pasal “Barang siapa tertangkap tangan mengambil milik 
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orang lain, maka…” Tidak dipersoalkan dalam konteks sosial ekonomi dan 

kedaruratan seperti apa peristiwa dan pelaku sehingga ia bisa sampai pada situasi 

tersebut. Namun dalam beberapa kasus hukum lain,yang  terjadi justru sebaliknya, 

yaitu hakim memutus perkara melampaui batas kewenangannya. Beberapa kasus 

korupsi yang memenangipraperadilan, termasuk kasus E-KTP ini, menunjukkan 

bahwa hakim yang ranahnya sebatas prosedur,  justru memasuki substansi 

perkara.
131

 

Masalah keadilan dalam administrasi pemerintahan dapat terjadi dalam banyak 

hal, termasuk dalam hal aksesibilitas layanan publik, distribusi sumber daya dan 

alokasi anggaran, serta perlakuan yang adil terhadap masyarakat yang berbeda-

beda latar belakang dan kedudukannya.
132

 Hal lain yang harus diperhatikan pun 

masih maraknya tindakan korupsi yang di mana sangat berdampak pada rakyat. 

Hal ini dapat mengarah pada ketidakpuasan masyarakat dan ketidakpercayaan 

terhadap pemerintah. Pembangunan administrasi di Indonesia belum berkeadilan 

menunjukkan adanya masalah sistemik dalam administrasi pemerintah di negara 

tersebut yang perlu diperbaiki. Selain itu, kurangnya transparansi dalam sistem 

peradilan semakin memperparah situasi. Sundari (2021) mengungkapkan bahwa 

ketiadaan regulasi yang memungkinkan perekaman, penyadapan, dan publikasi 

proses yudisial secara komprehensif menjadi hambatan bagi transparansi. Tanpa 

transparansi, publik dan lembaga pengawas eksternal sulit untuk memantau proses 

hukum dan mendeteksi penyimpangan. Ketidaktransparanan ini juga 

                                                           
131 Sulistyowati Irianto, “DOSA GANDA KORUPSI KTP-el”, https://law.ui.ac.id/dosa-ganda-

korupsi-e-ktp/, diakses pada Sabtu 7 Oktober 2017. 
132 Arenawati. Et al., 2023, Pro Kntra Isu Pembangunan, CV. Agung Ilmu, Komp. GBA 2 Blok B3 

No. 19 Cipagalo Bojongsoang Bandung, hlm. 59.  

https://law.ui.ac.id/dosa-ganda-korupsi-e-ktp/
https://law.ui.ac.id/dosa-ganda-korupsi-e-ktp/
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menimbulkan ketidakpastian hukum yang merusak kepercayaan masyarakat 

terhadap sistem peradilan..Situasi ini memungkinkan para pelaku korupsi untuk 

memanfaatkan celah hukum dan menghindari hukuman yang seharusnya mereka 

terima. 

Penegakan hukum yang lemah juga turut berkontribusi terhadap permasalahan ini. 

Prabowo dan Cooper (2016) menyatakan bahwa ketika undang-undang tidak 

memadai atau penegakan hukum lemah, celah untuk melakukan praktik korupsi 

semakin terbuka lebar. Lemahnya penegakan hukum menyebabkan pelaku 

korupsi merasa lebih leluasa untuk melanggar norma-norma dan aturan yang ada, 

karena mereka merasa risiko hukuman atau konsekuensi negatif dari perilaku 

koruptif rendah. Penegakan hukum di Indonesia dinilai belum optimal. Faktor 

pertama yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya independensi hukum. Pada 

prinsipnya, hukum adalah peraturan yang fundamental dan mutlak. Hukum harus 

independen dalam memberikan batasan dan perintah untuk berperilaku demi 

tercapainya ketertiban umum. Namun, upaya untuk menegakkan aturan-aturan ini 

harus menjadi prioritas, bebas dari segala bentuk konflik kepentingan politik.
133

 

Ketidakmerataan akses terhadap keadilan merupakan tantangan signifikan dalam 

upaya penegakan hukum yang adil di Indonesia. Masyarakat dari lapisan ekonomi 

rendah sering kali menghadapi berbagai kesulitan dalam mengakses sistem 

peradilan, yang menyebabkan ketimpangan dalam perlakuan hukum dan 

melanggengkan siklus kemiskinan serta ketidaksetaraan. Selanjutnya, tantangan 

                                                           
133 Fahrizal S. Siagian. Et al., 2024, Kebijakan pemberantasan korupsi berbasis keadilan: 

Perbandingan antara Indonesia dan Denmark, Jurnal Anti Korupsi, Vol 10, No. 1, 2024, hlm. 38.  
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terkait dengan tata kelola publik dan korupsi juga menempati posisi sentral dalam 

kebijakan publik kontemporer. Pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan 

partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan pemerintah semakin 

ditekankan untuk membangun pemerintahan yang bersih dan efektif. Dalam 

menghadapi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan kolaboratif dan lintas 

sektor yang melibatkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. 

Kebijakan yang terkoordinasi dengan baik, didukung oleh data dan bukti empiris, 

serta mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan 

lingkungan, dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan kontemporer ini 

dengan lebih efektif.
134

 Menurut Itasari dan Erwin (2024), kesulitan akses ini 

dapat disebabkan oleh beberapa faktor utama.  

Pertama, biaya yang tinggi dalam menjalani proses hukum menjadi penghalang 

utama bagi masyarakat kurang mampu. Biaya ini mencakup biaya pengacara, 

biaya administrasi pengadilan, dan berbagai biaya tambahan yang mungkin 

muncul selama proses peradilan. Ketika masyarakat tidak mampu membayar 

biaya tersebut, mereka cenderung enggan atau bahkan tidak mampu membawa 

kasus mereka ke pengadilan, yang mengakibatkan hak-hak mereka tidak 

terlindungi dengan baik.  

Kedua, jarak yang jauh ke pengadilan dan lembaga hukum lainnya juga menjadi 

penghalang fisik yang signifikan. Di banyak daerah terpencil di Indonesia, 

fasilitas peradilan sering kali terpusat di kota-kota besar, sehingga masyarakat di 

                                                           
134  Mohamad Steven Alim, 2024, Ilmu Politik & Kebijakan Publik, CV. Mega Press Nusantara, 

Sumedang Jawa Barat, hlm. 65. 
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daerah pedesaan harus menempuh perjalanan yang jauh dan memakan waktu 

untuk mendapatkan akses ke layanan hukum. Hal ini tidak hanya menguras 

sumber daya finansial mereka tetapi juga waktu dan energi yang berharga.  

Ketiga, keberagaman budaya dan kurangnya pengetahuan tentang sistem hukum 

juga memainkan peran penting dalam menghambat akses keadilan. Banyak 

masyarakat dari latar belakang budaya tertentu mungkin tidak familiar dengan 

prosedur hukum atau tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang hak-hak 

mereka di bawah hukum. Ini diperparah oleh rendahnya tingkat literasi hukum di 

kalangan masyarakat miskin, yang menyebabkan mereka cenderung tidak 

menggunakan sistem peradilan untuk menyelesaikan sengketa atau mencari 

keadilan. Selain itu, stigma sosial dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan, 

yang mungkin dianggap korup atau tidak adil, juga membuat banyak orang 

enggan terlibat dalam proses hukum. Semua faktor ini menunjukkan bahwa 

ketidakmerataan akses terhadap keadilan bukan hanya masalah infrastruktur atau 

keuangan, tetapi juga masalah sosial dan budaya yang kompleks.  

Kurangnya kualitas sumber daya manusia di dalam sistem peradilan merupakan 

tantangan serius yang menghambat efektivitas penegakan hukum di Indonesia. 

Kurangnya sumber daya manusia, seperti kurangnya petugas penegak hukum, 

jaksa, hakim, dan staf hukum lainnya, dapat mempengaruhi kecepatan dan 

efektivitas proses hukum.
135

 Itasari dan Erwin (2024) menyatakan bahwa 

                                                           
135 Annisa, “Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapnya”, 
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kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan integritas aparat penegak hukum 

berdampak negatif pada kinerja dan kepercayaan publik terhadap sistem 

peradilan. Banyak aparat penegak hukum tidak mendapatkan pelatihan memadai 

atau akses informasi terkini tentang perkembangan hukum dan teknik investigasi 

modern, mengakibatkan penanganan kasus yang tidak profesional dan seringkali 

salah prosedur.  

Tidak sinkron atau dikenal dengan disharmoni hukum terjadi jika terdapat 

ketidakselarasan antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain. 

Disharmoni peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat dipisahkan dari 

problematika dasar konstitusi Indonesia. Artinya, pemahaman terhadap persoalan 

dasar itu harus terlebih dulu diletakkan pada landasannya. Disharmoni hukum 

terjadi jika terdapat ketidakselarasan antara satu norma hukum dengan norma 

hukum yang lain. Dalam kasus ini tampak jelas adanya tidak kompakan para 

penegak hukum utamanya para hakim, Irman dan Sugiharto telah dikabulkan 

sebagai justice collaborator oleh hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, 

namun menurut Hakim Mahkamah Agung status tersebut ditolak. Padahal para 

jaksa (KPK) pun sudah menetapkan bahwa Irman dan Sugiharto merupakan 

justice colaborator. Sehingga perlu adanya reward dari para terdakwa.
136

 

Pertimbangan yang mempengaruhi hakim dalam kasus ini meliputi perbuatan 

terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi, 

                                                                                                                                                                
ambat%20dalam%20hal%20ini%20adalah,untuk%20melakukan%20tugasnya%20secara%20efekti

f, diakses pada 2 November 2023.  
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sangat merugikan negara dan masyarakat, karena proyek KTP Elektronik 

merupakan program nasional yang sangat strategis dan penting; menyangkut 

kedaulatan pengelolaan data kependudukan nasional dan dampaknya masih 

dirasakan sampai saat ini dengan banyaknya masyarakat yang belum memiliki 

KTP Elektronik; dan merugikan keuangan negara yang sangat besar; maka 

berdasarkan hal tersebut dengan demikian dapat ditelaah hakim tidak 

menggunakan dasar undang-undang bahwa justice collaborator mendapatkan 

keringanan tetapi hakim membuat hukum dengan pertimbangan hukum sendiri 

(judge made law). Pengertian judge made law dalam pengertian sistem hukum 

common law, ialah bahwa hakim memiliki peranan di dalam membentuk suatu 

norma hukum yang mengikat yang didasarkan pada kasus-kasus konkrit, sehingga 

hukum di dalam pengertian ini benar-benar membentuk suatu norma hukum baru, 

guna mencapai kepastian hukum maka dikembangkanlah sistem precedent, 

dimana hakim terikat dengan keputusan hakim terdahulu menyangkut suatu 

perkara yang identik. Apabila dalam suatu perkara hakim di dalam menerapkan 

precedent justru akan melahirkan ketidakadlian maka hakim harus menemukan 

faktor atau unsur perbedaannya. Dengan demikian ia bebas membuat putusan baru 

yang menyimpang dari putusan lama.
137

 Hakim yang berdasarkan bunyi undang 

undang adalah hakim yang menerapkan sistem demokrasi yaitu sistem seleksi 

hakim agung yang melibatkan masyarakat secara transparan.
138

 dan jika hakim 

membuat hukum baru maka hakim menerapkan sistem nomokrasi. Istilah 

nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum 

                                                           
137 Baso Madiong, 2014, Sosiologi Hukum, CV. Sah Media, Makassar, hlm. 156.  
138 Achmad Edi Subiyanto, 2012, Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah 

Perubahan Uud 1945, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012, hlm. 15. 
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sebagai kekuasaan tertinggi.
139

 Hakim menciptakan hukum baru dalam kasus ini, 

yaitu hakim menciptakan hukum sendiri dengan pertimbangan hukumnya (rasio 

decidendi) yaitu konsistensi dalam penerapan hukum. Konsistensi ini mengacu 

pada upaya hakim untuk memutuskan perkara secara seragam dan adil 

berdasarkan prinsip-prinsip yang sama dalam kasus-kasus serupa. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap putusan yang diambil oleh hakim haruslah konsisten 

dengan putusan yang telah diambil sebelumnya dalam perkara-perkara yang 

memiliki fakta dan hukum yang serupa.
140

  Hakim bukan melihat hukum secara 

genaral atau secara umum tetapi hakim melihat hukum dalam konteks khusus 

kasus-kasus tertentu (kasus in concreto). 

Selanjutnya, rendahnya integritas aparat penegak hukum juga menimbulkan 

masalah serius. Hal-hal ini dapat terlihat pada kecenderungan untuk terlibat dalam 

praktik tidak etis atau ilegal, termasuk menerima suap, dan manipulasi bukti. Hal 

ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, menciptakan 

persepsi bahwa hukum hanya berlaku bagi mereka yang mampu membayar atau 

memiliki koneksi. Dengan demikian, bahwa untuk mencegah terjadinya korupsi 

pelayanan publik yang hulunya adalah maladministrasi maka pegawai pemerintah 

atau birokrasi mesti diperkuat nilai etika dan moralnya sehingga dapat secara jelas 

membedakan perbuatan yang baik atau buruk atau bermoral atau immoral.
141

 

Tidak mencampuradukan antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik. 

                                                           
139 Kurniawan Tri Wibowo, 2021, Prospektif Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Sistem 

Pradilan Pidana Indonesia, Pustaka Aksara, Surabaya, hlm. 15.  
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Nomor 813 K/PID2-23, Jurnal Hukum Sehasen, Vol. 10 No. 1 April 2024, hlm. 188.  
141 Hariman Satria, Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik, Jurnal Anti 

Korupsi, , 6 (2), hlm. 182.  
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Ketika itu dapat dilakukan maka pegawai birokrasi tersebut tengah menunjukkan 

perilaku yang adil dan bijaksana. Jika perilaku ini dipertahankan maka korupsi 

pelayanan publik akan sulit terjadi. Sebab kepatuhan kepada peraturan bukan 

karena perintah atasan atau takut mendapatkan sanksi dari negara tetapi memang 

didorong oleh kesadaran pribadi bahwa tindakan yang manipulatif dan korup 

bertentangan dengan nilai moral. 

Lebih lanjut, Isra dkk. (2017) juga membahas tentang tantangan hukum dalam 

pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya terkait dengan tindakan 

obstruction of justice. Di Indonesia tindakan Obstruction of justice telah diatur 

dalam peraturan perundang undangan, yaitu dalam KUHP pasal 278 d yang 

menyebutkan pengertian obstruction of justice adalah suatu tindak pidana yang 

dilakukan  oleh pelaku karena telah terbukti berupaya untuk menghalang halangi 

suatu proses hukum.
142

 Tindakan ini didefinisikan sebagai setiap upaya yang 

mengganggu atau menghalangi proses penegakan hukum dari awal hingga akhir. 

Tantangan utama dalam menangani obstruction of justice melibatkan individu-

individu berpengaruh seperti orang kaya, aparat penegak hukum, pengacara, dan 

politisi. Tindakan obstruction of justice dapat dikategorikan menjadi dua jenis 

berdasarkan status sosial pelakunya: kejahatan biasa (street crime) yang mudah 

diidentifikasi, dan kejahatan elit (elite crime) yang dilakukan secara sistematis dan 

sulit dibuktikan. Implementasi ketentuan obstruction of justice dalam hukum 

dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pasal 21 

Undang-Undang Pemberantasan Korupsi tidak secara rinci mengatur bentuk-

                                                           
142 Nurul Irfan, 2023, Hukum Acara Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 36.  
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bentuk tindakan yang dilarang, hanya mencakup proses penyelidikan, penuntutan, 

dan pemeriksaan di pengadilan.  

KPK berwenang menyidik tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana 

korupsi asalkan pokok perkaranya atau perkara korupsinya ditangani oleh KPK 

sejak awal. Akan tetapi, apabila perkara korupsi tersebut sejak awal ditangani oleh 

penyidik kejaksaan atau penyidik kepolisian, tindak pidana lain yang berkaitan 

dengan tindak pidana korupsi seharusnya juga ditangani oleh penyidik kejaksaan 

atau penyidik kepolisian. Hal ini dilakukan agar penanganan masih dalam ranah 

yang sama. Jika penyidiknya berbeda, kontrol terhadap penanganan perkara akan 

tidak memenuhi syarat untuk peradilan cepat, sederhana, dan ringan, karena yang 

mengetahui pokok perkara adalah penyidik awal. Selain itu juga akan 

mengakibatkan terjadinya koordinasi yang tidak baik dalam proses peradilan.
143

 

Kasus yang beberapa saat lalu tengah ramai di perbincangkan yaitu kasus 

pengacara Fredrich Yunadi dan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh 

Sutarjo. Keduanya disangka melakukan tindak pidana mencegah, merintangi atau 

menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan kasus e-KTP 

dengan tersangka Setya Novanto. Keduanya diduga bekerja sama agar Setya 

Novanto dapat menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK.
144

 

Wakil Ketua KPK menyatakan pihaknya menduga kedua tersangka bekerjasama 

                                                           
143 Fransisca Desty Youvita, 2018, Kewenangan KPK Untuk Menyidik Tindak Pidana Lain Yang 

Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi, Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 
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144 Abba Gabrillin, “Hari Ini, Fredrich Yunadi dan Dokter Bimanesh Diperiksa KPK Sebagai 
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memasukkan Novanto ke RS Medika Permata Hijau untuk dilakukan rawat inap 

dengan data-data medis yang diduga dimanupulasi sedimikian rupa. Keduanya 

disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

sebagaimana diubah dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. 

Pokok perkara dari kasus tersebut adalah kasus e-KTP dengan tersangka Setya 

Novanto. Berawal dari dakwaan yang dibacakan oleh jaksa KPK di Pengadilan 

Tipikor, Novanto disebut memiliki peran dalam mengatur besaran anggaran e-

KTP yang mencapai 5,9 triliun. KPK menduga Novanto melakukan tindak pidana 

korupsi bersama-sama dengan pengusaha Andi Narogong dan dua pejabat di 

Kementerian Dalam Negeri.
145

 Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 

3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidan 

Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
146

 Kasus korupsi e-KTP dengan 

tersangka Setya Novanto saat ini sedang ditangani oleh KPK, kasus tersebut 

merupakan pokok perkara dari kasus obstruction of justice yang diduga dilakukan 

oleh Fredrich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo. Dari kasus Setya Novanto ini, KPK 

menetapkan Fredrich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka tindak 

pidana obstruction of justice. 

                                                           
145 Rakhmat Nur Hakim, “Melihat Perjalanan Setya Novanto dalam Kasus E-KTP pada 2017”, 
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Selanjutnya yaitu kasus Miryam S Haryani. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka 

karena memberikan keterangan tidak benar atau keterangan palsu pada 

persidangan kasus e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Kasus ini 

bermula saat persidangan kasus e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. 

Kala itu, Miryam didatangkan sebagai saksi. Miryam merupakan saksi yang 

menyebut sejumlah nama anggota legislator menerima uang bancakan proyek e-

KTP. Akibat keterangannya itu, nama Miryam disebut dalam dakwaan Irman dan 

Sugiharto. Miryam juga diduga menerima aliran dana e-KTP sejumlah USD 23 

ribu.
147

 Namun, pada sidang ke 4 kasus e-KTP, Miryam secara mengejutkan 

mencabut seluruh keterangan dalam BAP-nya. Ia mengaku mendapat tekanan dari 

penyidik KPK saat menjalani pemeriksaan. Keterangan yang ditulis dalam BAP, 

kata dia, hanya untuk menyenangkan penyidik. KPK menyebutkan Miryam telah 

memberikan keterangan palsu dibawah sumpah dalam persidangan. Sidang ke-5 

kasus e-KTP, Miryam tetap bersikukuh membantah semua keterangan yang ia 

sampaikan soal pembagian uang hasil korupsi e-KTP. Termasuk keterangan soal 

pembagian uang kepada anggota DPR periode 2009-2014. Tak lama setelah ia 

mencabut keterangan dalam BAP itu, KPK menetapkan Miryam sebagai 

tersangka pemberi keterangan palsu. Pengacara Miryam mendaftarkan gugatan 

praperadilan atas status tersangka kliennya. KPK menjerat Miryam dengan Pasal 

22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila dalam memberikan 

                                                           
147 Lizsa Egeham, “Babak Baru Kasus Miryam S Haryani”, 
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keterangannya, seorang saksi memberikan keterangan yang tidak benar maka 

dapat dikenakan ancaman pidana sebagai tindak pidana keterangan palsu 

sebagaimana diatur dalam pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Pidana 

(selanjutnya disebut KUHP).
148

 Pengacara Miryam menyebut KPK tidak memiliki 

kewenangan menetapkan Miryam sebagai tersangka dengan alasan tindak pidana 

yang dilakukan Miryam merupakan tindak pidana umum. Pada tanggal 23 Mei 

2017, Hakim menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh Miryam terhadap 

KPK. Hakim menyatakan penetapan tersangka atas nama Miryam S Haryani 

adalah sah. Berdasarkan kasus yang diuraikan diatas, dapat dilihat bahwa KPK 

telah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana lain yang berkaitan dengan 

tindak pidana korupsi seperti tindak pidana yang dilakukan oleh Miryam. Kasus 

Miryam ini kemudian dilanjutkan ke ranah persidangan.
149

 

Selain itu, ketidakpastian otoritas penegak hukum memperburuk implementasi 

hukum terkait obstruction of justice. Kurangnya kejelasan mengenai otoritas dan 

tanggung jawab di antara lembaga penegak hukum mengakibatkan kinerja yang 

buruk dan kurangnya kolaborasi. Efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi 

oleh budaya internal di kalangan petugas penegak hukum dan budaya eksternal 

dalam masyarakat. Budaya yang tidak mendukung penegakan hukum yang ketat 

terhadap obstruction of justice memperlemah upaya pemberantasan korupsi. 

Upaya pemberantasan korupsi akan mengalami hambatan jika masih ada oknum 
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yang menciderai proses penegakan hukum, seperti Obstruction of Justice. 

Seharusnya, penegakan hukum merupakan suatu proses yang tegak dan berfungsi 

sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
150
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan terhadap 

penulisan yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Korupsi 

Proyek E-KTP (Studi Kasus Putusan Pidana Nomer: 

130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST), maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Kebijakan hakim terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan secara 

bersama sama dari penegakan hukum korupsi proyek E-KTP, yaitu 

optimalisasi pemberantasan korupsi yang merupakan prioritas utama guna 

meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kokohnya Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) serta dalam rangka pencapaian tujuan 

nasional.  Korupsi sebagai kejahatan yang luarbiasa sehingga dalam 

modus operandinya juga tidak bisa orang perorangan bekerja sendirian 

atau korupsi yang dilakukan secara bersama sama, maka penanggulangan 

kejahatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) harus dilakukan secara 

slimutan baik melalui hukum pidana (penal) maupun bidang hukum 

lainnya (nonpenal). 

2. Proses penegakan hukum terhadap pelaku korupsi proyek E-KTP, yaitu 

fenomena yang terkait kasus korupsi yang terdapat di Indonesia dapat kita 

ambil yaitu kasus E-KTP yang terjadi pada tahun 2017 lalu. Kasus tersebut 

melibatkan sejumlah orang termasuk anggota DPR yang menelan uang 
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negara sebesar Rp. 2,3 Triliun. Dalam penanganan kasus ini, pemerintah 

mengimplementasikan UUD Negara Republik Indonesia khususnya pada 

Pasal 20A yang mengatur tentang pemberantasan korupsi. Selain itu, juga 

digunakan Undang Undang Nomer 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan 

tindak pidana korupsi yang mengatur tentang jenis jenis tindak pidana 

korupsi dan pidana yang diberikan. Beberapa terdakwa dijatuhi hukuman 

yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Hal ini menunjukkan 

bahwa adanya upaya pemerintah dan kepatuhan hukum yang berlaku dapat 

mencegah dan menindak korupsi. 

3. Faktor penghambat dalam penegakan hukum korupsi proyek E-KTP, yaitu 

korupsi di level eksekutif bisa terjadi melalui praktik praktik seperti suap, 

nepotisme, atau penggelapan dana publik. Ditingkat legislatif, anggota 

perlemen yang seharusnya membuat dan mengesahkan undang undang 

dapat terlibat dalam korupsi dengan menerima suap atau memanfaatkan 

kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi. Sedangkan di level 

yudikatif, hakim yang bertanggung jawab atau penerapan hukum dapat 

terlibat dengan menerima imbalan untuk mempengaruhi keputusan hukum. 

Terlibatnya berbagai pihak kunci dalam praktik korupsi menunjukkan 

bahwa korupsi bukan hanya menjadi masalah moral, tetapi juga struktural 

dan sistemik dalam sistem hukum suatu negara. 
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B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis yang telah dituangkan 

dalam penulisan yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum 

Korupsi Proyek E-KTP (Studi Kasus Putusan Pidana Nomer: 

130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST), adapun saran yang diberikan adalah 

sebagai berikut:  

1. Bagi Pemerintah Penegak Hukum 

Kasus korupsi E-KTP yang melibatkan beberapa pihak, termasuk anggota 

DPR yang telah menelan kerugian negara sampai Rp 2,3 Triliun, dan yang 

telah merugikan di beberapa bidang sampai kerugian Negara. Merupakan 

korupsi yang dilakukan melalui proyek konstuksi Kartu Tanda Penduduk 

elektronik (e-KTP). Kasus ini terjadi pada tahun 2010-an dan melibatkan 

berbagai pihak. Oleh karena tingginya kasus korupsi pada proyek konstruksi 

yang sangat merugikan negara, diharapkan aparat penegak hukum 

meningkatkan kinerjanya dalam memberantas korupsi tanpa membeda-

bedakan status sosial maupun alasan lainnya. 

2. Bagi Masyarakat 

Korupsi dalam proyek e-KTP merupakan masalah serius yang berdampak 

pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Peran masyarakat dalam 

pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui upaya upaya 

seprti: Pendidikan dan kesadaran, partisipasi aktif, laporan ketidakberesan, 

dukung lembaga anti korupsi, advokasi dan kampanye, kolaborasi dengan 
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media, pendidikan karakter. Dengan langkah-langkah ini, masyarakat dapat 

berkontribusi dalam mengurangi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas 

dalam proyek-proyek publik. 

3. Bagi Media 

Media juga berperan terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi, 

Media mendorong agar penegak hukumpun menindaklanjuti laporan sesuai 

dengan aturan main yang berlaku. Media massa juga dapat berperan untuk 

menyingkapkan kekurangan atau bahkan korupsi di dalam berbagai badan 

negara seperti pengadilan, polisi dan satuan tugas anti korupsi sehingga 

korupsi dapat dikontrol. Selain itu, Media memberikan ruang untuk suara 

rakyat. Media dapat memberikan platform bagi masyarakat untuk 

menyampaikan pendapat, keluhan, atau laporan terkait dugaan praktik 

korupsi. 
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